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senantiasa barokah dunia akhirat. Sholawat dan salam semoga senantiasa
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beriman.Nabi Muhammad SAW
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jiwa dan ragaku, kalianlah orangnya wahai para guruku, dosen-dosenku, dan para
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PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam karya ilmiah ini, terdapat beberapa istilah atau kalimat yang berasal
dari bahasa arab, namun ditulis dalam bahasa latin. Adapun penulisannya
berdasarkan kaidah berikut:

A. Konsonan

\ = a B = z S = q
< = b o A S d N K
& = t g+ = sy J = I
& = ts ) = sh 2 = m
z = J o= - di O = n
c = h L = th 5 = w
& = kh L = zh B = ’
3 = d ¢ > ‘ ¢ = y
3 3 dz ¢ = gh

B = r < = f

Hamzah (s) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal
kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun
apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma
(‘) untuk mengganti lambang “g”.

B. Vocal, Panjang dan Difong

Vokal fathah ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dlommah dengan

“u”.sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = “d misalnyad& menjadi qala

Xi



Vokal (i) panjang = “ "misalnya J# menjadi gila
Vokal (u) panjang = “0“misalnya 02 menjadi dona

[15-¢24
v,

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan
melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat
diakhirnya. Begitu juga dengan suara diftong, wawu dan ya’ setelah fathah ditulis
dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = s misalnya J menjadi gawlun

Diftong (ay) = = misalnya_»> menjadi khayrun
C. Ta’ Marbthah (3)

Ta’ Marbthah (3) ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat,
tetapi apabila ta’ marbthah tersebut berada di akhir kalimat, maka
ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnyadx a4l )l menjadi al-
risala li al-mudarrisah,atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri
dari susunan mudlaf dan mudlaf ilayh, maka ditransliterasikan dengan
menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya.

D. Kata Sandang dan lafdh al-Jalalah

Kata sandang berupa “al” (J ) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di
awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jallah yang berada di tengah-tengah
kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan.

E. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis

dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama
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Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak

perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi.
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ABSTRAK

Supin Andika, 12220188, 2016.Prinsip Kepailitan Perspektif Undang-Undang
No 37 Tahun 2004 dan Prinsip Taflis dalam Hukum Islam. Skripsi
Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri
(UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Dr. Suwandi. M.HI.

Kata Kunci: Prinsip, Kepailitan, Taflis

Prinsip atau asas merupakan nilai universal yang masih bersifat abstrak.
Dalam setiap konsep yang bersifat regulative, seperti undang-undang, figh, dan
peraturan lainnya, biasanya terdapat asas yang menjadi ruh konsep yang bersifat
regulatit tersebut.

Penelitian ini membahas mengenai prinsip kepailitan dalam Undang-
Undang No 37 Tahun 2004 dengan prinsip taflis dalam hukum Islam. Yang
bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk deskripsi prinsip pada kedua
prespektif tersebut dalam regulasi tentang kepailitan , dan dimana letak persamaan
serta perbedaan antara kedua perspektif tersebut. Penelitian ini tergolong jenis
penelitian hukum normatif.Penelitian ini disebut juga penelitian kepustakaan atau
library research.Pendekatan yang digunakan adalah komparatif.yakni suatu
pendekatan yang mencoba untuk mempelajari serta melakukan perbandingan
terhadap prinsip kepailitan pada Undang-Undang No 37 tahun 2004 dengan
Prinsip taflis dalam hukum Islam.

Hasil dari penelitian ini menggambarkan prinsip-prinsip yang dianut oleh
Undang-Undang No 37 Tahun 2004, yaitu asas keadilan, asas kesimbangan, asas
kelangsungan usaha dan asas integrasi, masing-masing asas tersebut terkesan
adanya inkonsistensi penerapan prinsip-prinsip keadilan, keseimbangan, dan
kelangsungan usaha tersebut. Sedangkan prinsip-prinsip taflis menurut hukum
Islam yang penulis pilih, yaitu, Asas kebolehan, Asas kemaslahatan, Asas
menolak mudhorot dan Asas perlindungan hak, dalam kitab al-umm prinsip
tersebut diterapkan secara mutlak.

Ada titik temu antara kedua perspektif tersebut, karena prinsip-prinsip
yang ada dalam Undang-undang No 37 Tahun 2004 sudah tercakup dalam prinsip-
prinsip universal dalam Islam, hanya saja celah perbedaan antara kedua perspektif
tersebut terletak pada sumber penyandaran tertinggi prinsip (sumber), misalnya
dalam Islam sumber tersebut adalah wahyu llahi, sedangkan pada prinsip
kepailitan dalam Undang-Undang No 37 Tahun 2004 sumber penyandarannya
adalah Undang-Undang Dasar 1945, Pancasila. Dengan demikian dapat
disimpulkan bahwa prinsip yang sama akan berbeda penerapannya ketika
disandarkan pada sumber penyandaran yang berbeda.

XVi



ABSTRACT

Supin Andika,12220188, 2016.Principle of bankruptcy perspective law of the
republic of Indonesia Number 37 of 2004 and Principle of bankruptcy
perspective Islamic law.Thesis, Sharia Bussines Law Departement Faculty
of Sharia, State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang.
Supervisor: Dr. Suwandi. M.HI.

Keywords: principle, bankruptcy, Taflis.

Principle are universal values that the characteristic is generally. Every
consept that regulatifly, like concept of law, figh,and another regulation, normally
be found basic principle which became the spirit at it consept.

This research in depth about bankruptcy principle perspective law of
Indonesia Number 37 of 2004 and Principle of taflis perspective Islamic law. The
purpose of this research is understanding how about description both of
principles in bankruptcy, and where different and agreement both of it
perspective.Research Operating classified normative legal research. Also called
the research literature study or libraries research. The approach used
iscomparative style, which try to learn the object thancompare between
bankruptcy principle perspective law of Indonesia Number 37 of 2004 and
Principle of bankruptcy perspective Islamic law.

Results of Research is, a description that the principles which used by law
of Indonesia Number 37 of 2004, equitable principle, balance principle, constant
of bussines principle, integration principle, each principles are particular on the
aplication at the consept, than giving the impression that inconsistent
implementation of these principles. Whilw thw principles of taflisthat the author
choose, freedom principle, beneficial principle, refuse danger principle principle
are and property protection principle, its all derived from universal values in
Islamic law. So on the book of al-umm they are aplied in full.

the principles which used by law of Indonesia Number 37 of 2004,
equitable principle, balance principle, constant of bussines principle, integration
principle is included by universal principles of law in Islam. But the different
both of perspective base on the background of appear each principle. In sistem of
Islamic lawall of the principle back to esence of Syara’, which come from Allah
SWT.

Whereas bankruptcy of principles perspective law of Indonesia number 37
of 2004, base on sistem constitution 1945 and Pancasila. The same principle will
be different in aplication if the main source of it principles are different.
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam dunia bisnis masalah kepailitan merupakan suatu bentuk permasalahan
yang tidak bisa dipisahkan dari persoalan hutang-piutang,salah satu
konsekwensinya terletak pada penyitaan terhadap harta seseorang / badan hukum
oleh pihak yang berwenang setelah adanya keputusan yang sah dari pengadilan.
Sebelum kita membahas masalah kepailitan terlebih dahulu perlu kita ketahui apa
itu hutang, serta hukumnya dan adab-adabnya. Hal ini dikarenakan penelitian ini
berbasis library riset yang ingin menemukan bagaimana perbandingan prinsip
kepailitan menurut Undang-Undang No 37 tahun 2004 dengan prinsip taflis

menurut hukum Islam, sehingga hutang-piutang juga merupakan objek yang



masih ada kaitannya dalam penelitian ini, dengan konsekwensi logis bahwa pailit
disebabkan oleh hutang debitur yang dianggap tidak mampu dibayarkan kepada
kreditur, ketidakmampuan membayar hutang tersebut adakalanya disebabkan
dengan lemahnya keadaan ekomomi debitur dan adakalanya juga disebabkan
oleh tidak adanya iktikad baik dari debitur untuk melunasi hutangnya, sehingga

hubungan antara kepailitan dengan hutang-piutang seolah tidak bisa dipisahkan.

Adapun mengenai hutang piutang seperti yang Kkita ketahui dalam berbagai
literatur figh Islam, masalah hutang-piutang atau pinjam meminjam telah dikenal
dengan istilah Al-Qardh.Qardh dalam arti bahasa berasal dari kata garadha yang
sinonimnya gatha’a artinya memotong. Diartikan demikian karena orang yang
memberikan hutang memotong sebagian dari hartanya untuk diberikan kepada
orang yang menerima hutang (mugqtarid).? Sedangkan menurut Syafi’iyah bahwa
gardh secara istilah syara’ diartikan dengan sesuatu yang diberikan kepada orang

lain (yang pada suatu saat harus dikembalikan).?

Adapun dalil yang menunjukkan disyariatkannya hutang piutang ialah

sebagaimana berikut ini :
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2 Ahmad Wardi Muslich, Figh Muamalah, ( Jakarta : Amzah, 2015), h. 273.
® Muslich, Figh, h. 273.
* QS. Al-Bagarah (2) : 245



Artinya :“Siapa yang meminjami Allah, dengan pinjaman yang baik, maka
Allah meperlipat gandakan ganti kepadanya dengan banyak. dan Allah menahan

dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan *®

Demikianlah dari sisi status hukum hutang piutang merupakan aktivitas
muamalah yang diperbolehkan, namun meskipun berhutang atau meminta
pinjaman itu diperbolehkan dalam syariat Islam, hanya saja Islam menghimbau
umatnya agar menghindari hutang semaksimal mungkin jika ia tidak dalam
keadaan kesempitan ekonomi. Hal ini berdasarkan tindakan Rasulullah SAW yang
pernah menolak menshalatkan jenazah seseorang yang diketahui masih

meninggalkan hutang dan tidak meninggalkan harta untuk membayarnya.®

Keterangan di atas menunjukkan titik terang mengenai masalah hutang-
piutang ini, jika Islam sebagai tuntunan hidup mememperbolehkan hutang
piutang tentu disana terdapat kemaslahatan, sedangkan saat Islam memberikan
peringatan agar jangan sampai berhutang, tentu saja disana terdapat mudharat
yang besar, untuk itu demi mendapatkan manfaat atas apa yang diperbolehkan
oleh syariat serta menghindari mudhorot yang diperingatkan oleh syariat, maka
dalam transaksi hutang piutang perlu adab-adab yang mestinya menjadi pedoman
bagi seluruh muslim yang ingin melakukan aktivitas hutang-piutang tersebut,

antara lain :

1. Hutang piutang perlu ditulis dan dipersaksikan

> Departemen Agama RI, Qur’an Tajwid Dan, h.39
® Wardi, Figh, h. 284.



2. Pemberi hutang atau peminjam tidak boleh mengambil keuntungan atau
manfaat dari orang yang berhutang’

3. Kebaikan sepantasnya dibalas dengan kebaikan

4. Berhutang disertai dengan iktikad baik ( akan melunasinya)

5. Menggunakan uang pinjaman dengan efektif dan efisien (tidak boros,
mubazir)

6. Bersegera melunasi hutang jika sudah mampu membayarnya

7. Memberikan penangguhan waktu kepada orang yang sedang kesulitan

dalam melunasi hutangnya setelah jatuh tempo.®

Setelah kita memahami bagaimana hal ikhwal hutang-piutang dalam Islam,
pertanyaan berikutnya yang mungkin muncul adalah asas apakah yang digunakan
oleh hukum Islam dalam menyikapi masalah kepailitan atau yang disebut dengan
taflis?. Karena hutang piutang mendapat perhatian khusus dari figh islam dengan
indikasi bannyak teks turast yang membahasnya (dari sisi dasar hukum, adab,
ketentuan) lalu bagaimana dengan masalah penerapan asas tentang taflis dalam
Islam. Dalam hukum positif masalah kepailitan mendapatkan perhatian khusus
dalam artian adanya regulasi khusus tentang kepailitan yang dilengkapi dengan
asas-asas yang dianut oleh regulasi tersebut (Undang-Undang No 37 tahun 2004),
sehingga regulasi khusus ini dapatdijadikan sebagai objek penelitian juga, dalam
rangka menemukan penerapan prinsip kepailitan yang terdapat dalam Undang-
Undang No 37 tahun 2004 tersebut, sehingga asas-asas yang digunakan oleh

Undang-Undang No 37 tahun 2004 tersebut dapat dijadikan sebagai bahan

" Wardi, Figh, h. 281
#Kandungan QS. Al-Bagarah (2) : 280



perbandingan dengan prinsip kepailitan menurut hukum Islam. Walaupun dalam
khazanah figh klasik bahkan dalam mazhab syafi’l sekalipun yang terkenal
dengan figh yang agresif, belum kita temukan model kepailitan seperti yang
sekarang ini (muflis yang berupa badan hukum ) namun substansi kepailitan
dalam hukum Islam tentu sudah ada, khususnya substansi yang terdapat dalam
Qowaid fighiyah tentu sudah ada. Untuk itu peneliti mencoba untuk menelaah
prinsip taflis tersebut dan mencoba untuk mendeskripsikan prinsip tersebut
sekaligus penerapannya dalam hukum Islam (figh Imam syafi’i), tentu penelitian
ini dilakukan dalam rangka menemukan titik kesamaan dan letak perbedaan antara
prinsip yang terdapat dalam konsep kepailitan menurut hukum Islam  dengan
prinsip yang terdapat dalam konsep kepailitan menurut Undang-Undang No 37
tahun 2004. Penelitian yang berbasis perbandingan tentang prinsip kepailitan ini
dipandang perlu oleh peneliti dan sebagai suatu hal yang menarik serta bermanfaat
untuk dikaji dalam dunia akademik, terutama dimensi kepailitan/taflis dari dua
perspektif tersebut. Akhirnya peneliti hanya bisa berharap semoga penelitian ini
memiliki manfaat yang barokah bagi peneliti khususnya dan bagi kita semua dan

mengandung kemaslahatan baik di dunia maupun di akhirat. Amiin

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, dapat dirumuskan

beberapa permasalahan sebagai berikut :



1. Bagaimana prinsip kepailitan serta penerapannya dalam Undang—
Undang No. 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan prinsip taflis serta
pnerapannya dalam hukum Islam ?

2. Dimana titik temu dan perbedaan antaraprinsip kepailitan menurut
Undang-Undang No. 37 tahun 2004 dengan prinsip taflis menurut

hukum Islam?

C. Batasan Permasalahan

Dalam penelitian ini, peneliti hanya akan membatasi permasalahan hanya
dalam dua kategori saja, yang pertama terkait dengan Prinsip kepailitan dalam
perspektif Undang-Undang NO 37 tahun 2004 dan yang kedua Prinsip taflis
dalam hukum Islam, dalam hal ini peneliti membatasi bahwa hukum Islam yang
penulis maksud adalah khusus pada al-qowaid al-fighiyyah, dengan kata lain
konsep kepailitan menurut selain qowaid al-fighiyah tidak menjadi fokus kajian
penulis, Sedangkan untuk meneliti penerapan prinsip-prinsip tersebut dalam
hukum islam penulis menggunakan karya Imam Syafi’l yaitu kitab al-umm
sebagai objek penelitian.Begitu juga dengan konsep kepailitan menurut perspektif
selain Undang-Undang No 37 tahun 2004 bukan menjadi fokus kajian peneliti,

seperti kepailitan menurut para pakar sosiologi ,ekonomi, dan lain sebagainya.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mendeskripsikan (berbasis analisis) prinsip kepailitan dan

penerapannya pada Undang-Undang No. 37 tahun 2004 serta



mendeskripsian prinsip taflis dan penerapannya dalam hukum Islam
(Khususnya dalam kitab al-umm)

2. Untuk mengetahui titik temu dan perbedaaan antara prinsip kepailitan
menurut Undang-Undang No.37 tahun 2004 dengan prinsip taflis

menurut hukum Islam khususnya al-qowaid al-fighiyyah.

E. Manfaat Penelitian

Setiap penelitian yang dilakukan tentu mempunyai tujuan yang jelas, adapun
harapan peneliti pada penelitian ini adalah memperoleh , menyumbangkan
manfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis. Secara teoritis, hasil
penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan tambahan, khususnya
untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan hukum
bisnis syariah (tentang kepailitan) . selain itu penelitian ini juga diharapkan dapat
dijadikan sebagai bahan acuan atau salah satu sumber refrensi bagi semua pihak
yang ingin mengadakan penelitian lebih lanjut. Sedangkan secara praktis,
penelitian ini diharapkan dapat menjadi jembatan penghubung bagi peneliti untuk
menyelesaikan program Sarjana Hukum Islam di Universitas Islam Negeri

Maulana Malik Ibrahim Malang.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang akan digunakan adalah penelitian normatif ( library

research), yaitu peneliti mencari buku-buku yang berkaitan dengan judul



yang diteliti sebagai objek penelitian dengan cara memahami substansi

setiap refrensi yang dijadikan objek penelitian.

2. Pendekatan Penelitian
Pendekatan yang digunakan oleh peneliti adalah pendekatan
komparatif, yakni suatu pendekatan yang mencoba untuk mempelajari
serta melakukan perbandingan terhadap prinsip kepailitan pada
Undang-Undang No 37 tahun 2004 dengan Prinsip taflis dalam hukum
Islam (al-gowaid al-fighiyyah).

3. Metode Pengambilan Subjek
Pengambilan subjek dalam penelitian ini ditujukan pada regulasi
prkatis (Undang-Undang No 37 Tahun 2004) dan kitab-kitab yang
berkaitan dengan kepailitan.Subjek  dipilih  berfungsi  untuk
mendapatkan informasi yang maksimum. atas dasar ini maka peneliti
mengambil kitab-kitab atau buku-buku tentang hukum Islam dalam
bentuk qowaid al-fighiyyah guna dijadikan sebagai refrensi utama
dalam hal perspektif hukum Islam, kemudian Kkitab-kitab figh Mazhab
Syafi’l dan buku-buku yang ditulis oleh para akademisi dalam rangka
menjelaskan tentang Undang-Undang Kepailitan yakni Undang-
Undang No.37 tahun 2004

4. Jenis dan Sumber Data
Jenis data yang digunakan berasal dari data primer dan data
sekunder.Data primer yang dimaksud adalah beberapa literature yang

berkaitan dengan kepailitan (buku-buku/ kitab-kitab sebagai refrensi



penelitian). Sedangkan untuk data sekunder adalah hasil diskusi
peneliti dengan beberapa akademisi yang kompeten dalam bidang
hukum kepailitan

5. Metode Pengumpulan Data
Untuk menghimpun keseluruhan data yang diperlukan, peneliti
mempergunakan metode pengumpulan buku-buku yang berkaitan
dengan judul penelitian (kepailitan ) dengan cara melakukan pinjaman
buku di perpustakaan, membeli buku yang berkaitan dengan penelitian
yang sedang dilakukan. Kemudian membaca dan memahami serta
menandai bagian-bagian pada buku —buku tersebut yang sekiranya
diperlukan dalam penelitian ini.

6. Metode Pengolahan
Untuk mengelola keseluruhan data yang diperoleh, maka perlu adanya
prosedur pengelolaan dan analisis data yang sesuai dengan pendekatan
yang digunakan.Sesuai dengan metode yang digunakan dalam
penelitian ini, maka model analisis data yang digunakan peneliti adalah
analisis deskriptif kualitatif atau non statistik atau analisis isi (content
analysis).’
Adapun proses analisis data yang peneliti gunakan adalah sebagai
berikut:

a. Edit (Editing)

°Comy R. Setiawan, Metode Penelitian Kualitatif — Jenis , Karakter, dan Keunggulannya (Jakarta:
Grasindo, 2010), h. 9.
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Menerangkan, memilah hal-hal pokok dan memfokuskan hal-hal
penting yang sesuai dengan rumusan masalah. Dalam tehnik
editing ini, peneliti akan mengecek kelengkapan serta keakuratan
data yang diperoleh dari data utama, yaitu refrensi-refrensi yang
berkaitan dengan kepailitan .

b. Klasifikasi data (Classifying)

Klasifikasi (classifying), yaitu setelah ada data dari berbagai
sumber, kemudian diklasifikasikan dan dilakukan pengecekan
ulang agar data yang diperoleh terbukti valid.Klasifikasi ini
bertujuan untuk memilah data yang diperoleh dari refrensi utama
maupun refrensi pendukung dan disesuaikan dengan kebutuhan
penelitian.

c. Verifikasi data (Verifying)

Verifikasi data adalah langkah dan kegiatan yang dilakukan
peneliti untuk memperoleh data dari sumber yang bisa
dipertanggung jawabkan. Dalam hal ini, peneliti melakukan
pengecekan kembali data yang sudah terkumpul terhadap
kenyataan yang ada di sumber aslinya (Undang-undang No0.37
tahun 2004 dan figh mazhab Syafi’i) guna memperoleh keabsahan
data.

d. Analisis (Analysing)

Analisa data adalah suatu proses untuk mengatur aturan data,

mengorganisasikan ke dalam suatu pola kategori dan suatu uraian
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dasar. Sugiyono berpendapat bahwa analisa data adalah proses
mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari
hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi.*

e. Penarikan kesimpulan (Concluding)

Concluding adalah penarikan kesimpulan dari permasalahan-
permasalahan yang ada, dan ini merupakan proses penelitian tahap
akhir serta jawaban atas paparan data sebelumnya. Pada
kesimpulan ini, peneliti mengerucutkan persoalan diatas dengan
menguraikan data dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis,
tidak tumpang tindih, dan efektif sehingga memudahkan pembaca
untuk memahami dan menginterpretasi data.

G. Penelitian Terdahulu

Berikut ini ada beberapa penelitian terdahulu yang terkait dengan hukum

kepailitan dengan berbagai fokus kajian, anatara lain :

1. Penelitian / skripsi yang di susun oleh Astri Eka Aristy B
(11109370), vyaitu seorang mahasiswi Universitas Hasanuddin
Makasar, dengan judul “ Esensi Utang dalam putusan kepailitan pada
PT.Gorontalo  wisata mandiri  (studi kasus putusan  No.
209/K/Pdt/2011)."* Pada penelitian ini peneliti terdahulu fokus pada

objek kajian yang bersifat empiris, yakni penerapan prinsip hutang

OFakultas Syari’ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Pedoman Penulisan Karya llmiah
(Malang: UIN Press, 2012), h. 48.
https://www.google.com/search?q=skripsi+yang+di+susun+oleh+Astri+Eka+Aristy+B+%28111
09370%29%2C+&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b diakses pada pukul 08 :50 WIB, 14 Mei
2016


https://www.google.com/search?q=skripsi+yang+di+susun+oleh+Astri+Eka+Aristy+B+%2811109370%29%2C+&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b
https://www.google.com/search?q=skripsi+yang+di+susun+oleh+Astri+Eka+Aristy+B+%2811109370%29%2C+&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b
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dalam peradilan terhadap kasus kepailitan pada PT. Gorontalo wisata
Mandiri dikaitkan dengan Undang-Undang No 37 tahun 2004. Peneliti
terdahulu juga menelaah apakah putusan Mahkamah Agung tentang
penyelesaian utang dalam perkara kepailitan pada PT. Gorontalo
Wisata Mandiri sudah sesuai dengan Undang-Undang No. 37 tahun
2004, sehingga pada penelitian tersebut peneliti terdahulu
berkesimpulan bahwa : Pengertian utang dalam Undang-Undang No
37 Tahun 2004 telah diberi pengertian secara jelas dan luas, yaitu
hutang tersebut tidak hanya berupa kewajiban yang timbul dari
perjanjian, melainkan juga kewajiban-kewajiban lain  yang
menimbulkan kewajiban untuk memberikan sesuatu atau untuk tidak
berbuat sesuatu. Putusan Kasasi Mahkamah Agung tersebut tidak
sesuai dengan Undang-Undang No 37 tahun 2004 tentang kepailitan,
dimana definisi utang menurut yurisprudensi tersebut diartikan secara
sempit dan bertolak dari penerapan Undang-Undang No 37 tahun
2004. Kemudian peneliti terdahulu menemukan bahwa mahakamah
Agung Keliru dalam menerapkan prinsip utang peradilan. Dari sini
jelas beda fokus antara penelitian yang dilakukan oleh peneliti
sekarang dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu,
yakni dari segi jenis penelitiannya penelitian terdahulu penelitiannya
bersifat empiris sedangkan peneliti yang sekarang bersifat normatif.

Penelitian skripsi yang disusun oleh seorang mahasiswi Univesitas

jendaral Soedirman Purwokerto yang bernama susanti (E1A008298)
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dengan judul “ Penolakan Permohonan Kasasi Dalam perkara
Kepailitan (Suatu Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Nomor 771
K/Pdt.Sus/2010 Mahkamah Agung)”.*> Pada penelitian tersebut
peneliti terdahulu fokus pada dua hal yakni meliputi bagaimana
penerapan  hukum hakim Mahkamah Agung dalam menolak
permohonan kasasi perkara Nomor 771 K /Pdt.Sus/2010 dalam
Perkara Perdata khusus kepailitan ? dan bagaimana akibat hukum
kasasi yang ditolak dalm perkara Nomor 771 K/ Pdt.Sus/2010.
perkaraperdata khusus kepailitan tidak tepat karena debitur tidak lalai
memnubhi isi perjanjian sebagaimana termktub dalam pasal 170 ayat (1)
Undang-Undang nomor 37 tahun 2004. Kemudian peneliti terdahulu
juga berkesimpulan bahwa akibat hukum penolakan permohonan
kasasi pada putusan perkara perdata khusus kepailitan dengan nomor
register perkara 771 K/Pdt.Sus/2010. Maka permohonan kasasi yang
diajukan oleh para pemohon kasasi yaitu PT Interkon kebon jeruk cs
mengakibatkan PT Interkon kebon Jeruk pailit dan seluruh harta
kekayaan PT Interkon kebon Jeruk diserahkan kepada kurator
sebagaimana termktub dalam pasal 69 ayat (1) Undang-Undang nomor
37 tahun 2004, dibawah pengawasan hakim pengawas. Dari sini juga
terlihat jelas beda fokus antara penelitian yang dilakukan oleh peneliti

sekarang dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu,

Phttps://www.google.com/search?q=sripsi+susanti+%28E1A008298&ie=utf-8&oe=utf-
8&client=firefox-b diakses pada 9 : 00 WIB, 14 Mei 2016


https://www.google.com/search?q=sripsi+susanti+%28E1A008298&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b
https://www.google.com/search?q=sripsi+susanti+%28E1A008298&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b
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yakni dari segi jenis penelitiannya penelitian terdahulu penelitiannya
bersifat empiris sedangkan peneliti yang sekarang bersifat normatif.

3. Skripsi yang disusun oleh Heru Permana Putra (07 140 107) mahsiswa
jurusan hukum perdata Universitas Andalas Padang (2011) dengan
judul “ Pembagian Imbalan Jasa bagi Kurator”.'* Pada penelitian
tersebut peneliti terdahulu mengangkat rumusan masalah mengenai
bagaimana tata cara pembagian imbalan jasa bagi kurator dalam
perkara kepailitan yang berakhir dengan pemberesan oleh kurator di
Pengadilan Niaga Jakarta ? pada penelitian tersebut peneliti terdahulu
berkesimpulan bahwa pembagaian Imbalan jasa bagi kurator yang
terjadi di Pengadilan Niaga Jakarta adalah sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku. Dimana ketentuan tersebut diatur
dalam Surat Keputusan Mentri Kehakiman Rl M.09-HT.05.10 tahun
1998 tentang pedoman besarnya imbalan jasa bagi kurator dan
pengurus, kemudian peneliti terdahulu juga menjelaskan bahwa
terdapat dualisme pengaturan hukum, antara ketentuan SK Mentri
Kehakiman Rl Nomor M.09-HT.05.10 tahun 1998 tentang pedoman
besarnya imbalan jasa bagi kurator dan pengurus dengan Undang-
Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan. Dari sini juga

Nampak perbedaan fokus penelitian yang dilakukan oleh peneliti

terdahulu dengan peneliti yang sekarang.

Bhttps://www.google.com/search?q=skripsi+Heru+Permana+Putra+%2807+140+107%29+&ie=ut
f-8&o0e=utf-8&client=firefox-b diakses pada pukul 09 :06 WIB , 14 Mei 2016


https://www.google.com/search?q=skripsi+Heru+Permana+Putra+%2807+140+107%29+&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b
https://www.google.com/search?q=skripsi+Heru+Permana+Putra+%2807+140+107%29+&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b
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4. Tesis (2011) yang disusun oleh wisnu ardytia (B4B 00725) seorang

mahasiswa pasca sarjana Universitas Diponogoro Semarang dengan
judul “ Perlindungan Hukum Kreditur dalam Kepailitan (study kasus
terhadap Peninjauan kembali  reg.No.07 Pk/N/2004)” . pada
penelitian tersebut peneliti terdahulu mengangkat rumusan masalah
mengenai bagaimana perlindungan hukum kreditur atas kepailitan
yang diajukan debitur? Dan mengenai bagaimana penyelesaian harta
pailit debitur kepada kreditur sehubungan dengan debitur
mempailitkan diri?. Pada penelitian tersebut peeliti terdahulu
mengambil kesimpulan bahwa permohonan kepailitan yang dimohon
oleh PT. Tunas Sukses telah sesuai dengan Undang-Undang No.4
tahun 1998 dan Undang-Undang No 37 tahun 2004, karena secara
substansial tidak ada perubahan dalam syarat-syarat pengajuan
permohonan kepailitan. Pada kenyataannya syarat-Syarat tersebut
belum refresentatif dalam melindungi hak-hak kreditur pada
umumnya, hai ini dapat dilihat tidak adanya permohonan debitur untuk
meminta persetujuan kepada kreditur mayoritas dalam hal debitur
mengajukan kepailitan ke Pengadilan Niaga. Syarat-syarat pengajuan
permohonan kepailitan tersebut jauh dari asas keadilan bagi
penyelesaian Kkepailitan antara debitur dan kreditur, terutama bagi
kreditur yang mempunyai debitur harta kekayaannya (boedel) tidak

cukup untuk membayar keseluruhan hutang pada kreditur. Kemudian

Yhttps://core.ac.uk/download/files/379/11717468.pdf diakses pada pukul 09 :12 WIB, 14 Mei

2016
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peneliti terdahulu juga menyebutkan bahwa peraturan kepailitan di
Indonesia adalah Undang-Undang No4 tahun 1998 yang kemudian
diperbaharui dengan Undang-Undang no 37 tahun 2004 ternyata belum
sepenuhnya lengkap untuk melindungi hak-hak kreditur , tetapi justru
menimbulkan masalah-masalah yang berupa ketidakjelasan akan suatu
hal baik yang menyangkut mengenai penfsiran maupun penyelesaian
tentang kepailitan itu sendiri. Salah satu hal yang berhubungan dengan
kasus PT Tunas Sukses adalah tidak ada kejelasan tentang
pengembalian hutang secara penuh bagi kreditur apabila ternyata harta
kekayaan debitur pailit tidak cukup untuk membayar seluruh hutang-
hutangnya, dimana secara tidak langsung langsung kreditur diharuskan
untuk menerima kenyataan bahwa semua hutangnya tidak akan
dilunasi secara penuh oleh debitur pailit tanpa da tindakan-tindakan
solusi yang dapat dilakukan oleh kreditur sebelum permohonan

kepailitan tersebut diajukan debitur pailit ke Pegadilan Niaga.

H. Sistematika Penulisan

Dengan maksud agar dalam penyusunan laporan penelitian nanti lebih
sistematis dan terfokus pada satu pemikiran, maka peneliti menyajikan
sistematika pembahasan sebagai gambaran umum penulisan laporan
penelitiannantinya.Pertama adalah bagian formalitas yang meliputi
halaman sampul, halaman judul, halaman pernyataan keaslian, halaman

pengesahan, kata pengantar, pedoman transliterasi, daftar isi, dan abstrak.
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Bab Pertama: Pendahuluan, terdiri dari latar belakang masalah,
rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian,
penelitian terdahulu, dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua: Tinjauan Pustaka, dalam penulisan ini digunakan
sebagai pisau analisis terhadap rumusan masalah yang dikaji, sehingga
kajian teori yang tercantum dalam penulisan ini, hanya hal-hal yang
berkaitan dengan judul skripsi diangkat yang meliputi prinsip-prinsip
hukum kepailitan baik dari sisi hukum positif maupun dari sisi hukum
islam.

Bab tiga : Hasil Penelitian dan Pembahasan, dalam penelitian yang
akan dilakukan nantinya hasil penelitian dijadikan sebagai objek analisis,
sedangkan pembahasan digunakan sebagai proses menemukan jawaban
dari rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian.

Bab empat : Penutup, dalam penelitian ini kesimpulan dijadikan
sebagai jawaban singkat atas rumusan masalah yang ditetapkan. sedangkan
saran digunakan sebagai ide segar yang perlu diprioritaskan dalam rangka

memberikan partisipasi secara akaedemik terhadap judul yang diangkat .
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BAB 11
TINJAUAN PUSTAKA
A. Pengertian Prinsip

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, prinsip ialah kata lain dari asas
yang dimaknai sebagai sebuah kebenaran yang menjadi pokok dasar

berpikir,bertindak dan lain sebagainya.

Berikut ini ada beberapa definisi tentang prinsip menurut para ahli,
diantaranya adalah definisi Prinsip menurut :1. Toto Asmara, beliau
mengemukakan bahwa yang dinamakan dengan prinsip adalah hal yang secara
fundamental menjadi martabat diri atau dengan kata lain, prinsip adalah bagian

paling hakiki dari harga diri. 2. Udo Yamin Efendi Majdi mendefinisikan prinsip

*Kamus KBBI Versi Aplikasi Android.
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sebagai pedoman berprilaku yang terbukti mempunyai nilai yang langgeng dan
permanen. 3. Ahmad Jauhar Tauhid, beliau membahasakan bahwa yang namanya
prinsip adalah pandangan yang menjadi panduan bagi perilaku manusia yang telah

terbukti dan bertahan sekian lama.*®

Beberapa definisi tentang prinsip di atas, dapat dibedakan bahwa definisi
yang dikemukakan oleh Toto Asmara tersebut, lebih condong kepada prinsip
hidup individu. Sedangkan pada definisi yang dikemukakan oleh Udo Yamin
Efendi dan Jauhar Tauhidterdapat dua hal yang perlu digaris bawahi, yakni
pedoman berprilaku dan memiliki nilai yang permanen. Dari definisi-definisi
tersebut dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan prinsip adalah
kebenaran dasar yang permanen serta dapat dijadikan sebagai acuan dasar atau
pedoman dalam berpikir, bertindak, ataupun diam. Sehingga disimpulkan bahwa
sesuatu itu bisa disebut sebagai prinsip jika ia memenuhi beberapa syarat : harus
benar, harus langgeng (konsisten), dan harus dapat dijadikan pedoman atau

dengan kata lain ia bersifat Abstrak (umum) agar luas cakupannya.

Selain itu asas hukum juga merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya
suatu peraturan hukum.ini berarti bahwa peraturan-peraturan hukum pada
akhirnya bisa dikembalikan kepada asas-asas tersebut. Asas hukum atau prinsip

hukum juga bukanlah kaidah hukum yang konkrit melainkan merupakan pikiran

http://www.lepank.com/2012/08/pengertian-prinsip-menurut-beberapa-ahli.html diakses : tgl 15
maret 2016
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dasar yang umum sifatnya atau merupakan latar belakang peraturan yang konkrit

yang terdapat di dalam dan di belakang setiap sistem hukum.*’
B. Pengertian Kepailitan

Pasal 1 butir 1 Undang-Undang No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan
Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, disebutkan bahwa * kepailitan adalah
sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan
penyelesaiannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.” *8

Rumusan tersebut mengindikasikan bahwa inti dari kepailitan adalah sita
umum (beslaag) atas kekayaan debitur, istilah sita umum ini digunakan untuk
membedakan dengan sita khusus seperti revindikator besleg, konservator besleg
dan eksekutor besleg yang semuanya merupakan besleg atau sita khusus karena

terhadap benda-benda tertentu.*®

Meskipun kepailitan tersebut dikatakan sebagai sita umum sebagaimana menurut
pasal 21 Undang-undang No 37 tahun 2004masih, terdapat beberapa benda

tertentu yang di luar bundel pailit artinya tidak termasuk yang disita. Benda-benda

17 Johannes Ibrahim, Lindawaty Sewu, Hukum Bisnis dalam Persepsi Manusia modern ,(Bandung
: PT. Refika Aditama, 2007), h. 50

¥ Man S. Sastrawidjaja, Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang,
(Bandung : PT. Alumni, 2014), h.78-79.

*Baik revindikator besleg, konservator besleg maupun eksekutor besleg, kesemuanya merupakan
istilah dalam hukum perdata, yang masing-masing memiliki makna tersendiri.Revindicatoir beslag
dan conservatoir beslag mengandung pengertian penyitaan untuk mendapatkan hak kembali.
Maksudnya penyitaan ini adalah agar barang yang digugat itu jangan sampai dihilangkan selama
proses berlangsung. Namun letak perbedaan anatara keduanya adalah jenis barang yang dapat
disita, pada revindikator besleg hanya sebatas pada barang berberak saja, sedangkan pada
konservator besleg jenis barang yang disita bisa benda bergerak maupun benda tidak
bergerak.Sedangkan Conservatoir besleg adalah jenis sita yang berhubungan dengan pelaksanaan
putusan pengadilan.
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diluar bundel pailit tersebut menurut pasal 22 Undang-Undang No 37 tahun 2004

adalah °:

1. Benda termasuk hewan yang benar-benar dibutuhkan oleh debitur
sehubungan dengan pekerjaannya, alat-alat medis yang dipergunakan
untuk kesehatan, tempat tidur dan perlengkapan yang dipergunakan oleh
debitur dan keluarganya, dan bahan makanan selama 30 hari bagi debitur
dan keluarganya, yang terdapat di tempat itu;

2. Segala sesuatu yang diperoleh debitur dari pekerjaannya sendiri sebagai
penggajian dari suatu jabatan atau jasa, sebagai upah, pensiun,uang tunggu
atau uang tunjangan, sejauh yang ditentukan oleh hakim pengawas; atau

3. Uang yang diberikan kepada debitur untuk memenuhi sesuatu kewajiban

memberi nafkah menurut undang-undang.

Tampak bahwa benda-benda yang tidak boleh disita adalah benda-benda yang
sangat bersifat pribadi atau yang berhubungan dengan kehidupan debitur atau
keluarganya.Pailit juga mengarah pada kekayaan debitur dalam arti kepailitan itu
terhadap harta bukan terhadap pribadi debitur. Adapun maksud dari penyitaan
dalam kepailitan ini agar semua kreditur mendapat pembayaran yang seimbang

dari hasil pengelolahan aset yang disita.**

20 gastrawidjaja, Hukum Kepailitan dan,H. 78-79.
2! Sentosa sembiring, Hukum Dagang, (Bandung : PT Citra Aditiya Bakti, 2015), h. 246.
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C. Prinsip Hukum Kepailitan Menurut Undang-undang No 37 Tahun 2004

Undang-Undang No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan
kewajiban pembayaran utang ini didasari pada beberapa asas, asas-asas tersebut

antara lain adalah :?
1. Asas Keseimbangan

Undang-Undang No 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan
Pembayaran Utang, mengatur beberapa ketentuan yang merupakan perwujudan
dari asas keseimbangan, yaitu di satu pihak, terdapat ketentuan yang dapat
mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh debitur
yang tidak jujur, di lain pihak, terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya
penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh kreditur yang tidak

beriktikad baik.*
2. Asas Kelangsungan Usaha

Berdasarkan penjelasan terhadap asas kelangsungan usaha ini, dapat dijumpai
pada bagian awal Undang-Undang No 37 tahun 2004, dalam penjelasan tersebut,
terdapat gambaran bahwa pada Undang-Undang No 37 Tahun 2004,
dimungkinkan adanya ketentuan-ketentuan yang sifatnya memberi peluang

bertahannya suatu usaha para debitur yang prosfektif untuk dilanjutkan.?*

22 gastrawidjaja, Hukum Kepailitan dan, h.242
28 sastrawidjaja, Hukum Kepailitan, h.243.

2% sastrawidjaja, Hukum Kepailitan, h.243.
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3. Asas Keadilan

Asas keadilan mengandung pengertian bahwa ketentuan mengenai kepailitan
dapat memenuhi rasa keadilan bagi para pihak yang berkepentingan. Asas
keadilan ini untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan pihak penagih
yang mengusahakan pembayaran atas tagihan masing-masing terhadap debitur,

dengan tidak mempedulikan kreditur lainnya.?
4. Asas Integritas

Asas Integritas dalam undang-undang ini mengandung pengertian bahwa
sistem hukum formil dan hukum materil merupakan satu-kesatuan yang utuh dari
sistem hukum perdata dan hukum acara perdata nasional.Undang-undang baru
tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang mempunyai
cakupan yang lebih luas baik dari segi norma, ruang lingkup, materi , maupun
proses penyelesaian utang-piutang.Cakupan yang lebih luas tersebut diperlukan,
karena adanya perkembangan dan kebutuhan hukum dalam masyarakat sedangkan
ketentuan yang selama ini berlaku belum memadai sebagai sarana hukum untuk

menyelesaikan masalah utang-piutang secara adil, cepat, terbuka, dan efektif.®

Beberapa pokok materi baru dalam undang-undang tentang kepailitan dan
penundaan kewajiban pembayaran untung, ini antara lain :Pertama, agar tidak
menimbulkan berbagai penafsiran dalam Undang-Undang ini pengertian utang

diberikan batasan secara tegas. Demikian juga pengertian jatuh waktu.Kedua,

“Fyady, Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek,(Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2014), h. 331

%6 gsastrawidjaja, Hukum Kepailitan, h.243.
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mengenai syarat-syarat dan prosedur permohonan pernyataan pailit, dan
permohonan penundaan kewajiban pembayaraan utang termasuk di dalamnya
pemberian kerangka waktu secara pasti bagi pengambilan putusan pernyataan

pailit dari/atau penundaan kewajiban pembayaran utang.”’
D. Pengertian Taflis

Dalam figh dikenal istilah al-iflas(c«>\8¥1) atau tidak memiliki harta,
sedangkan orang yang pailit disebut muflis (u«ldll) dan keputusan hakim yang

manyatakan seseorang tersebut pailit disebut tafl7s (oliil).?

Demikian juga dapat dimaklumi bahwa dalam literatur figh mazhab syafi’i
disebutkan bahwa orang yang dijatuhkan taflis tersebut dikenal dengan istilah
muflis. Kata al muflis (disyarahkan dalam kitab kifayatul akhyar) bahwa yang
dimaksud dengan muflis adalah orang yang menanggung hutang yang banyak
telah sampai masa membayarnya dan hutangnya itu melebihi jumlah hartanya, dan
telah dicegah oleh hakim menurut peraturan-peraturan yang sah.Sebahagian ulama
mengatakan bahwa pencegahan hakim itu karena ada permintaan pihak-pihak

yang berpiutang.

Pengertian taflis dalam pengertian diatas masih memungkinkan untuk
dipertegas lagi, antara lain pengertian hutang. Hal ini dikarenakan dalam literatur
figh sering ditemukan bahwa orang yang berhak pada harta muflis tersebut bukan

hanya pihak kreditur dalam hutang-piutang saja, hamun terkadang ada juga hak

2" Fuady, Hukum Pailit dalam, h. 331
% M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (figh Muamalat), (Jakarta : PT. Raja
Grafindo Persada, 2004), h. 195.
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para karyawan yang bekerja pada muflis yang belum dibayar, hak penjual yang
sudah menyerahkan barang namun belum menerima harga,hak pembeli dalam jual
beli salam yang sudah menyerahkan harganya namun belum menerima barang
yang dibeli, hak diat bagi orang yang teraniaya oleh muflis dan lain sebagainya.
Sehingga definisi tentang taflis yang lebih jelas dan memiliki cakupan yang luas
adalah ketika taflis tersebut didefinisikan sebagai suatu keadaan subjek hukum
yang dilarang oleh hakim untuk bertindak pada hartanya yang telah ada,
disebabkan oleh jumlah hak orang lain padanya (dari sisi waktu sudah wajib untuk
ditunaikan) melebihi jumlah harta yang ia miliki. Dengan catatan hak-hak orang

lain tersebut dapat dibuktikan.

Salah satu akibatnya adalah hajr yang merupakan konsekuensi logis dari
terjadinya taflis (pailit), demikian pula dari sisi hajr sendiri, bahwa taflis
merupakan salah satu sebab seseorang dapat dikenakan Hajr, disamping sebab-
sebab yang lainnya.Masalah hajr ini perlu dikemukakan dalam rangka
memperjelas perbedaan antara taflis dan hajr itu sendiri.Secara umum,hajr
bermakna pencegahan membelanjakan harta bagi sesorang dalam rangka
mencegah  kemudharatan atau menciptakan  kemaslahatan.  Mengenai
kemaslahatan yang ingin dicapai oleh konsep hajr ini terdapat dua jenis
kemaslahatan: Mencegah (hajr) dalam rangka menjaga kemaslahatan orang yang

dicegah dan mencegah (hajr) dalam rangka menjaga kemaslahatan pihak lain.*®

Berdasarkan jenisyang pertama, pencegahan tesebut adalah semata-mata

demi kemaslahatan diri orang yang dicegah itu sendiri, misalnya pencegahan ini

%% |mam Taqiyuddin Abubakar Bin Muhammad Alhusaini, Kifayatul Akhyar, h. 592
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ditujukan kepada : Allal dsall 4xdedl g & sinally (aall (anak kecil/ orang

yang mempunyai sedikit kepandaian (mendekati tamyiz) namun belum mencapai
sempurna, orang dalam keadaan gila, orang safih, yaitu orang bodoh yang

menghambur-hamburkan hartanya)

Sedangkan Pencegahan jenis yang kedua,berdasarkan pertimbangan adanya unsur
hak orang lain yang perlu diselamatkan,dalam rangka itu bahwa pencegahan ini

ditujukan kepada :

al i aally LY o o) Lad Adle Gigdall Gl sall g cCygadl) 4GS
0 puliall g lail) 3 AL gy

(orangmuflis, orang sakit yang dikwatirkan bertambah kritis, budak yang tidak

diizinkan oleh tuannya untuk bertransaksi).

Khusus pada pencegahan (hajr) berlaku atas orang muflistersebut dikarenakan
dalam hartanya terdapat hak orang lain baik itu kreditur, karyawan maupun hak
yang pihak lainnya sebagai akibat interaksi sosial yang dilakukan oleh si muflis,
sedangkan pada harta orang yang sakit parah yang dikhwatirkan sampai ajalnya
juga terdapat hak para ahli waris yang perlu diselamatkan, begitu juga halnya
dengan budak, karena budak secara mutlak tidak memiliki harta, sehingga tanpa

izin tuannya maka tasarrufnya dalam harta benda perlu diberlakukan hajr.

% Muhammad bin Qosim al ghozi, Syarah Fathul gorib(Surabaya : Daarul ‘Abidin, 2008) h.33
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E. Prinsip Taflis Menurut Hukum Islam

Kata prinsip berarti asas, yaitu kebenaran yang jadi pedoman dasar berpikir,
bertindak dan sebagainya®’.Pada penulisan ini prinsip hukum Islam yang
dijadikan sebagai sudut pandang lebih condong kepadagowaid al-fighiyyah. Hal
ini dikarenakan bahwa Qowaid al-fighiyyah layak disebut sebagai sumber lahirnya
suatu prinsip dalam Islam,karenapada Qowaid al-fighiyyah terdapat beberapa

unsur yang bisa dikategorikan sebagai prinsip , antara lain sebagai berikut :
1. Qowaid al-fighiyyah bersifat umum (general)

Para ulama mengartikan kata qoidah secara etimologis dan
terminologis.Dalam arti bahasa qoidah bermakna asas, dasar atau fondasi, baik
dalam arti konkret maupun yang abstrak.Para ulama mengartikan qoidah secara

bahasa sebagaimana di atas, berdasarkan beberapa dalil dari nash, antara lain :

g =~ E.g - - P, _ ) _ P A - =
ol B T U585 W) Jerelh oudl o del5all AenTs) 270 3
2 A jon 2T
Artinya :“Dan (ingatlah), ketika Ibrahim meninggihkan pondasi Baitullah
bersama Ismail (seraya berdoa): "Ya Tuhan kami terimalah (amal) dari kami,

133

Sungguh, Engkaulah Yang Maha Mendengar, Maha Mengetahui™.

Kemudian pada surat lain ada juga ayat yang menyebutkan istilah qoidah, yakni

¥ H.Masjfuk Zuhdi, Penghantar Hukum Syariah ( Jakarta ; CV haji Masagung, 1987), h.33
2 QS. Al-Bagarah (2) :127
% Departemen Agama RI, Qur’an Tajwid ......h.20
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Artinya : “Sungguh, orang-orang yang sebelum mereka telah mengadakan tipu
daya, maka Allah menghancurkan rumah-rumah mereka mulai dari fondasinya,
lalu atap (rumah itu) jatuh menimpa mereka dari atas, dan datang azab itu

kepada mereka dari arah yang tidak mereka sadari**°.

Dari kedua ayat tersebut diartikan oleh para ulama bahwa makna
qoidahadalah dasar atau pondasi.**Pengertian goidah semacam ini terdapat pula
dalam ilmu lain seperti tata bahasa arab.Ada unsur penting dalam goidah yaitu

bersifat kulliyah (umum/general) yang mencakup semua bagian-bagiannya.

Sedangkan kaidah fighmenurut imam Suyuthi sebagimana yang dikutif oleh

Prof. H.A. Djazuli dalam bukunya (Kaidah-Kaidah Fikih), bahwa yang dimaksud
kaidah figh adalah 43Gsja Ao (@bl S aSa (hukum general yang

mencakup bagian-bagiannya).®’Berdasarkan definisi yang dikemukakan oleh
imam Suyuti tersebut sehingga tergambar jelas bahwa kaidah figh itu bersifat

umum atau general.

2. Qowaid al-fighiyyah memiliki tingkat kebenaran (akurasi) yang luhur (tinggi).

¥ QS. An-Nahl (16) : 26.

% Departemen Agama RI, Qur’an Tajwid.....n.269

% H.A. Djazuli, Kaidah-Kaidah Fikih((Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan
Masalah yang Praktis) (Jakarta :Prenada Media Group,2006) h. 2

%" H.A. Djazuli, Kaidah-Kaidah Fikih... h. 4
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Seperti yang dipaparkan oleh Prof.H.A Djazuli dalam buku beliau berjudul
Kaidah-Kaidah Fikih, bahwa proses pembentukan gowaid al-fighiyyah adalah
bertahap, mulai dari akhir abad ke-3 hijriyah, terus kemudian dilanjutkan oleh
ulama generasi berikutnya, yakni abad ke 4 hijriyah, pada saat itu Abu Thahir
(Ulama mazhab Hanafi) baru sanggup mengumpulkan 17 kaidah pada abad ke-4
hijriah. Kemudian setelah seratus tahun kemudian baru ada ulama dari mazhab
Syafi’l yakni Imam Abu Hasan al-Karkhi, yang menambahkan kaidah yang
berjumlah 17 tadi menjadi 37. Namun yang lebih penting dari apa yang
dipaparkan oleh Prof.H.A Djazuli dalam bukunya tersebut adalah proses
pembentukan gowaid al-fighiyyah itu sendiri, yang melalui beberapa tahap

sebelum menjadi kaidah yang mapan.

Adapun tahapan tersebut  menurut beliau sebagai berikut :**Tahap
pertama,sumber hukum berupa al-qur’an dan sunnah yang dijadikan sebagai
pedoman hidup, tahap kedua, untuk memahami nash dalam artian mengeluarkan
hukum dari nash diperlukan motedologi yang khusus yaitu ushl figh, tahap ketiga,
ketika metodologi khusus (ushlfigh) diterapkan maka muncul figh, tahap keempat,
Karena banyak bidang dalam kehidupan yang semuanya tidak lepas dari status
hukum figh satu persatu (parsial), maka figh perlu diklasifikasikan berdasarkan
persamaan sehingga muncullah qoidah figh,tahap kelima, dikarenakan goidahfigh
bukan nash maka kebenarannya perlu di uji, sehingga dikritisi oleh para ulama
figh.Setelah  dikritisi oleh para ulama figh, kemudian baru muncul

beberapaqoidah yang mapan.

% H.A. Djazuli, Kaidah-Kaidah Fikih... h. 13
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Perlu diketahui bahwa dari tahapan tersebut memerlukan waktu yang tidak
instan, sehingga dengan demikian tingkat akurasi al-qowaid al-fighiyyah sangat
tinggi secara metodologis dan implementasinya dalam menyelesaikan

permasalahan hukum.
2. Al- gowaid al-fighiyyah masih eksis hingga sekarang

Seperti yang kita ketahui bahwa sampai saat ini para ulama masih
menggunakan gawaid al-fighiyyah sebagai alat pertimbangan dalam berfatwa atau

menyelesaikan masalah hukum.

Berdasarkan ketiga alasan tersebut maka al-qowaid al-fighiyyah sah-sah saja
digunakan sebagai sudut padang (yang mewakili prinsip hukum Islam) dalam

meninjau masalah taflis yang sedang diangkat sebagai penelitian skripsi ini.

Kepailitan (taflis) merupakan salah satu bagian dari muamalat, sehingga
fenomena tentang taflis merupakan salah satu objek yang mendapat perhatian dari
hukum Islam dalam rangka menjaga hubungan antara manusia dengan manusia
baik antar sesama muslim maupun dengan non muslim. Berikut ini ada beberapa
prinsip muamalah yang bisa dijadikan sebagai prinsip dalam rangka pembangunan
regulasi tentang taflis, prinsip-prinsip tersebut dikutip dari pemaparan Ahmad
Wardi Muslich, antara lain : **1. Muamalat adalah urusan duniawi, 2.Muamalah
harus didasarkan kepada persetujuan dan kerelahan kedua belah pihak, 3. Adat
kebiasaan dijadikan dasar hukum dan 4.Tidak boleh merugikan diri sendiri dan

orang lain

% Ahmad Wardi Muslich, Figh Muamalat, (Jakarta : Amzah, 2015), h. 3
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Prinsip yang pertama diatas, berfungsi sebagai pembeda antara tolak ukur
yang digunakan dalam kegiatan muamalat (khususnya tentang taflis) dengan
barometer yang digunakan dalam masalah ibadah (mahdhoh). Dalam hal ibadah
(mahdhoh) semua perbuatan harus sesuai dengan tuntunan yang diajarkan oleh
Rasulullah SAW, bukan hanya substansi dari perbuatan ibadah tersebut namun
secara keseluruhan termasuk tata cara ibadah tersebut juga harus disandarkan

dengan tuntunan Rasulullah SAW. Sehingga dalam perkara ibadah berlaku kaidah
0e Ly g cid gil) Clabald) A s

Artinya : “pada dasarnya dalam hal ibadah harus menunggu perintah dan

mengikuti” atau pada kaidah lain disebutkan :
4, aY) Ao Jala aly s odlad) clalad) & Jua!

Artinya :“pada dasarnya dalam ibadah, semuanya batal sehingga ada dalil yang

memerintahkannya”

Namun tidak demikian dalam masalah muamalah, hubungan anatara sesama
manusia (Khususnya di bidang harta benda) merupakan urusan duniawi, dan
pengaturannya diserahkan kepada manusia itu sendiri, dan semua bentuk akad
serta berbagai cara ataupun prosedur transaksi yang dibuat oleh manusia adalah
sah dan diperbolehkan dengan syarat tidak bertentangan dengan ketentuan-
ketentuan umum yang terdapat dalam Syara’. Sehingga dalam muamalah berlaku

kaidah sebagai berikut :

“0 H.A. Djazuli, Kaidah-Kaidah Fikih... h. 114
* Djazuli, Kaidah-Kaidah Fikih, h. 115
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2gay 2l Ao Juda Ju o ¥ Aaly) Adaad) B Sl
Artinya :*“hukum asal dalam semua muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada

dalil yang mengharamkan”.

Kaidah tersebut bersumber dari sebuah hadis yg berbunyi :
2aSliiy saly ale Al
Artinya : “kalian lebih tahu tentang urusan dunia kalian”

Dari hadis dan kaidah tersebut dapat dipahami bahwa dalam urusan dunia
termasuk muamalah (khususnya taflis ), islam memberikan kebebasan kepada
manusia untuk mengaturnya sesuai dengan kemaslahatan mereka dengan syarat

tidak melanggar ketentuan-ketentuan umum yang ada di dalam Syara’.

Prinsip yang kedua di atas, pada dasarnya terkait dengan keabsahan suatu
akad (dari sisi syarat subjektif). Dalam Islam prinsip yang kedua di atas

berpedoman pada Firman Allah SWT yang berbunyi :

Artinya :“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan

harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam

%2 Djazuli, Kaidah-Kaidah Fikih, h. 130
*% Imam Muslim, Shohih Muslim (Riyadh : Baitul Afkar,1998), h. 962
* QS.An-Nisa(4) : 29
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perdagangan yang berlaku atas dasarsuka sama-suka di antara kamu. dan
janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah adalah Maha Penyayang

kepadamu.*®

Dari ayat tersebut, kemudian diambil suatu kesimpulan yang mirip dengan
kaidah yang berlaku dalam bidang muamalah, dalam rangka menunjukkan

pentingnya suatu kerelaan dalam setiap akad atau transaksi yang dilakukan,
“Callalduw i I

Artinya :* Kerelaan merupakan dasar semua hukum (muamalah)”

Hubungan asas tersebut dengan masalah kepailitan, dapatdinalar bahwa
seseorang yang berhutang dianggap sah berhutang jika itu tidak ada unsur paksaan
dari pihak kreditur, begitu juga sebaliknya seorang bisa dianggap berhutang jika ia
mengambil harta tersebut dengan cara meminjam bukan dengan cara selainnya
(meminjam) misalnyamerampok. Karena jika mengambil dengan cara memaksa

atau merampok maka konsekwensi hukumnya akan berbeda.

Prinsip yang ketiga di atas, yaitu adat dapat digunakan sebagai dasar hukum
khususnya dalam hal yang bersifat muamalah,dengan catatan adat atau kebiasaan
tersebut tidak bertentangan dengan Syara’. Sehingga dalam hal ini berlaku suatu

kaidah yang termasuk kaidah asasiyah, yakni :

47 §aSaa Balall

** Departemen Agama RI, Qur’an Tajwid, h.83
*® Wardi, Figh Muamah, h. 7
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Artinya :“Adat (tradisi) bisa digunakan sebagai hukum”.

Dalam kaitannya dengan kepailitan, kaidah ini kita perlukan dalam hal untuk
mengetahui status transaksi yang dilakukan oleh orang yang sedang terkena taflis
dengan orang yang meminjamkan hartanya kepada muflis tersebut. Contohnya :
dalam suatu daerah masyarakat terbiasa menggunakan kata meminta (tapi
maksudnya mau membeli) dalam jual beli, misalnya dengan ucapan *“ minta gula 1
kg, beras 20 kg”, namun di daerah tersebut sudah maklum bahwa ucapan yang
seperti itu (minta) yang diucapkan oleh pelanggan di tempat jualan adalah
mmemiliki arti membeli, bukan berarti meminta. Jika pembelian tadi dilakukan
dengan cara mengakhirkan pembayaran (hutang) maka ketika seseorang yang
berhutang tersebut tertimpa taflis sehingga disaat yang sama orang Yyang
barangnya dibeli dengan cara berhutang tadi dapat ditetapkan statusnya sebagai

salah satu kreditur yang haknya ada di harta pailit tersebut.

Prinsip yang keempat di atas, setiap transaksi dan hubungan perdata
(muamalah) dalam Islam tidak boleh menimbulkan kerugian (Dunia-Akhirat)
kepada diri sendiri dan orang lain. Prinsip ini didasarkan pada sebuah hadis Nabi

Muhammad SAW yang berbunyi :

8 ) pa Y g puaa ¥

Artinya :“janganlah merugikan diri sendiri dan janganlah merugikan orang lain”

*" H. Abbas Arfan, Kaidah-Kaidah Figh Muamalah dan Aplikasinya dalam Ekonomi Islam dan
Perbankan Syariah (Jakarta : Direktorat Pendidikan Tinggi Islam Direktorat Jenderal Pendidikan
Islam Kemenag RI, 2012) h. 203

8 Al-Imam Al hafizh Ali bin Umar, Sunan ad-daraquthni,(Jakarta : Pustaka azzam, 2007) Terj
Asep Saifullah dkk, h. 228
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Kemudian dari hadis tersebut, diambillah sebuah kaidah kulliyah yang

berbunyi :

O 3 oyl

Artinya : “ Kemudharatan harus dihilangkan”.

Dalam kaitannnya dengan masalah taflis , bahwa tindakan hakim
menjatuhkan taflis kepada si muflisadalah semata-mata untuk menghilangkan
kemudhorotan bagi para kreditur yang haknya perlu diselamatkan, dalam hal ini
diamankan (disita). Penyitaan aset atau harta si muflis tersebut juga dalam rangka

menghilangkan kemudharatan bagi si muflis nanti diakhirat.

Ahmad Wardi Muslich, juga mengutip pendapat yang dikemukakan oleh
Muhammad Daud Ali, disebutkan bahwa ada 18 prinsip yang menjadi asas —asas

hukum Islam di bidang perdata (Muamalah). Asas —asas tersebut antara lain:*
1. Asas kebolehan atau mubah,

2. Asas kemaslahatan hidup,

3. Asas kebebasan dan kesukarelaan,

4. Asas menolak mudharat dan mengambil manfaat,

5. Asas kebajikan,

6. Asas kekeluargaan dan kesamaan derajat,

*° Djazuli, Kaidah-Kaidah Fiki, h. 33
* Wardi, Figh Muamalat, h. 7
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7. Asas adil dan berimbang,

8. Asas mendahulukan kewajiban daripada hak,

9. Asas larangan merugikan diri sendiri dan orang lain,

10.

11.

12.

13.

14.

15.

15.

16.

17.

Asas kebebasan berusaha,

Asas mendapatkan hak karena usaha dan jasa,

Asas kemampuan berbuat dan bertindak,

Asas perlindungan hak,

Asas hak milik berfungsi sosial,

Asas yang beriktikad baik harus dilindungi,

Asas resiko dibebankan kepada harta bukan pada pekerja,

Asas mengatur dan memberi petunjuk,

Asas tertulis atau diucapakan di depan saksi.

Asas yang pertama di atas (Asas kebolehan atau mubah) menunjukkan

kebolehan melakukan semua hubungan muamalah , sepanjang hubungan tersebut

tidak dilarang atau bertententangan dengan Syara’ (Al-qur’an, Sunnah, Ijma).

Sehingga dengan demikian seseorang yang ingin melakukan hubungan muamalah

mesti mengetahui (baik dengan cara bertanya kepada ahli hukum Islam /ulama,

maupun dengan cara meneliti sendiri) bahwa jenis atau bentuk kegiatan yang

telah, sedang atau akan dilakukannya itu tidak bertentangan dengan Syara’.pada
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kondisi ini ulama juga mendapatakan peran sebagai konsultan dalam dunia
muamalah, hal ini memang sudah seharusnya peran para ulama sebagaimana

indikasi yang terdapat dalam al qur’an berikut ini :

> W o

o des N 258 o) ST Jal 1o

Artinya : “Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuanjika

kamu tidak mengetahui”52

Asas kebolehan tersebut juga berarti bahwa Islam membuka selebar mungkin
kepada umatnya untuk mengembangkan potensi kreatif dalam melakukan inovasi
dan menerapkan bentuk hubungan muamalah kontemporer tersebut dengan efektif
dan efisien dalam rangka menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan
kebutuhan masyarakat. Namun disaat yang sama Islam juga memberi batasan
yang jelas bagi umat, agar tetap berada di jalan yang lurus (syariah) khususnya
dalam bermuamalah. Sehingga disinilah letak keseimbangan dunia bisnis atau
muamalah yang menjadikan hukum Islam sebagai pedoman. Namun perlu di
ingat bahwa kebolehan yang diberikan oleh Allah tersebut, erat kaitannya dengan
salah satu tugas yang diamatkan kepada manusia di dunia ini, yaitu sebagai
khalifah yang bertugas memakmurkan bumi ini. Sehingga semua muamalah yang

berpotensi merusak kehidupan (moral, lingkungan, perekonomian dan lain

1 QS. An-Nahl (16) :43
*2 Departemen Agama R, Qur’an Tajwid, h.272
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sebagainya) di muka bumi ini perlu dihentikan, khususnya bagi pihak yang

berwenang (penguasa).

Berikut ini ada kaidah yang menunjukan ruang yang luas bagi kebolehan

dalam muamalah :
S3lgas i Ao Juda Ja o) ¥ Aaly) dlalaal) & JuaY)

Dari kaidah diatas dapat kita gambarkan tentang kebolehan menjatuhkan
pailit bagi hakim, karena pada dasarnya setiap orang berhak melakukan tasarruf
terhadap harta miliknya karena meamang tidak ada dalil yang menunjukkan
larangan melakukan tassarruf tersebut, namun berbeda pada kasus orang yang
muflis, ia dicegah (hajr) untuk melakukan tasarruf terhadap hartanya, karena ada
dalil yang jelas yang menunjukkan larangan tersebut, yakni Jumlah hutangnya
lebih banyak dibanding hartanya, jika ia melakukan tasarruf terhadap hartanya
yang berakibat pindahnya hak kepemilikan maka kemungkinan akan ada pihak

yang terdzholimi yakni para krediturnya.

Untuk menjelasakan kaidah yang kedua (Asas kemaslahatan hidup) di atas,
perlu didefinisikan  mengenai kemaslahatan terlebih dahulu. Kemaslahatan
adalah segalah sesuatu yang mendatangkan kebaikan, berguna dan berfaedah bagi
kehidupan.>*Sehinga asas kemaslahatan hidup dapat didefinisikan sebagai suatu

pedoman yang memberikan pengertian bahwa hubungan muamalah harus

> Djazuli, Kaidah-Kaidah Fiki, h. 130

> Asnawi, Perbandingan Ushul figh (Jakarta : Amzah, 2011), h. 128
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berorientasi pada kemanfaatan baik bagi pelaku muamalah pribadi maupun bagi

masyarakat.

Asas ini juga merangsang manusia untuk lebih giat lagi melakukan penelitian
mengenai apa Yyang bermanfaat bagi kehidupan di dunia ini, dan
mengembangkannya dalam bentuk muamalah yang bebas dari unsur
kemudharatan apalagi sampai menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi
kehidupan dunia ini. Sehingga semangat Iqro (bacalah segalah sesuatu) akan
tumbuh dalam kehidupan umat Islam.Hal ini perlu dikembangkan karena segalah
sesuatu yang Allah ciptakan di jagad raya ini pasti ada manfaatnya atau dengan
kata lain tidak ada yang sia-sia sehingga perlu untuk diteliti maslahatnya. Namun
dalam skripsi ini kata maslahat perlu diberi suatu batasan yang jelas, yaitu adalah
segalah sesuatu yang bisa digunakan sebagai sarana dalam melanggengkan
tujuan-tujuan  syariat (maqosidussyariah) yang meliputi lima dimensi
pemeliharaan, Hifdz Ad-Din (Memelihara Agama), Hifdz An-Nafs (Memelihara
Jiwa) , Hifdz Al-’Ag/ (Memelihara Akal) , Hifdz An-Nasb (Memelihara
Keturunan) , Hifdz Al-Maal (Memelihara Harta).Sehingga segala sesuatu yang ada
unsur (muatan) atau upaya untuk menjaga kelestarian magosid syariah tersebut
dapat dikatakan mengandung maslahat, begitu juga sebaliknya segalah sesuatu
(upaya, tindakan,pemikiran dan lain sebagainya ) yang mengarah kepada halangan
dalam mencapai tujuan syariat (magosid syariah) tersebut, maka itulah mafsadah,
dan perlu diketahui juga bahwa upaya dalam rangkah menolak mafsadah itu

sendiri juga disebut sebagai maslahat.
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Menurut lzzuddin bin Abd al-Salam dalam kitab qowaidul al-ahkam fi
Mushalih al-anam sebagaimana dikutif oleh Prof.H.A. Djazuli dalam bukunya,
bahwa seluruh syariah itu adalah maslahat. Sehingga pokok dari pada seluruh

hukum syariah itu kembali kepada satu tujuan yaitu :*°

Luldalle 334 Cdba.d‘ «la

« o

Dalam kaitannya dengan kepailitan, bahwa konsep hukum tentang kepailitan
dalam suatu Negara diperlukan dalam rangkah menciptakan kemeslahatan bagi
rakyat, yaitu sebagai wasilah dalam mewujudkan maqosid syariah (khususnya

memelihara harta).

Asas yang ketiga di atas (Asas kebebasan dan
kesukarelaan)mengindikasihkan ~ bahwa seluruh hubungan muamalah yang
dilakukan harus dilandasi oleh kebebasan berkehendak (tanpa paksaan) dari para
pihak yang terlibat dalam muamalah tersebut, dari kehendak tanpa paksaan
tersebut akan melahirkan kesukarelaan sehingga timbullah sebuah kesepakatan.

Asas yang ketiga di atastersebut didasari oleh firman Allah SWT.

g- o~ Py
-

Vil Zadl Gl

Artinya :“Wahai orang-orang yang beriman!janganlah kamu saling
memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali daam
perdagangan yang berlaku atas dasarsuka sama-suka di antara kamu.

% Djazuli, Kaidah-Kaidah Fikih, h. 27
%% QS. An-Nisa’ (4) : 29
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Dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sungguh, Allah adalah Maha
Penyayang kepadamu” °’

Asas yang keempat di atas (Asas menolak mudharat dan mengambil manfaat)
mengandung pengertian bahwa setiap hubungan muamalah yang mendatangkan
kemudharatan harus dihindari, sedangkan hubungan muamalah yang
mendatangkan  manfaat bagi diri sendiri, dan masyarakat, perlu
dikembangkan.Sehingga apabila dibenturkan dua unsur tersebut (menghindari
mudharat dan mendatangkan kemanfaatan) maka yang harus diprioritaskan adalah
menolak menghindari kemudharatan tersebut. Hal ini sesuai dengan redaksi
kaidah figh yang berbunyi
ada ad dalaag Sawda (o jlad 128 ladl @la (e A9 Swldalle )

SIS §uudall
Artinya  :“menolak  kerusakan lebih  diutamakan daripada menarik
kemaslahatan,dan apabila berlawanan antara mafsadah dan maslahah, maka

didahulukan menolak mafsadah”.

Asas yang kelima di atas (Asas kebajikan) merupakan inti dari motivasi
kegiatan muamalah, karena memang sudah semestinya setiap hubungan
muamalah perlu di dasari atas pertimbangan apa kebaikan yang bisa didatangkan
kepada para pihak yang terlibat dalam hubungan muamalah tersebut. Kebaikan
tersebut tentu tidak selalu tentang motif mendapatkan materi saja, justru lebih dari
sekedar materi duniawi, yakni perlu juga dikaitkan dengan semangat dalam

rangka menumbuhkan tagwa kepada Allah. Karena pada hakikatnya saling tolong

> Departemen Agama RI, Qur’an Tajwid, h. 83
%% Abdul Mudjib, Al-Qawa-Idul Fighiyyah (Kaidah-Kaidah Ilmu figh), (Yogyakarta : Nur Cahaya,
1984), h.37
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menolong dalam kebaikan itu adalahperintah Allah, hal ini sebagaiman yang

terdapat dalam firman Allah SWT

- E;ﬁ;#a R g0 ¢ 5 247~ 2 e o o g - /E > _ o~ ce < o g -
D15 1,85 oaadly SYT Je 15515 ¥ eo5ailTs pJ1 Je 155153

s 22 g

uu_,dl .u.x.w

Artinya : “...... Dan tolong-menolonglah kamudalam (mengerjakan) kebajikan
dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan.

Bertakwalah kepada Allah, Sungguh, Allah amat berat siksa-Nya”®°

Asas yang keenam di atas (asas kekeluargaan dan kesamaan derajat) perlu
diterapkan dalam kegiatan muamalah dalam rangkah menciptakan iklim yang
sejuk dalam suatu hubungan muamalah, dan disertai oleh semangat saling

menghormati, mengasihi dan tolong menolong dalam mencapai tujuan bersama.

2 80 ‘ B A e '/f"\jﬂi{
('.@.’,ad JMj\J,WQ:;uJMWOJ.? A""’u""d
L8 Aa e e A NI < S, o4

Artinya :“ Manusia itu (dahulunya) satu umat. Lalu Allah mengutus
para nabi (untuk) menyampaikan kabar gembira dan peringatan dan
diturunkan-Nya bersama mereka kitab yang mengandung kebenaran,
untuk memberi keputusan di antara manusia tentang perkara yang
mereka perselisihkan......”%.

% QS. Al —maidah (5) :2.

% Departemen Agama RI, Qur’an Tajwid.... h.106
¢ QS.Al-bagarah (2) :213.

82 Departemen Agama RI, Qur’an Tajwid, h.33
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Dalam Islam semua manusia adalah sama yakni sama-sama ciptaan Allah,
namun tingkat derajat manusia di sisi Allah berdasarkan tingkat ketagwaannya

kepada Allah. Hal ini sebagimana tercantum dalam firman Allah berikut ini :

Artinya :“Hai manusia, Sesungguhnya kami menciptakan kamu dari
seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu
berbangsa bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-
mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi
Allah ialah orang yang paling tagwa diantara kamu.Sesungguhnya Allah
Maha mengetahui lagi Maha Mengenal”.

Asas yang ketujuh di atas (asas adil dan berimbang), penerapan asas keadilan
mengandung makna bahwa hubungan muamalah tidak boleh mengandung unsur-
unsur penipuan, penindasan, tekanan, monopoli. Asas tersebut juga
mengindikasikan bahwa dalam pemenuhan hak harus disesuaikan dengan tingkat

tanggung jawab terhadap kewajiban yang ditunaikan.

Menurut Dr. H. Abbas Arfan, Lc., M.H bahwa impilikasi keadilan dalam hal
muamalah itu memiliki tiga arah sekaligus yang kesemuanya itu harus terwujud,
yaitu meliputi keadilan secara sosial, keadilan distribusi pendapatan dan keadilan
secara ekonomi. Terkait dengan keadilan ekonomi beliau menegaskan bahwa

setiap orang mendapatkan haknya serta setiap orang juga tidak dibenarkan

8% QS. Al-Hujurat (49) : 13
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mengambil hak orang lain, terkait dengan masalah ini beliau mengutif firman
Allah :*

657

) ,;-).4 .,,'/,: // 9) /~/?E P g~ e },.,: //

Artinya :“Dan janganlah kamu merugikan manusia dengan mengurangi hak-

haknya dan janganlah membuat kerusakan di bumi’.*®

Dalam kaitannya dengan masalah kepailitan, bahwa penjatuhan vonis taflis
oleh hakim harus mempertimbangkan aspek keadilan itu tadi, atau dengan kata
lain bahwa konsep kepailitan itu dijalankan semata-mata agar setiap individu yang
berhak mendapat haknya dan yang tidak berhak supaya tidak mengambil hak

individu lainnya secara dzholim.

Asas yang kedelapan di atas (asas mendahulukan kewajiban daripada hak),
Asas tersebut mengandung arti bahwa dalam pelaksanaan hubungan muamalah,
para pihak harus mengutamakan penunaian kewajiban terlebih dahulu daripada
menuntut hak. Sehingga dalam suatu perikatan harus diperjelas mana yang
merupakan kewajiban para pihak yang terlibat dalam muamalah dan apa saja yang
menjadi hak yang bisa mereka terima, serta adanya kejelasan kapan waktu
pelaksaan kewajban tersebut, dan kapan juga waktu penerimaan hak yang
harusnya menjadi milik pihak-pihak yang terlibat dalam suatu muamalah,

sehingga mudah untuk dipantau oleh masing-masing pihak.

® Abbas ,Kaidah-Kaidah, h. 104-105.
% (QS. Asy-Syu’raa’ (26) : 183
% Departemen Agama RI, Qur’an Tajwid, h.374
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Asas yang kesembilan di atas (asas larangan merugikan diri sendiri dan orang
lain)wajib dijadikan pedoman bagi setiap muamalah yang ditekuni, agar jangan
sampai merugikan diri sendiri serta juga tidak boleh juga menimbulkan kerugian
bagi orang lain dari muamalah tersebut. Asas tersebut secara tidak langsung
mengindikasihkan bahwa muamalah apa saja yang dilakukan tidak boleh sampai
menimbulkan kerugian bagi para pelaku muamalah maupun bagi pihak lain,
misalnya tidak boleh mencemari atau merusak kelestarian lingkungan.Dalam hal

ini terdapat kaidah figh yang menjadi pedoman asas tersebut.

T sl

Artinya : “ Kemudharatan harus dihilangkan”.

Asas yang kesepuluh di atas (asas kemampuan berbuat dan bertindak) pada
dasarnya fokus pada kondisi subjek hukum dalam suatu muamalah.Sebenaranya
setiap manusia dapat menjadi subjek hukum dalam setiap hubungan perdata,
dengan catatan memenuhi syarat untuk melakukan tindakan hukum. dalam Islam
ada istilah ahliyah,®®misalnya seseorang dianggap memenuhi syarat untuk
melakukan tindakan hukum apabila sudah mukallaf, yaitu orang yang mampu
memikul kewajiban dan hak, sehat ruhani dan jasmani. Sehingga hubungan
muamalah yang berkaitan dengan tasarrufnya suatu harta khususnya apabila

dilakukan oleh orang yang tidak memenuhi asas ini maka tidak sah.

®7 Djazuli, Kaidah-Kaidah Fikih, h. 33
%8 Kepantasan manusia terhadap hak-hak yang dimilikinya dan kewajiban yang wajib dipikulnya
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Asas kesebelas di atas (asas kebebasan berusaha) mengandung pengertian
bahwa pada dasarnya setiap manusia diberikan kebebasan oleh Allah untuk
memenuhi, menghasilkan apa yang bermanfaat dan baik bagi mereka. Sehingga
semua orang mempunyai kesempatan yang sama dalam berusaha tanpa perlu
dibatasi dengan batasan yang tidak bersumber dari batasan yang dilarang oleh
hukum Islam.Jika ada pembatasan atau monopoli dalam dunia muamalah, maka
berdasarkan asas ini pemerintah berhak turun tangan dalam melakukan

penertiban.

Asas kedua belas di atas (asas mendapatkan hak karena usaha dan
jasa)menegaskan bahwa kemunculan hak seseorang dalam sebuah interaksi
muamalah yang dilakukan harus didahului oleh usaha atau jasa yang telah
dilakukan orang tersebut sebagai bentuk suatu kewajiban. Sehingga ada timbal
balik antara hak dan kewajiban. Namun secara umum usaha atau jasa yang
dilakukan tersebut haruslah sesuatu yang tidak bertentangan dengan hukum
Syara’, baik dari cara melakukan jasa tersebut maupun jenis jasa atau usaha itu

sendiri.

Asas ketiga belas (asas perlindungan hak)mengindikasikan bahwa setiap
usaha yang dilakukan oleh seseorang dengan jalan yang jelas keabsahannya dalam
Syara’.hal ini karena dalam agama Islam yang halal telah jelas dan yang
harampun juga sudah jelas. Sehingga harta yang dimiliki oleh orang yang
didapatkan dengan cara yang halal wajib mendapat perlindungan dari agama
Islam, dan harus ada akibat hukum yang berlaku jika hak tersebut dilanggar oleh

pihak lain.
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Asas yang keempat belas di atas (asas hak milik berfungsi sosial)berkaitan
dengan pemanfaatan hak milik yang dimiliki oleh seseorang menurut hukum
Islam, hak milik tidak boleh semata-mata hanya dipergunakan untuk kepentingan
pribadi pemiliknya, namun semestinya juga difungsikan dalam program
peningkatan kesejahteraan sosial dalam versi Islam. Diantara program
peningkatan kesejahteraan sosial tersebut dalam syariat Islam terdapat konsep
zakat yang termasuk program wajib, infag, shodagoh, wakaf yang tersmasuk
program anjuran. Di satu sisi Islam memberikan hak perlindungan harta secara
yuridis kepada umat Islam, dan disisi lain Islam juga memberikan kewajiban
terhadap harta benda umatnya, khususnya yang sudah mencapai nishob dan haul.
Kesemua itu tadi dalam rangka mewujudkan kesejahteraan sosial, hukum Islam
memberi perhatian secara yuridis mengenai cara memperoleh harta, pada saat
yang sama hukum Islam juga memberikan perhatian terhadap pemanfaatan harta
tersebut.Berikut ini ada beberapa ayat al-qur’an yang terkait dengan kewajiban

terhadap harta
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Artinya : “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang
fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang
dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang
berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam

% QS. At-Taubah (9) : 60
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perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah
Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana™"®.
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Artinya : “Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada
RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota
Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim,
orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya
harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara
kamu. apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa
yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada
Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya®’?
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Artinya : “Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang

meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian™"*

Asas kelima belas di atas (asas yang beriktikad baik harus dilindungi) sebagai
pengecualian dari asas yang menyatakan bahwa orang yang melakukan perbuatan
teretentu bertanggung jawab atas resiko perbuatannya. dalam kaitannya dengan
kepailitan misalnya ada pihak yang melakukan transaksi terhadap muflis dengan

iktikad yang baik tanpa bermaksud merugikan siapapun serta tidak mengetahui

" Terjemahan Aplikasi Add-Ins Microsoft word
™ QS. Al-Hasyr (59) : 7

"2 Terjemahan Aplikasi Add-Ins Microsoft word
" QS. Adz-Dzariyat (51) :19.
™ Terjemahan aplikasi Add-Ins Microsoft word
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bahwa kondisi si muflis tersebut telah jatuh taflis, maka hak pihak yang
bertransaksi tersebut mendapat perlindungan secara yuridis berdasarkan iktikad
baiknya tadi, dalam artian pihak yang beriktikad baik tersebut mempunyai hak

terhadap harta muflis atau hartanya yang masih ada secara utuh di tangan muflis.

Asas keenam belas di atas (asas resiko dibebankan kepada harta bukan pada
pekerja) jika dikaitkan dengan kepailitan, asas tersebut memberi jaminan kepada
para buruh ketika suatu perusahaan jatuh pailit, mereka para buruh masih berhak
untuk mendapatkan upah dari harta kekayaan perusahaan. Karena resiko itu pada
harta,bukan pada pekerja, dalam kontek perusahaan harta juga meliputi aset-aset

perusahaan, sehingga ada kemungkinan bisa di eksekusi.

Asas yang ketujuh belas di atas (asas mengatur dan memberi petunjuk)
mengandung pengertian bahwa ketentuan-ketentuan (selain yang Qath’i) dalam
hal muamalah hanyalah bersifat mengatur dan memberi petunjuk kepada orang-
orang yang akan memanfaatkannya dalam hubungan muamalah. Para pihak dapat
memilih ketentuan lain berdasarkan kesukarelaan, asal ketentuan itu tidak

bertentangan dengan ketentuan yang ada dalam Syara’".

Asas yang kedelapan belas di atas (asas tertulis atau diucapakan di depan
saksi) mengandung substansi bahwa kejelasan status hubungan suatu muamalah
perlu ditekankan, hal ini supaya terjaga kedamaian antara kedua belah pihak.
Sehingga perlu dituangkan dalam bentuk perjanjian yang tertulis. Hal ini

sebagaimana tertera pada firman Allah berikut ini :

S Wardi, Figh Mua.... h. 12
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Artinya :“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu‘amalah
tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu
menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu
menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan
menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia
menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa
yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah
Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada
hutangnya.”’

Substansi asas ini adalah harus adanya suatu kekuatan hukum pada suatu

hubungan muamalah, sehingga hak-hak orang yang terlibat dalam muamalah tadi

mendapat perlindungan atau jaminan secara yuridis, walaupuntanpa harus tertulis,

dan kelebihan adanya bukti tertulis justru lebih baik secara duniawi dan barokah

secara ukhrowi.

® QS. Al-bagarah (2) : 282
" Terjemahan aplikasi Add-Ins Microsoft word
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HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. PRINSIP KEPAILITAN MENURUT UNDANG-UNDANG NO 37

TAHUN 2004

Jika dipahami penjelasan dari Undang-Undang No 37 tahun 2004, khususnya
pada bagian penjelasan umum, maka terdapat empat asas yang dianggap oleh para
penyusun undang-undang sebagai dasar dalam menerapkan substansi pada setiap
bab, maupun setiap pasal atau bahkan setiap butir bagian yang tertulis dalam
Undang-Undang No 37 Tahun 2004 ini. Disebut sebagai dasar dalam
menerapkansubstansi, hal ini dikarenakan bahwa yang ditekankan dalam setiap

asas adalah esensi yang tidak boleh ternodai oleh ketentuan-ketentuan (seperti

52
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pasal-pasal yang kontradiktif dengan nilai asas yang dianut) yang tidak berpihak

pada semangat yang dicita-citakan oleh suatu asas tersebut.

Adapun asas-asas yang dijadikan prinsip atau sebagai pedoman dalam

menerapkan substansiUndang-Undang No 37 tahun 2004 tersebut, antara lain :

1. Asas Keseimbangan

Undang-Undang No 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan
Pembayaran Utang, mengatur beberapa ketentuan yang merupakan perwujudan
dari asas keseimbangan, yaitu di satu pihak, terdapat ketentuan yang dapat
mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh debitur
yang tidak jujur, di lain pihak, terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya
penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh kreditur yang tidak

beriktikad baik.®

Dari penjelasan tentang asas keseimbangan yang terdapat pada Undang-
Undang No 37 Tahun 2004 tersebut. Ada beberapa hal yang perlu ditekankan oleh

penulis, antara lain :

a. keseimbangan yang dimaksud lebih mengarah kepada keseimbangan
perlindungan bagi kedua belah pihak yang terlibat dalam kasus kepailitan
(pihak kreditur dan pihak debitur), serta keseimbangan manfaat dari
ketentuanhukum kepailitan secara yuridis, atau dengan kata lain bahwa
kepentingan kreditur dan kepentingan debitur mendapat perhatian dari

Undang-Undang No 37 tahun 2004. Hal ini dikarenakan peraturan

"8 fuady, Hukum Pailit, h.330
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kepailitan yang dimuat oleh Undang-Undang No 37 tahun 2004 tersebut
sebenarnya dalam rangka mengantisipasi benturan kepentingan yang
mungkin terjadi antara kedua belah pihak (kreditur dan debitur). selain
itu juga bahwa Undang-Undang No 37 Tahun 2004 tersebut juga
memberi ruang kemanfaatan bagi kedua belah pihak, pihak debitur
misalnya bisa berlindung dari kesewenang-wenangan kreditur yang
dholim, begitu juga pihak kreditur dapat mengantisipasi potensi resiko
(kerugian) yang diakibatkan oleh tidak adanya iktikad baik pihak debitur
dalam suatu hubungan hutang-piutang.

b. dari sisi konsepnya, bahwa setiap ketentuan (mulai dari Bab | hingga Bab
VI1) dalam setiap butir pasal yang terdapat pada Undang-Undang No 37
Tahun 2004 harus ada unsur kesimbangan secara substansial. Artinya
seluruh ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang No 37
Tahun 2004 bebas dari unsur diskriminasi.

3. Asas Kelangsungan Usaha

Dalam Undang-Undang ini, terdapat ketentuan yang memungkinkan

perusahaan debitur yang prospektif tetap dilangsungkan.”

Dari redaksi penjelasan asas tersebut sepertinya asas kelangsungan usaha
ini hanya difokuskan kepada usaha pihak debitur.hal ini terkesan sepihak,
namun disisi lain hal ini sangat beralasan bahwa yang sangat berpotensi

mengalami kemacetan usaha pada suatu kasus kepailitan adalah pihak

" sastrawidjaja, Hukum Kepailitan, h.242
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debitur, karena kewenagan untuk mengurusi aset-aset penting debitur ketika
jatuh pailit beralih ke tangan kurator.

Potensi terhentinya usaha pada suatu kasus kepailitan tidak selalu hanya
terdapat pada debitur, usaha yang dilakukan oleh kreditur juga memiliki
potensi terhenti. Pada penjelasan Asas Kelangsungan Usaha tersebut juga
mengindikasikan bahwa dalam Undang-Undang No 37 Tahun 2004, debitur
diklasifikasikan berdasarkan potensi kelangsungan usahanya, sehingga ada
istilah debitur yang prospektif dan seahrusnya juga ada debitur yang tidak

prospektif.
3. Asas Keadilan

Dalam kepailitan asas keadilan mengandung pengertian bahwa ketentuan
mengenai kepailitan dapat memenuhi rasa keadilan bagi para pihak yang
berkepentingan. Asas keadilan ini untuk mencegah terjadinya kesewenang-
wenangan pihak penagih yang mengusahakan pembayaran atas tagihan masing-

masing terhadap debitur, dengan tidak mempedulikan kreditur lainnya.®

Asas keadilan pada Undang-Undang No 37 Tahun 2004 ini,dari sisi tujuan
asas keadilan itu sendiri, dimana tujuan tersebut adalah mencegah terjadinya
kesewenang-wenangan kreditur dalam bentuk mengambil paksa harta
debitur.padahaljika kita kaji lebih dalam lagi bahwa apapun yang mungkin
diambil oleh kreditur dari debitur baik dengan prosedur yang ada maupun non

prosedural, adalah dalam rangka mendapatkan haknya sendiri, misalnya berupa

8 Munir fuady, Hukum Pailit, h.331
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hutang yang sudah jatuh tempo namun belum dikembalikan, gaji yang sudah
waktunya namun belum diterima dan lain sebagainya. Sebenarnya mengambil hak
sendiri setelah menunaikan kewajiban adalah hal yang sah, sehingga jika ada
orang atau sekelompok orang mengahalangi seseorang untuk mendapatkan
haknya (setelah melaksanakan kewajibannya) maka apakah hal tersebut bisa
dikatakan adil? Jawabannya tentu tidak adil karena ketikaorang sudah menunaikan
kewajibannya maka hak orang tersebut tidak boleh untuk dihalangi. Tapi dalam
kasus kepailitan berbeda, ketika debitur divonis pailit oleh hakim maka
pihakkreditur hanya bisa mendapatkan haknya melalui prosedur yang
ada/ketentuan-ketentuan Undang-Undang Kepailitan No 37 tahun 2004, dan ini
dianggap adil, Karena dalam perkara kepailitan ada kepentingan debitur lain yang
juga perlu diperhatikan, sehingga dalam rangka merangkul semua itu maka semua
ketentuan dalam Undang-Undang No 37 Tahun 2004 diarahkan untuk itu
semua.Sehingga  berdasarkan penjelasan asas keadilan yang terdapat dalam
Undang-Undang No 37 Tahun 2004 tersebut, dapat disimpulkan bahwa jenis
keadilan yang diinginkan oleh asas keadilan dalam hukum kepailitan ini, adalah
jenis keadilan yang dinisbatkan dengan perdamaian, karena tujuan akhirnya
adalah agar tidak terjadi kekacauan dalam menyelesaikan perkara kepailitan.
Sedangkan jenis keadilan yang dijadikan pedoman secara umum oleh Undang-
Undang No 37 tahun 2004 adalah keadilan yang dinisbatkan dengan

legalitas,yaitu suatu keadilan yang memiliki kriteria bahwa Suatu peraturan itu
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dianggap adil jika peraturan tersebut benar-benar diterapkan kepada semua kasus,

yang menurut isinya , peraturan ini harus diterapkan.®*
4. Asas Integritas

Asas Integritas dalam Undang-Undang ini mengandung pengertian bahwa
sistem hukum formil dan hukum materil merupakan satu-kesatuan yang utuh dari

sistem hukum perdata dan hukum acara perdata nasional.®

Undang-Undang baru tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban
Pembayaran Utang mempunyai cakupan yang lebih luas baik dari segi norma,
ruang lingkup, materi , maupun proses penyelesaian utang-piutang. Cakupan yang
lebih luas tersebut diperlukan, karena adanya perkembangan dan kebutuhan
hukum dalam masyarakat sedangkan ketentuan yang selama ini berlaku belum
memadai sebagai sarana hukum untuk menyelesaikan masalah utang-piutang
secara adil, cepat, terbuka, dan efektif. Beberapa pokok materi baru dalam
Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran
Untung, ini antara lain :Pertama, agar tidak menimbulkan berbagai penafsiran
dalam Undang-Undang ini pengertian utang diberikan batasan secara tegas.
Demikian juga pengertian jatuh waktu, Kedua, mengenai syarat-syarat dan
prosedur permohonan pernyataan pailit, dan permohonan penundaan kewajiban

pembayaraan utang termasuk di dalamnya pemberian kerangka waktu secara pasti

& Hans kalsen, teori Umum Tentang Hukum dan Negara, (Bandung : Nusa Media, 2008) h.17.
8 gastrawidjaja, Hukum Kepailitan, h.243.
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bagi pengambilan putusan pernyataan pailit dari/atau penundaan kewajiban

pembayaran utang.®®

Asas Integrasi yang terdapat dalam Undang-Undang No 37 Tahun 2004
tersebut merupakan suatu inovasi yang efisien dalam dunia hukum, karena dengan
dintegrasikan antara hukum materil dan hukum formilnya akan memberikan
kemudahan bagi para akademisi, praktisi dalam bidang hukum untuk memahami
secara keomprehensif terhadap suatu hukum kepailitan baik dari sisi muatannya
maupun dari sisi prosedur penegakannya.Karena bagi para ahli hukum yang

professional dua keahlian tersebut merupakan suatu keharusan.

B. PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP KEPAILITAN DALAM UNDANG-

UNDANG NO 37 TAHUN 2004

Sebagaimana dipaparkan di atas bahwa ada empat asas yang diterapkan dalam
Undang-Undang No 37 Tahun 2004 tersebut, yaitu : asas keseimbangan, asas
kelangsungan usaha, asas keadilan dan asas integrasi. Bab | dan Il pada Undang-
Undang No 37 Tahun 2004 terdapat ketentuan- ketentuan yang langsung berkaitan
dengan kepailitan, sedangkan pada bab selanjutnya berisi tentang penundaan
pembayaran hutang. Sehingga untuk mengetahui bagaimana penerapan asas-asas
tersebut dalamUndang-Undang No 37 Tahun 2004, khusunya hal-hal yang secara
substansi terkait dengan kepailitan, maka penelitian perlu dititik beratkan pada

bab | dan bab Il Undang-Undang No 37 Tahun 2004.2*

& Fuady, Hukum Pailit, h.331
#pada penulisan Ini bahan hukum primer yang digunakan adalah Undang-Undang No 37 Tahun
2004 versi PDF
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Berikut uraian tentang gambaran penerapan asas-asas kepailitan pada bab |

dan Il tersebut.

1. Asas Hukum Kepailitan yang terkandung pada Bab | Undang-Undang No

37 Tahun 2004

Bab | Undang-Undang No 37 Tahun 2004 tersebut, berisi ketentuan umum
yang masih abstrak namun memiliki batasan. Bab | ini sebagai pedoman yang
mungkin diajadikan inspirasi untuk melahirkan ketentuan berikutnya yang
notabenya diperlukan dalam rangka melengkapi ketentuan umum yang masih
abstrak tersebut , atau dengan kata lain bahwa yang bakal dibahas pada pasal
berikutnya pasti berkaitan dengan salah satu dari sebelas butir ketentuan yang ada
pada bab | Undang-Undang No 37 Tahun 2004 tersebut.Secara sistematisdapat
diklasifikasikan bahwaBab | Undang-Undang No 37 tahun 2004

tersebutberisitentang batasan abstrakyang mencakup lima hal, yaitu :

a. pihak-pihak yang berkepentingan

Dalam hal ini pihak yang berkepentingan diklasifikasikan menjadi 3 bagian,
pertama pihak yang berkepentingan untuk mendapatkan piutangnya (kreditur),
pihak yang berkepentingan untuk melindungi haknya dari kesewenang-wenangan
pihak yang mengklaim memiliki piutang kepada pihak kedua ini (debitur). debitur
pailit selain sebagai pihak yang sudah terbukti memiliki utang dan dijatuhkan
pailit oleh pengadilan. Debitur pailit jugadikategorikan sebagai pihak yang
berkepentingan dalam arti dengan dijatuhkan pailit debitur keadaan debitur

menjadi lebih aman, karena dalam ketentuan Undang-Undang No 37 Tahun 2004
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ini, bahwa dalam pasal 2 ayat 1 dinyatakan debitur mempunyai hak untuk
mengajukan permohonan pailit atas dirinya.Karena pengajuan permohonan pailit
atas dirinya sendiri tersebut dilandasi oleh suatu kepentingan yang mungkin lebih
bermanfaat baginya ,karena tanpa kepentingan maka apa arti upaya yang
dilakukan tersebut.Sehingga debitur pailit terkadang juga termasuk pihak yang

berkepentingan pada suatu putusan pailit oleh pengadilan.

b. fasilitas pendukung dari Negara

Dalam menyelesaikan masalah kepailitan ini, negara menyediakan fasilitas
bagi pencari keadilan baik itu berupa aparat negara yang diberi kewenagan
seperti, hakim pengawas, kurator ataupun tempat khusus milik negara seperti

pengadilan niaga.

c. objek yang dijadikan sebab permasalahan

Dalam hal ini objek yang dijadikan sebab perkara kepailitan adalah Utang,

sehingga batasan tentang Utang dijelaskan dalam pada bab I ini.

d. objek yang dituju oleh pihak berkepentingan

Dalam permohonan pailit, sebenarnya yang diinginkan oleh pemohon adalah
sita umum yang dilakukan oleh pengadilan atas semua kekayaan debitur, untuk
kemudian pemohon bisa mendapatkan bagian haknya yang terdapat dalam harta

debitur.sehingga dalam Bab 1 ini dijelaskan definisi tentang kepailitan.
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e. Kejelasan yang berkaitan dengan masa (waktu)

Dalam Bab | ini disinggung juga definisi hari, tenggang waktu, sehingga bisa
dimungkinkan untuk ditindak lanjuti pada bab berikutnya dalam rangka memberi
jaminan kejelasan bagi para pencari keadilan dan bisa dijadikan pedoman bagi

para penegak keadilan di pengadilan niaga.

Dari deskripsi muatan yang terdapat pada bab I Undang-Undang No 37 Tahun
2004 tersebut, dapat disimpulkan bahwa pada bab | tersebut sudah diterapkan asas
keseimbangan, dengan indikasi bahwa yang diperhatikan oleh bab I ini meliputi
selurun aspek baik itu pihak yang berkepentingan, maupun pihak yang
berwenang, sehingga jika kedua unsur tersebut diatur oleh ketentuan Undang-
Undang No 37 Tahun 2004, maka hukumlah yang menjadi panglima, bukan
mereka yang memiliki kewenangan dan bukan pula mereka yang punya
kepentingan, kalau sudah demikian keadaanya maka nuansa keseimbangan

muncul.

2. Asas Hukum Kepailitan yang terkandung pada Bab Il Undang-Undang No

37 Tahun 2004

Jika diperhatikan pada Bab Il Undang-Undang No 37 Tahun 2004, maka akan
terdapat sebelas pokok pembahasan yang meliputi (Syarat dan putusan Pailit,
akibat kepailitan, pengurusan harta pailit, tindakan setelah pernyataan pailit dan

tugas kurator,perdamaian, pemberesan harta pailit, keadaan debitur setelah
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berakhirnya pemberesan,kepailitan harta peninggalan,ketentuan-ketentuan hukum

internasional, serta masalah rehabilitasi).®

Dalam mnegatur sebelas pokok bahasan tersebut, pada Undang-Undang no 37
Tahun 2004 tersebut, dimulai dari pasal 2 hingga pasal 221, sehingga jika dihitung
jumlah pasal pada bab Il ini, maka jumlahnya mencapai 220 pasal.Pembahasan
syarat pailit yang diatur dalam pasal 2 yang terdiri dari 5 butir ketentuan.®®Dari
pasal 2 tersebut dapat disimpulkan bahwa debitur dibagi berdasarkan pihak yang
berwenang mengajukan permohonan pailit terhadapnya, maka debitur bisa kita

kumpulkan menjadi 4 golongan, vaitu :

1. Debitur biasa (baik perorangan atau badan hukum),dan yang berwenang
mengajukan permohonan pailit terhadapnyaadalah pihak debitur itu
sendiri, pihak kreditur dan juga pihak kejaksaan.

2. Debitur dalam bentuk Bank,dan pihak yang berwenang mengajukan

permohonan pailit terhadapnya adalah Bank Indonesia

3. Debitur dalam bentuk perusahaan efek yang meliputi juga lembaga kliring

dan penjaminan, serta lembaga penyimpanan dan penyelesaian). Dan yang

berwenang mengajukanpermohonan pailit terhadap mereka adalah badan
pengawas pasar modal

4. Debitur berupa perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, danapensiun,

dan badan hukum milik Negara yang bergerak dibidang kepentingan

& Undang-Undang No 37 Tahun 2004 versi PDF
8 Fuady, Hukum Pailit, h.230-231
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publik.Pihak yang berwenang mengajukan permohonan pailit terhadap mereka

adalah Menteri Keuangan.

Dari sisi substansi, penulis melihat bahwa pasal 2 ini memberikan persyaratan
yang begitu simple dalam mengajukan permohonan pailit, yaitu adanya satu
hutang yang sudah jatuh tempo, disertai dengan adanya kreditur lain yang lebih
dari satu tanpa memperhatikan apakah jumlah harta debitur cukup untuk melunasi
utang-utang tersebut atau tidak. Syarat yang begitu simple ini jika penulis kaitkan
dengan Asas yang dijadikan pedoman dalam Undang-Undang No 37 Tahun 2004

tersebut. Maka ada beberapa gambaran :

Pertama.dilihat dari sisi asas keseimbangan, dari sisi keseimbangan hubungan
antara kreditur dan debitur mungkin bisa jadi persyaratan pailit yang diamanatkan
oleh pasal 2 tersebut dinyatakan bisa menciptakan suasana keseimbangan dalam
bisnis, dengan syarat yang begitu simple tersebut, akan memperkecil potensi
wanprestasi yang mungkin dilakukan oleh debitur, karena takut jika sampai
wanprestasi sedangkan debitur tersebut memiliki lebih dari 1 kreditur, maka
secara yuridis akibatnya bisa patal bagi debitur tersebut, yaitu bisa dipailitkan.
Kalau sudah dipailitkan walaupun jumlah hartanya cukup untuk membayar semua
utangnya, namun sebagai konsekwensi wanprestasi terhadap hutang tersebut
asetnya disita dan diambil alih kurator dibawah pengawasan hakim pengawas
sebagaimana yang terdapat dalam pasal 1 Undang-Undang No 37 tahun 2004.
Sehingga dengan demikian dimungkinkan terciptanya nuansa keseimbangan

antara kreditur dan debitur.
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Jika dilihat cakupan asas keseimbangan tersebut dalam skala yang lebih luas
lagi, misalnya keseimbangan tersebut bukan hanya terpokus antara kreditur dan
debitur saja tapi ada juga kepentingan pihak lain yang perlu diperhatikan jika
sampai suatu debitur dijatuhkan pailit dengan syarat yang begitu simpel, seperti
nasib buruh yang bekerja kepada debitur dalam hal debitur berupa badan
hukum.dalam kontek ini penulis berpendapat bahwa nuansa pasal 2 ini belum
mencakup keseimbangan yang demikian. Karena dengan syarat pailit yang begitu
simple nasib buruh dipertaruhkan, atau dengan kata lain segelintir orang (kreditur)
yang melakukan kesalahan namun banyak orang (misalnya buruh) yang harus

menanggung derita.

Kedua, jika ditinjau dari sisi asas keadilan, kewenangan yang diberikan
kepada pihak yang boleh mengajukan pailit ini terlihat adanya kesenjangan pada
semangat Pasal 2 ini terhadap persyaratan pailit. Pada debitur biasa yang
notabenya adalah pihak swasta, pasal 2 pada Undang-Undang No 37 Tahun
2004tersebut, memberikan syarat yang begitu longgar terhadap debitur untuk
dapat diajukan pailit.®” Namun di sisi lain terhadap pihak-pihak tertentu yang erat
kaitannya dengan kepentingan pemerintah seperti bank, perusahaan asuransi,
perusahaan efek dan lain sebagainya itu, pasal 2 membatasi bahwa yang berhak
mengajukan permohonan pailit terhadap mereka hanya pihak-pihak tertentu, aatau

dengan kata lain bahwa pihak kreditur tidak bisa langsung mengajukan

8 Ppasal 2 butir 1 Undang-Undang No 37 Tahun 2004
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permohonan pailit terhadap mereka.®*Sehingga pada dimensi ini asas keadilan

terkesan tidak berfungsi di sini.

b. Pembahasan tentang putusan pailit yang diatur mulai dari pasal 3 hingga

pasal 20

Pada pasal 3 yang terdiri 5 butir ketentuan, secara garis besar memuat
mengenai kewenangan relatif suatu pengadilan yang berhak memutuskan atau
menangani perkara pailit berdasarkan cakupan wilayah hukumnya. Kemudian
ketentuan pasal 4 yang terdiri 2 butir berisi tentang ketentuan mengenai debitur
yang masih terikat pernikahan mengajukan pailit,yang mana syarat untuk
mengajukan permohonan pailit bagi debitur tersebut adalah adanya izin dari
pasangannya jika memang ada percampuran harta antara keduanya. Selanjutnya
pada pasal 5 berisi tentang keharusan memuat identitas suatu firma dalam hal
firma tersebut mau di pailitkan oleh pemohon. Sedangkan pada pasal 6 yang
terdiri dari 7 butir ketentuan, meneurut penulis lebih mengarah kepada prosedur
yang harus ditempuh oleh pihak pemohon dan pihak pengadilan dalam perkara

kepailitan.

Dari deskripsi yang terdapat mulai dari pasal 3 hingga pasal 6 diatas, pada 3
pasal tersebut ada unsur integritas, yaitu pengaturan tentang hukum acara dalam
demi menegakkan hukum materil. Asas integritas tercermin dalam 3 pasal diatas,

karena dalam 3 pasal tersebut, sudah berbicara mengenai unsur kewenangan, legal

8 pasal 2 butir 4 dan 5 Undang-Undang No 37 Tahun 2004
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standing, tahapan, kejelasan waktu, yang kesemuanya itu biasanya ditemukan

dalam hukum acara.

Pada pasal 7 terdapat pelemahan terhadap asas keadilan, hal ini tercermin pada
isi ketentuan pada pasal ini, khususnya pada butir 2.suatu keadaan yang
menggambarkan di satu sisi adanya keharusan menggunakan jasa advokat dalam
pengajuan permohonan pailit yang dilakukan oleh mereka yang punya hak untuk
mengajukan permohonan pailit. Namun disisi lain untuk pihak-pihak tertentu yang
juga punya hak untuk mengajukan permohonan pailit, seperti kejaksaan, Bank
Indonesia, Badan Pengawas Pasar Modal dan Manteri Keuangan tidak diwajibkan
menggunakan jasa advokat. Ketentuan tersebut kurang adil, karena jika tujuan
Undang-Undang No 37 tahun 2004 mewajibkan menggunakan advokat adalah
untuk memaksimalkan efektivitas proses penegakan hukum, seharusnya lembaga-
lembaga yang disebutkan tadi juga harus lebih terlibat dalam memaksimalkan
efekktivitas hukum tersebut, yaitu dengan menggunakan advokat juga, karena
secara otoritatif para advokat mempunyai kewenangan beracara, dan secara
kapasitas para advokat memang bergelut dalam bidang hukum. jika ketentuan
menggunakan advokat tersebut fungsinya hanya sebatas fasilitas bagi para
pencari keadilan dalam bidang perdata maka tidak perlu ada keharusan
menggunakan advokat tersebut, apalagi menggunakan advokat tersebut
diwajibkan pada sebagian pihak saja. Dan pada poin ini asas keadilan patut

dipertanyakan.

Pada pasal 8 tidak ditemukan adanya kejanggalan penerapan asas-asas hukum

kepailitan. Pada pasal 8 tersebut asas integritas terlihat sangat kental diterapkan,
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terutama aspek keabsahan setiap tahapan yang dilakukan oleh pengadilan juga
terdapat barometer yang jelas, sehingga memungkinkan bagi pihak non
pengadilan untuk memantau kemurnian proses peradilan tersebut. Dari sini secara
tidak langsung asas keadilan juga diterapkan.Selanjutnya pada pasal 9 juga
terdapat adanya asas keseimbangan vyaitu yang diberikan salinan putusan
pengadilan bukan hanya satu pihak saja, tapi semua pihak berhak mendapatkan
salinan putusan tersebut, baik pemohon, debitur, kurator maupun hakim

pengawas.

Kemudian pada pasal 10, dapat ditemukan adanya penerapan asas
kelangsungan usaha.Dimana secara deskriftif pasal 10 memberikan hak pada
pemohon untuk membentengi terjaminnya hak mereka dari kemungkinan yang
tidak menguntungkan bagi pemohon. Yaitu dengan menggunakan fasilitas sita
jaminan yang diberikan oleh undang-undang. Disamping itu juga pada butir 1b
yang menyatakan ada alternatif lainbagi pemohon dalam rangka melindungi
(bersifat preventif dan sementara) hak mereka, yaitu menunjuk kurator sementara
untuk mengawasi pengolahan usaha debitur. kata mengawasi pengolahan usaha
debitur selama proses perkara kepailitan menunjukkan bahwa ada hak yang
diberikan oleh undang-undang agar usaha tersebut diteruskan selama perkara
berlangsung sampai putusan pengadilan diucapkan oleh hakim. Kemudian juga
pada pasal 10 butir 3 dinyatakan bahwa fasilitas yang diberikan udang-undang ini
bisa digunakan jika kreditur pemohon memberikan jaminan yang dianggap wajar
oleh pengadilan. Dari sisni Nampak asas keseimbangan tersebut diterapkan, yaitu

keseimbangan dalam proses penyelesaian perkara kepailitan, namun sifatnya lebih
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kepada agar kreditur pemohon tidak dengan serta merta menggunkan fasilitas sita
jaminan, tanpa memperhitungkan apakah permohonan pailit yang ia ajukan

berpotensi untuk dimenangkan atau tidak.

Kemudian selanjutnya pada pasal 11, 12, 13 berbicara tentang upaya hukum
yang bisa dilakukan oleh para pencari keadilan, yang mencakup berbagai hal
seperti tentang prosedur yang wajib dilakukan oleh pemohon kasasi, panitera,
mahkamah agung, panitera pada mahkamah agung, jurusita. Kemudian pada pasal
14 berbicara mengenai upaya hukum berikutnya yang lebih tinggi (peninjauan
kembali). Selanjutnya pada pasal 15, 16 dan 17 berbicara tentang keharusan
adanya kurator, kewenangan yang diberikan kepada kurator serta dalam pasal 16

nampak keistimewaan kurator, dan kewajiban yang harus dilakukan oleh kurator.

Asas keadilan tercermin pada pasal 16 ini, dimana pada ayat 1 kurator
diberikan kewenagan untuk mengurusi harta pailit setelah adanya putusan
walaupun terhadap putusan dilakukan upaya hukum.kemudian pada ayat 2
dinyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan kurator setelah adanya putusan

adalah sah.%®

Namun menurut penulis keadilan yang seperti ini mungkin suatu gambaran
keadilan yang tidak efektif dalam penyelesaian suatu perkara kepailitan, karena
jika kurator malakukan tugasnya setelah putusan diucapkan sedangkan dalam
waktu yang sama pihak yang belum yang belum puas melakukan upaya hukum,

apalagi sampai hasil dari upaya hukum yang dilakukan tadi misalnyamembatalkan

8 Undang-Undang No 37 Tahun 2004 versi Pdf



69

putusan ditingkat pertama, sehingga keadaan yang demikian ini terkesan kurang
efektif. Namun berbeda misalnya ketika undang-undang memberi kewenagan
kepada kurator untuk mengurus dan melakukan pemebresan harta pailit setelah
putusan bersifat final dan tidak ada upaya hukum lagi atau tidak bisa dilakukan
upaya hukum lagi misalnya, maka kemungkinan adanya kesan tarik ulur

pengurusan harta pailit tersebut tentu tidak terjadi.

Jika kewenagan kurator mengurusi harta pailit tersebut setelah putusan bersifat
final itu malah lebih efektif. Hal inibukan tidak mungkin, karena dalam Undang-
Undang No 37 Tahun 2004, diatur batas waktu untuk mengajukan upaya
hukum,sebagaimana pada pasal 11 butir 2 misalnya yang menjelaskan bahwa
upaya hukum kasasi bisa dilakukan dalam waktu paling lambat 8 hari setelah

putusan pailit diucapkan oleh hakim.

Kemudian pada pasal 18 berisi mengenai ketentuan yang befungsi sebagai
preventif bagi pengadilan akibat adanya kemungkinan harta pailit tidak cukup
untuk membayar biaya kepaiitan. Kemudian pada pasal 19 berisi tentang
kewajiban ketentuan mengenai pencabutan putusan pailit, kemudian pada pasal 20
menjelaskan tentang ketentuan yang mengatur tentang apa saja yang wajib masuk

dalam dokumentasi yang ditulis oleh panitera dalam bentuk daftar umum.

Pada muatan pasal 18,19, 20, ini menurut penulis tergambar penerapan Asas
keseimbangan, dimana pada satu sisi ketentuan pasal 18 ini memberikan rambu-
rambu kepada pihak debitur agar jangan asal mengajukan permohonan pailit ke

pengadilan tanpa memperhitungkan kuantitas harta yang dimiliki oleh debitur,
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kemudian disisi lain bahwa pada pasal 19 memberikan kewenangan pada pihak
debitur untuk melakukan upaya hukum atas pencabutan pernyataan pailit tersebut.
Kemudian pada sisi lain panitera diberi kewajiban untuk mendokumentasikan
setiap tahapan dalam perkara kepailitan, hal ini agar bisa ditelusuri akan kejelasan
masalah serta proses persidangan tersebut. Tiga hal ini menurut penulis adalah
pilar-pilar keseimbangan dalam menyelesaikan kasus kepailitan. Jika tidak ada
pilar ini mungkin perkara pailit yang masuk dipengadilan tidak bisa dibendung,
kemudian jika tidak ada hak bagi pihak pemohon melakukan upaya hukum
terhadap pencabutan putusan maka terkesan tidak adil, begitu juga jika panitera
tidak diberikan kewajiban secara yuridis untuk mendokumentasikan setiap proses

dan tahap peradilan maka kejelasan suatu kasus bisa kabur.

c. Pembahasan Tentang akibat kepailitan

Putusan pailit yang ditetapkan oleh hakim niaga mempunyai konsekwensi
secara yuridis, menurut Munir fuady dalam bukunya yang berjudul hukum pailit
dalam teori dan praktek, bahwa akibat putusan pailit tersebut dibagi menjadi 2
bagian :pertama, Berlaku Demi Hukum kemudian yang kedua, Berlaku Secara
rule of reason. Secara keseluruhan gambaran akibat dari kepailitan adalah sebagai

berikut :%°

1. Boleh dilakukan kompensasi
2. Kontrak timbal balik boleh dilanjutkan

3. Berlaku penangguhan eksekusi jaminan utang

% Fuady, Hukum Pailit , h.61
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Dapat diberlakukan actio pauliana

Pembekuan atas seluruh harta debitur

Ruang lingkup debitur pailit meliputi pasangan dalam ikatan perkawinan
yang sah

Hilangnya kewenangan bertindak debitur terhadap hartanya

Harta pailit tidak boleh digunakan untuk memenuhi perikatan debitur yang
terjadi setelah putusan pailit

Gugatan hukum harus dilakukan oleh atau terhadap kurator

Perkara pengadilan ditangguhkan atau diambil alih oleh korator
Pelaksanaan putusan hakim dihentikan dilaksanakan

Semua penyitaan dibatalkan

Tidak ada uang paksa dalam perkara kepailitan

Boleh melanjutkan pelelangan yang sudah mencapai hari kesepakatan
Setelah putusan pailit pengalihan harta, atau pencatatan jaminan utang
terhadap benda yang tidak bergerak adalah tidak dapat dilaksanakan.
Pengajuan tagihan untuk dicocokkan dapat mencegah berlakunya
daluwasa (pasal 35)

Demi hukum transaksi forward yang belum selesai wajib dihentikan
Transaksi sewa yang dilakukan oleh debitur dapat dihentikan®

Karyawan, atau kuartor berhak mengajukan pemutusan hubungan kerja
(PHK)

Kewenangan untuk menerima atau menolak warisan ada pada kurator

%! sastrawidjaja, Hukum Kepailitan dan,h. 117
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Pembayaran utang sebelum pailit oleh debitur dapat dibatalkan

Rekan debitur pailit dalam suatu persekutuan berhak mengompensasi
utang dengan keuntungan sebagai akibat dari pembubaran persekutuan
tersebut , pembubaran tersebut bisa jadi dikarenakan rekannya jatuh pailit.
Hak retensi bagi kreditur tidak hilang

Debitur pailit dapat disandera (Gijzeling) dan paksaan badan

Kewenangan pengadilan dalam melepas debitur pailit dari tahanan dengan
atau tanpa uang jaminan

Debitur pailit demi hukum dicekal

Demi pengamanan harta pailit boleh disegel

Adanya kewenagan kurator untuk mengawasi surat-surat yang ditujuhkan
pada debitur pailit.

Adanya keharusan bagi kurator untuk mengamankan barang-barang
berharga milik debitur pailit

Keputusan pailit bersifat serta-merta

Uang tunai harus disimpan di bank

Bagi debitur yang berbentuk badan hukum maka penyanderaan dan
pencekalan dibebankan kepada pihak direksi.

Berlaku ketentuan pidana bagi debitur

Penjelasan akibat kepailitan pada poin 1,

Pada pasal 51, bahasa yang digunakan untuk kompensasi ini adalah

perjumpaan utang, sedangkan kata dapat pada pasal 51 ini menunjukkan

kebolehan bukan keharusan, sedangkan pada pasal 52 sebagai tindak lanjut dari
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pasal 51. Pada pasal 52 ini dinyatakan bahwa kompensasi bisa dilakukan dengan
syarat adanya iktikad baik ketika transaksi tersebut terjadi (sebelum putusan
pailit) . sedangkan pada pasal 53 dinyatakan bahwa kompensasi ini dikhususkan
bagi transaksi sebelum putusan pailit. Pada poin ini tidak ada hal yang bermasalah
jika ditinjau dari sisi asas-asas yang dijadikan dasar oleh Undang-Undang No 37
Tahun 2004, lagi pula kompensasi ini sifatnya rule of reasonatau dengan kata lain
bahwa kompensasi ini baru berlaku bila jika diberlakukan oleh pihak-pihak

tertentu.

Penjelasan akibat kepailitan pada poin 2

Mengenai kemungkinan adanya kontrak timbal balik ini terdapat dalam
ketentuan pasal 36 yang terdiri 5 butir. Pada butir 1 bahasa yang digunakan oleh
Undang-Undang No 37 Tahun 2004 tersebut adalah adalah kata ‘dapat’ yang
menunjukkan bahwa melanjutkan kontrak timbal balik tersebut semata-mata
hanya sebagai fasilitas bagi pihak yang mengadakan perjanjian dengan
debitursebelum adanya putusan pailit.Namun dalam menggunakan fasilitas
tersebut peran kurator sangat signifikan, sedangkan peran hakim pengawas lebih
sebagai pihak penengah saat kesepakatan mengenai waktu pelaksaan untuk
melanjutkan kontrak timbal balik tersebut tidak tercapai.Sedangkan mengenai bisa
atau tidaknya kontrak tersebut dilanjutkan tergantung pada keputusan kurator
sepenuhnya.Sedangkan penjelasan pasal 37 lebih mengacu pada sifat kontrak
timbal balik yang tidak bisa diteruskan, yaitu suatu perjanjian penyerahan benda
dagangan oleh debitur, dan debitur belum sempat menyerahkan benda dagangan

tersebut namun debitur dinyatakan pailit. Maka menurut pasal 37 ini kontrak yang
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demikian tidak boleh dilanjutkan sedangkan pihak yang bersangkutan (pihak yang
mengadakan perjanjian timbal balik dengan debitur) berhak menjadi kreditur
konkuren jika ia mengajukan diri sebagai pihak kreditur.Mengenai akibat tersebut
penulis tidak menemukan ada unsure yang bertentangan dengan asas-asas

kepailtan yang dianut oleh Undang-Undang No 37 Tahun 2004 tersebut.

Penjelasan akibat kepailitan pada poin 3

Pada pasal 55 para kreditur yang memegang hak jaminan atau disebut
kreditur saparatis diberi kebebasan untuk terlebih dahulu mengeksekusikan
haknya setelah dilakukan pencocokan nominal dari hak penagihannya. Namun
kemudian pada pasal 56 hak istimewa para kreditur saparatis tersebut justru
ditangguhkan dalam artian tidak boleh langsung dieksekusi setelah putusan pailit
berlangsung, penangguhan waktu tersebut maksimal 90 hari. Di sini ditemukan
adanya penerapan asas kelangsungan usaha pada pasal 56 butir 3, dimana
dijelaskan bahwa Selama masa penanguhan tersebut pemegang hak jaminan
(kreditur saparatis) tidak diperkenankan mengeksekusi , disisi lain kewengan
mengurus dalam artian menggunakan, menjual harta tersebut justru diberikan

kepada kurator dalam rangka kelangsungan usaha debitur.

Penjelasan akibat kepailitan pada poin 4

Actio Paulina ini berfungsi sebagai hak yang sifatnya sebagai fasilitas bagi
pihak yang berkepentingan untuk mengamankan harta pailit dengan cara
memohon kepada pengadilan untuk membatalkan seluruh perbuatan hukum

debitur yang berpotensi merugikan harta pailit, perbuatan hukum yang dimakasud
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adalah perbuatan hukum debitur sebelum putusan pailit, sebagaimana dijelasakan
dalam pasal 41. Namun fasilitas Actio Pauliana ini bisa digunakan harus disertai
dengan adanya bukti yang kuat bahwa perbuatan hukum yang dilakukan debitur
tersebut dengan motif merugikan bagi harta pailit. Ada nuansa bahwa asas
keseimbangan tidak diterapkan pada pasal 41 tersebut, karena pada butir 3
terdapat pengecualian yang sangat mendasar sekali yaitu perbuatan hukum debitur
yang wajib dilakukannya berdasarkan perjanjian dan atau berdasarkan undang-
undang tidak dapat dilakukan action pauliana. Pengecualian Perbuatan hukum
debitur yang wajib dilakukan berdasarkan undang-undang mungkin tidak masalah
menurut penulis, tapi pengecualian yang berdasarkan perjanjian ini bermasalah,
karena memberi celah yang banyak bagi debitur yang tidak beriktikad baik untuk
melakukan rekayasa perjanjian dalam rangka mengurangi harta kreditur dalam
harta pailit tersebut.Dan juga memberi kesan tidak efektif terhadap berlakunya

action Pauliana pada Undang-Undang No 37 Tahun 2004 tersebut.

Akibat kepailitan pada poin 6

Akibat yang paling mendasar dalam suatu kepailitan adalah sita umum
terhadap seluruh aset kekayaan debitur pailit atau pembekuan harta debitur pailit.
Hal ini senada dengan ketentuan pasal 1 Undang-Undang No 37 Tahun 2004 yang
disertai dengan penjelasan pihak mana yang berwenang melakukan pemberesan
terhadap harta pailit serta siapa yang berfungsi melakukan pengawasan terhadap
pemberesan harta pailit. Mengenai ruang lingkup sita umum tersebut dijelaskan
kembali dalam pasal 21 Undang-Undang No 37 Tahun 2004, vyang

mengklasifikasikan harta pailit berdasarkan waktu kepaiitan, yaitu seluruh
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kekayaan debitur pailit pada saat putusan pailit diucapkan serta segala sesuatu
yang diperoleh selama kepailitan.Namun Pada pasal 22 terdapat pengecualian
terhadap kekayaan debitur pailit yang tidak boleh disita, yang meliputi hal-hal
yang bersifat dhoruriyat bagi kelangsungan hidup debitur pailit meliputi sandang,
pangan dan papan. Kemudian pada pasal 22 juga dikecualikan pendapatan tertentu
debitur yang juga tidak boleh disita seperti uang pension dan lain
sebagainya.Menurut penulis pada akibat kepailitan yang demikian tidak ada
konflik nilai dengan asas-asas yang dianut oleh Undang-Undang No 37 Tahun

2004 tersebut.

Debitur pailit yang dimaksud oleh Undang-Udang No 37 tahun 2004 tersebut
termasuk suami atau istri dari debitur pailit tersebut sebagaimana yang dijelaskan
dalam pasal 23 Undang-Undang No 37 Tahun 2004. Namun ada syarat yang
mendasar yaitu suami atau istri debitur pailit bisa dinyatakan ikut pailit jika dalam
perkawinan keduanya terdapat persatuan harta.dalam hal ini juga diterapkan asas
keadilan, yaitu keharusan menganggung suatu akibat secara bersama jika hasil

usaha yang mereka dapatkan dimiliki bersama juga.

Akibat kepailitan pada poin 7

Menurut penulis bahwa salah satu akibat yang paling ensensial dari suatu
kepailitan adalah hilangnya hak bagi debitur untuk menguasai, mengalihkan,
mengurus serta perbuatan lain yang dapat berakibat pada pengurangan nilai harta
pailit tersebut.Dalam Undang-Undang No 37 tahun 2004, ketentuan ini diatur

pada pasal 24.Pada pasal tersebut dijelaskan juga mengenai kapan putusan pailit
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tersebut sudah mulai berlaku. Namun pada penjelasan butir 1 pasal 24 ini,
dijelaskan bahwa jika debitur tersebut berupa perseroan terbatas maka organ
perseroan tersebut tetap berfungsi dengan ketentuan jika dalam pelaksanaan
fungsi tersebut menyebabkan berkurangnya harta pailit, maka pengeluaran uang
yang merupakan bagian dari harta pailit adalah wewenang kurator.*’Dari
penjelasan tersebut dapat kita simpulkan bahwa dalam pasal 24 Undang-Undang

No 37 Tahun 2004 tersebut masih diterapkan asas kelangsungan usaha.
Penjelasan akibat kepailitan pada poin 8

Setelah adanya putusan pailit maka hilang kewenangan bertindak terhadap
hartanya bagi debitur pailit, selanjutnya mengakibatkan suatu konsekwensi logis
bahwa harta pailit tersebut tidak bisa digunakan untuk setiap perikatan baru yang
dibuat oleh debitur pailit, hal ini sebagaimana ketentuan yang terdapat pada pasal
25 Undang-Undang No 37 Tahun 2004. Dalam pasal 25 tersebut terdapat
pengecualian, bahwa bila perikatan yang dibuat debitur setelah putusan pailit
tersebut menguntungkan harta pailit maka perikatan tersebut dapat dibayar dari
harta pailit.Pada pasal 25 initerdapat penerapanasas kelangsungan usaha, dimana
perikatan debitur yang prospek dalam artian berpotensi menguntungkan harta
pailit, diberi ruang oleh pasal 25 Undang-Undang No 37 Tahun 2004 tersebut.
Sedangkan perikatan yang tidak prospek tidak diberi ruang. Namun pada pasal ini
juga penulis melihat terdapat sesuatu yang tidak tegas (segera membagikan harta
pailit pada para kreditur) namun masih mengacu pada keseimbangan, letak

kesimbangan tersebut bahwa harta pailit ada kemungkinan bertambah sehingga

%2 Fuady, Hukum Pailit, h.66
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peluang para kreditur untuk mendapatkan hak mereka secara sempurna menjadi
lebih besar lagi, namun sebagai akibat dari pengecualian pada pasal 25 tadi
menyebabkan tertundanya waktu bagi para kreditur untuk mendapatkan hak

mereka.

Penjelasan akibat kepailitan pada poin 9

Putusan pailit menyebabkan peran kurator lebih dominan terhadap hal-hal
yang berkaitan dengan harta pailit, hal ini tergambar dari ketentuan pasal 26, 27
dan pasal 28 Undang-Undang No 37 Tahun 2004.Menurut penulis tidak ada
konflik nilai dengan asas-asas kepailitan terhadap kewenangan tersebut selama
ada pihak hakim pengawas yang ditugaskan oleh pengadilan, sehingga ada unsur

keseimbangan.

Penjelasan akibat kepailitan pada poin 10

Penangguhan yang dimaksud adalah jika perkara tersebut diajukan oleh
debitur pada saat kepailitan berlangsung,sedangkan tujuan ditangguhkan tersebut
untuk memberi kesempatan kepada tergugat memanggil kurator agar kurator
mengambil alih perkara tersebut. Namun penangguhan tersebut jika ada
permohonan dari pihak tergugat.Sedangkan mengenai kewenagan Kkurator
bahkanpada pasal 28 butir 3 bahkan disebutkan bahwa kurator berwenang untuk
mengambil alih perkara atau memohon debitur dikeluarkan dari perkara.Dalam
penjelasan pasal 28 disebutkan juga disebutkan bahwa yang dimaksud mengambil
alih perkara adalah pengalihan kedudukan kreditur sebagai tergugat, dialihkan

kepada kurator.Begitu juga pada pasal 30 dijelaskan mengenai kewenagan kurator
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untuk mengajukan pembatalan atas semua perbuatan yang dilakukan debitur
sebelum debitur tersebut dinyatakan pailit, dengan catatan adanya unsur
kesengajaan  dalam  perbuatan  debitur  tersebut  untuk  merugikan
kreditur.**Sedangkan pada pasal 29 lebih mengarah kepada penegasan bahwa
setelah putusan pailit, maka semua tuntutan yang ditujuhkan pada debitur di
pengadilan yang sifatnya berpotensi mengurangi harta pailit maka gugur demi
hukum.Akibat kepailitan yang demikian ini tidak ada yang bertentangan dengan
asas-asas kepailitan. Bahkan pada ketiga pasal tersebut terlihat adanya unsur
keadilan, yaitu di satu sisi debitur pailit tidak dilarang mengajukan tuntutan
hukum namun disisi lain kurator berwenang memohon agar debitur dikeluarkan
dari perkara. Hal ini menunjukkan diterapkannya asas keadilan dan keseimbangan

pada pasal 28,29 dan 30 tersebut.
Penjelasan akibat kepailitan pada poin 11

Putusan hakim yang dimaksud adalah segalah putusan pengadilan sebelum
putusan pailit yang berpotensi untuk mengurangi harta pailit. Penjelasan yang
demikian terdapat pada pasal 31 Undang-Undang No 37 tahun 2004.ketentuan
yang demikian ini berpotensi untuk menimbulkan keraguan mengenai kepastian
hukum yang ada di Indonesia. sehingga unsur keseimbangan hukum menjadi tidak

stabil.

Ketentuan pasal 31 Undang-Undang No 37 Tahun 2004 tersebut juga

dijelaskan bahwa, semua penyitaan sebagai akibat dari penetapan pengadilan

% Fuady, Hukum Pailit , h.65
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sebelum putusan pailit dibatalkan, bahkan menurut penjelasan butir 2 pasal 31
Undang-Undang No 37 Tahun 2004 tersebut, bahwa hakim pengawas berwenang
memerintahkan pencoretan terhadap penyitaaan tanah atau kapal yang terdaftar.
Akibat hukum yang demikian menurut penulis juga membuat keseimbangan
hukum di Indonesia Menjadi terguncang, bagaimana tidak jika suatu putusan yang
sudah memiliki kekuatan hukum saja dapat dibatalkan hanya dengan putusan
pailit yang datangnya kemudian, sehingga dimana letak konsistensi dan kepastian

hukum.

Penjelasan akibat kepailitan pada poin 12

Ketentuan mengenai uang paksa ini diatur dalam pasal 32 Undang-Undang

No 37 tahun 2004%,

Penjelasan akibat kepailitan pada poin 13

Penjelasan pasal 33 bahwa dalam hal dilanjutkannya pelelangan tersebut
tidak mengurangi harta pailit sebab hasil pelelangan tersebut tidak diberi kepada
pemohon eksekusi melainkan dikelolah oleh kurator. Namun dalam hal
dilanjutkan pelelangan harta tersebut tetap harus ada izin dari hakim
pengawas.Jika Kita lihat sekilas seolah ada pertentangan anatara pasal 31 dengan
pasal 33. Namun sebenarnya tidak, tapi justru pasal 33 tersebut memberikan
kewenagan untuk melanjutkan pelelangan tersebut dalam rangka mempercepat

pengurusan harta pailit, sehingga tidak mengandung unsur merugikan bagi hak-

*Sastrawidjaja, Hukum Kepailitan, h. 115
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hak kreditur pailit, karena uang hasil penjualan atau pelelangan tadi justru

dijadikan tambahan terhadap harta pailit.

Penjelasan akibat kepailitan pada poin 14

Salah satu akibat dari putusan pailit, sebagaimana yang terdapat pada pasal
34 desebutkan bahwa perjanjian yang bermaksud memindah tangankan hak atas
tanah, balik nama kapal, pembebanan hak tanggungan, hipotik atau jaminan
fidusia yang telah diperjanjikan terlebih dahulu, tidak dapat dilaksanakan setelah
putusan pernyataan pailit diucapkan. Amanat pasal 34 ini melarang debitur untuk
bertindak atau mentashorrufkan hartanya setelah putusan pailit dijatuhkan
padanya oleh pengadilan. Dari apa yang disebutkan oleh pasal 34 tersebut juga
terlihat bahwa harta yang memiliki nilai ekonomis tinggi menjadi prioritas utama
pada pelarangan bertindak.Pada akibat kepailitan yang demikian tidak terdapat

pertentangan dengan asas-asas kepailitan.

Penjelasan akibat kepailitan pada poin 16

Apabila sebelum putusan pailit, debitur telah melakukan tranasaksi pada
pihak lain, namun sifat dari transaksi tersebut adalah dengan penangguhan dalam
penyerahan barang (forward transaction), kemudian sebelum sempat barang
tersebut diserahkan oleh debitur pailit, putusan hakim yang menyatakan tentang
kepailitan debitur tersebut telah lebih dahulu adanya. Maka transaksi tersebut
demi hukum tidak boleh dilanjutkan (penghapusan). Hal ini sebagaimana yang
disebutkan dalam pasal 37. Sedangkan pihak kreditur pada transaksi tersebut

dapat mengajukan diri sebagai kreditur konkuren, dengan catatan jika ada alasan
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yang kuat untuk menjadi kreditur konkuren tersebut. Kemudian pada butir 2 pasal
37 disebutkan bahwa jika penghapusan perjanjian forward transaction tersebut
merugikan harta pailit, maka pihak dengan siapa debitur melakukan perjanjian

tadi wajib membayar ganti kerugian tersebut.

Penjelasan akibat kepailitan pada poin 17

Menurut pasal 38 Undang-Undang No 37 Tahun 2004, transaksi sewa yang
dilakukan oleh debitur sebelum adanya putusan pailit, dapat dihentikan baik atas
permintaaan kurator maupun atas permintaaan pihak yang menyewakan tersebut
dengan dilakukannya pemberitahuan pengakhiran sewa. Adapun hal yang perlu
diperhatikan ketika melakukan pengakhiran sewa tersebut antara lain,
pemberitahuan penghentian menurut perjajian atau menurut kelaziman dalam
jangka waktu paling sigkat 90 hari. Kemudian jika uang sewa telah dibayar lunas
diawal maka menurut pasal 38 ini sewa menyewa tidak dapat dihentikan sebelum
habisnya waktu sewa tersebut.Akibat kepailitan yang dicantumkan dalam pasal 38
ini mengandung asas keseimbangan. Karena tujuan kurator atau debitur meminta
penghentian sewa yang dilakukan oleh debitur pailit tersebut dalam rangka
menjaga hak kedua belah pihak, kurator berkepentingan agar harta pailit tidak
berkurang dengan membayar uang sewa, sedangkan pihak yang menyewakan
akan aman dari akibat tidak dibayarnya sewa tersebut. Sehingga kebolehan
melakukan penghentian transaksi sewa tersebut mengandung kemaslahatan bagi
kedua belah pihak. Asas keadilan juga tercermin dalam butir 2 pasal 38 Undang-
Undangng No 37 tahun 2004 tersebut, dimana suatu sewa yang sudah dibayar

oleh debitur diawal tidak boleh dihentikan sebelum habis waktu sewa tersebut. hal
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ini semata-mata menerapkan asas keadilan karena debitur pailit sudah
melaksanakan kewajibannnya maka pihak yang menyewakan atau kurator juga

tidak boleh menghalangi debitur pailit tersebut mengambil haknya.
Penjelasan akibat kepailitan pada poin 18

Menurut pasal 39 Undang-Undang No 37 Tahun 2004, baik pekerja atau
kurator berhak memutuskan hubungan kerja. Namunpemutusan hubungan kerja
tersebut dilakukan dengan syarat melakukan pemberitahuan terlebih dahulu dalam
waktu tertentu (baik berdasarkan perjanjian kerja, berdasarkan undang-undang
ketenagakerjaan maupun dalam jangka waktu yang ditentukan oleh pasal 39
Undang-Undang No 37 Tahun 2004 ini , yaitu 45 hari. Kemudian mengenai upah
pekerja tersebut baik yang belum dibayar sebelum pernyataan pailit maupun yang

belum dibayar sesudah pernyataan pailit menjadi tanggungan harta pailit.
Penjelasan akibat kepailitan pada poin 20

Pada pasal 40 Undang-Undang No 37 Tahun 2004, dijelaskan bahwa warisan
yang jatuh pada debitur pailit pada saat kepailitan, tidak boleh diterima oleh
kurator jika warisan tersebut berpotensi merugikan harta pailit, sedangkan untuk
menolak warisan tersebut kurator harus mendapat izin dari hakim pengawas
sedangkan untuk menerima warisan tersebut tidak disyaratkan adanya izin dari

hakim pengawas.’

Penjelasan akibat kepailitan pada poin 21

®Sastrawidjaja, Hukum Kepailitan, H. 119
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Manakala debitur telah melakukan pelunasan utangnya kepada kreditur
tertentu sebelum adanya putusan pailit terhadap debitur,maka berdasarkan butir 1
pasal 46 Undang-Undang No 37 Tahun 2004, maka pembayaran tersebut tidak
dapat diminta kembali. Kemudian pada butir 2 pasal 46 ada pengecualian, yaitu
dapat diminta kembali pembayaran termasuk terhadap uang hasil penjualan surat
berharga tersebut jika memang dapat dibuktikan bahwa pada waktu penerbitan
surat surat pengganti atau surat atas tunjuk tersebut, yang bersangkutan
mengetahui bahwa permohonan pernyataan pailit debitur sudah didaftarkan, atau
penerbitan surat tersebut sebagai akibat dari persekongkolan antara debitur dan
pemegang pertama. Akibat pailit yang demikian menurut penulis tidak ada yang

bertantangan dengan asas-asas kepaiitan.

Penjelasan akibat kepailitan pada poin 22

Kebolehan mengenai rekan debitur pailit ini mengompensasikan utang
dengan keuntungan debitur pailit tersebut, dinyatakan dalam pasal 54. Pada poin
ini terdapat suatu yang wajar dan rasional, karena jika rekan debitur pailit
diwajibkan membayar secara penuh bagian keuntungan debitur pailit, kemudian
mengenai utang debitur pailit tersebut rekan debitur pailit harus menunggu proses
pembagian dan pemberesan yang dilakukan oleh kurator, maka akan sangat tidak

efektif.

Penjelasan akibat kepailitan pada poin 23

Pada pasal 61 Undang-Undang No 37 Tahun 2004 disebutkan bahwa kreditur

yang mempunyai hak untuk menahan benda milik debitur, tidak kehilangan hak
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karena ada putusan pernyataan pailit. Ada nuansa menjanggal pasal 61 ini akan
sangat tidak adil jika kita bandingkan dengan pasal 31 yang mana pada ketentuan
pasal 31 tersebut dinyatakan bahwa putusan pailit dapat membatalkan putusan
pelaksanaan pengadilan yang sebelumnya. Logikanya adalah kenapa putusan
pengadilan sebelum kepailitan yang merupakan hasil usaha dari para pencari
keadilan dapat dikalahkan oleh putusan pailit , sedangkan hak retensi kreditur
dalam menahan aset debitur tidak bisa dibatalkan oleh putusan pailit, bukankah
proses untuk dilaksanakan putusan pengadilan sebelum kepailitan itu lebih layak
didahulukan, karena dihasilkan dengan mengikuti prosedur hukum lewat jalur
litigasi. Namun jika kita melihat konsep keadilan dalam skala yang relatif sempit,
yaitu antara kreditur dan debitur, mungkin pasal 31 tersebut dapat kita katakana
adil, karena bagaimanapun juga penahanan yang dilakukan kreditur tersebut

semata-mata dalam rangkah menjamin haknya agar tidak buat curang oleh debitur.

Penjelasan akibat kepailitan pada poin 24

Substansi dari apa yang diamanatkan oleh Pasal 93 Undang-Undang No. 37
Tahun 2004 tersebut tidak lain hanya sebagai fasilitas bagi para pihak (kecuali
debitur pailit) dalam perkara kepailitan dalam rangka mengatasi masalah tidak
koperatif nya debitur pailit. Fasilitas tersebut bisa digunakan dengan catatan
disetujui oleh hakim pengawas.Kemudian biaya penahanan tersebut dibebankan
kepada harta pailit. Mengenai waktu penahanan menurut butir 2 pasal 93, adalah
paling lama 30 hari, dapat diperpanjang berdasarkan permintaan para pihak dan
atas persetujuan hakim pengawas.Dapat disimpulkan bahwa akibat kepailitan

yang demikian tidak bertentangan dengan asas-asas kepailitan.
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Penjelasan akibat kepailitan pada poin 25

Pasal 94 disebutkan bahwa pengadilan berwenang melepas debitur pailit dari
tahanan atas usul hakim pengawas atau atas permohonan debitur pailit, dengan
jaminan uang dari pihak ketiga, bahwa debitur pailit setiap waktu akan
menghadap atas penggilan pertama. Kemudian pada butir 2 pasal 94 juga
disebutkan bahwa jumlah uang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat 1
ditetapkan oleh pengadilan dan apabila debitur pailit tidak datang menghadang,

uang jaminan tersebut menjadi keuntungan harta pailit.
Penjelasan akibat kepailitan pada poin 26

Larangan untuk meninggalkan tempat kediaman bagi seseorang disebut
dengan istilah pencekalan. Dalam kaitanya dengan akibat kepailitan pada pasal
97 disebutkan bahwa izin dari hakim pengawas bagi debitur pailit sangatlah
penting terutama mengenai keluarnya debitur pailit dalam meninggalkan
domisilinya. Bahkan debitur pailit tidak boleh meninggalkan domisilinya tanpa
izin dari hakim pengawas.’® Pencekalan ini merupakan bentuk lain dari kehati-
hatian yang berlebihan, karena jika debitur pailit dilarang bergerak bebas,
sedangkan keadaan debitur pailit memerlukan ruang yang luas untuk berusaha
secara legal dan halal dalam rangka menyelesaikan hutang-hutangnya. Namun
jika debitur pailit dicekal maka ruang geraknya terbatas sehingga kemungkinan
baginya untuk bangkit dari kejatuhan ekonominya menjadi terhalang oleh

pencekalan tersebut. Dari sisi asas kepailitan pencekalan ini menurut penulis asas

96Fuady, Hukum Pailit dalam... h. 75
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kelangsungan usaha tidak diterapkan di sini, karena jika debitur pailit dicekal

maka ruang untuk melanjutkan usahanya menjadi terhambat.
Penjelasan akibat kepailitan pada poin 27

Salah atu akibat dari putusan pailit adalah harta pailit dapat disegel,
penyegelan mempunyai arti penting dalam mengamankan harta pailit, dari sisi
fungsinya segel bisa berfungsi sebagai tanda bahwa harta tersebut dalam wilayah
pengamanan, kemudian dari sisi akibatnya membuka segel secara illegal adalah
termasuk tindakan pidana. Dalam Undang-Undang No 37 Tahun 2004 masalah
segel ini diatur oleh pasal 99.Dalam pasal tersebut dijelaskan mengenai siapa yang
berwenang untuk mengajukan penyegelan, pihak mana yang harus dimintai
persetujuan, serta pihak mana yang berwenang melakukan penyegelan, serta pihak
mana yang berwenang menjadi saksi penyegelan harta pailit tersebut.®’Fasilitas
segel yang diberikan oleh Undang-Undang no 37 Tahun 2004 tersebut secara

substansi tidak bertentangan dengan asas-asas kepailitan.
Penjelasan akibat kepailitan pada poin 28

Salah satu akibat kepailitan adalah adanya kewenangan bagi kurator untuk
membuka surat dan telegram yang dialamatkan kepada debitur pailit, apalagi yang
berkaitan dengan harta pailit. Dalam Undang-Undang No 37 Tahun 2004, hal ini
diatur dalam pasal 105. Kemudian pada penjelasan pasal 105 disebutkan bahwa
berdasarkan pasal 24 dan pasal 69, sejak putusan pailit diucapakan semua

wewenang debitur untuk menguasai dan mengurus harta pailit termasuk

97Fuady, Hukum Pailit dalam... h. 75



88

memperoleh keterangan mengenai pembukuan, catatan, rekening bank, dan
simpanan debitur dari bank yang bersangkutan beralih kepada kurator.Menurut
penulis akibat kepailitan yang demikian ini tidak bertentangan dengan asas-asas

kepailitan.

Penjelasan akibat kepailitan pada poin 29

Pada saat seseorang dinyakan pailit maka pada saat yang bersamaan kurator
memiliki kepentingan dalam rangka menunaikan keawajibannya untuk
mengamankan harta pailit tersebut untuk kemudian dilakukan pengurusan dan
pemberesan dalam rangka memberikan hak para pihak kreditur. Dalam Undang-
Undang No 37 Tahun 2004, masalah kewajiban mengamankan barang-barang

berharga milik debitur pailit ini dijelaskan dalam pasal 108.

Penjelasan akibat kepailitan pada poin 30

Menurut bunyi butir 2 pasal 108 Undang-Undang No 37 Tahun 2004, uang
tunai yangtidak diperlukan untuk pengurusan harta pailit, wajib disimpan oleh
kurator di bank kepentingan harta pailit setelah mendapat izin hakim
pengawas.Sehingga sebagai konsekwensi logis dari adanya kewajiban menyimpan
di bank tersebut, maka wajib juga bagi kurator untuk membuka rekening khusus
untuk menampung harta debitur pailit tersebut.Hal yang demikian ini juga tidak

ada unsur yang bertentangan dengan asas-asas kepailitan.

Penjelasan akibat kepailitan pada poin 31
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Dalam hukum Kkepailitan penyanderaan merupakan suatu yang harus
dimintakan terlebih dahulu ke pengadilan oleh pihak yang berkepentingan
sedangkan pencekalan berlaku demi hukum, dalam Undang-Undang No 37 Tahun
2004, ada beberapa pasal yang berisi tentang ketentuan mengenai penyanderaan
dan pencekalan ini, diantaranya pasal 93,94, 95, 96 dan pasal 97. Dalam hal
debitur adalah badan hukum, menurut pasal 111 bahwa ketentuan mengenai
penyanderaan dan pencekalan tersebut hanya berlaku terhadap pengurus badan
hukum tersebut, sedangkan kewajiban untuk menghadap hakim pengawas,
kurator, atau panitia kreditur apabila diperlukan jika debitur pailit dipanggil untuk
itu.®®Akibat yang demikian ini tidak bertentangan dengan asas-asas kepailitan

yang dijadikan prinsip oleh Undang-Undang No 37 Tahun 2004.
Penjelasan akibat kepailitan pada poin 32

Keputusan pailit bisa dikatakan bersifat serta merta , hal ini dikarenakan
putusan pengadilan tingkat pertama dalam perkara kepailitan dapat langsung
dijalankan walaupun dalam putusan tersebut dilakukan upaya hukum. hal ini
sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 92 Undang-Undang No 37 Tahun
2004. Begitu juga putusan-putusan lain yang berkenaan dengan kepailitan, yakni
putusan yang berkenaan dengan pengurusan dan pemberesan harta pailit juga
mempunyai kekuatan serta-merta. Dalam hal eksekusi harta pailit setelah ada
putusan pada tingkat pertama, terlihat adanya masalah wibawa hukum disana,
karena jika masih ada upaya hukum yang dilakukan oleh pihak yang tidak puas ,

sedangkan putusan ditingkat pertama langsung dieksekusi, kemudian bagaimana

% Fuady, Hukum Pailit dalam, h. 76
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jika misalnya upaya hukum tersebut dimenangkan di tingkat yang lebih tinggi, hal
ini memberi kesan bahwa seolah-olah efisiensi pada penyelesaian perkara

semacam ini kurang.
Penjelasan akibat kepailitan pada poin 33

Beberapa tindakan debitur atau direksi dan komisaris dari perusahaan pailit
atau perusahaan yang segera akan pailit, dapat dikenakan pidana yang tergolong
ke dalam perbuatan pidana merugikan kreditur atau orang yang mempunyai hak
(XXVI) dari Buku Kedua KUH Pidana, yaitu terhadap tindakan-tindakan tertentu
yang dapat merugikan kreditur, seperti peminjaman uang, pengalihan aset,
membuat pengeluaran yang sebenarnya tidak ada, tidak membuat catatan-catatan
yang diwajibkan, atau pada masa verifikasi piutang mengaku adanya piutang yang
sebenarnya tidak ada atau memperbesar jumlah piutang. Ancaman penjara
terhadap masing-masing tindak pidana tersebut beraneka ragam bergantung pada
pasal mana yang dilanggar, yaitu mulai dari ancaman pidana 1 tahun 4 bulan
penjara. Jadi ini memang bukan main-main.Lihat pasal 396-400 KUH
Pidana.Sementara itu, dalam hubungannya dengan penundaan kewajiban

pembayaran utang, pidananya ada dalam pasal 520 KUH Pidana.

Walaupun dalam Undang-Undang No 37 Tahun 2004 tidak dijelaskan akibat
pidana, namun akibat kepailitan yang terkahir ini perludicamtumkan dalam rangka
mempertegas bahwa pelanggaran terhadap ketentuan yang ada pada bagian

tertentu dari Undang-Undang No 37 Tahun 2004, bisa mengakibatkan pidana.

*Fuady, Hukum Pailit dalam, h. 78
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C. PRINSIP TAFLIS MENURUT HUKUM ISLAM

Dalam nash (al-qur’an atau hadis) masalah taflis dibicarakan secara garis

besarnya saja, sebagaimana hadis berikut ini :

1004 '3a) 3gd Couldlih 3 Mo 4y alla &3 b
Artinya : “Barangsiapa menemukan barangnya benar-benar berada pada orang
yang jatuh pailit atau bangkrut maka ia lebih berhak terhadap barang tersebut
daripada orang lain".

Redaksi hadis tersebut, menunjukkan bahwa dalam Islam mengenai
muamalah nash hanya sebagai garis besar (ide dasar) dan nilai-nilai universal
yang ada dalam Islam juga digunakan sebagai pedoman dalam bermuamalah,
sehingga dalam menetapkan hukum tentang muamalah, disamping harus
menjadikan dalil parsial sebagai ide dasar dalam beristimbath, nilai universal
yang bersumber dari Islam juga perlu dijadikan sebagai bahan pertimbangan,
disamping harus mengetahui model muamalah tersebut secara komprehensif.

Perkembangan zaman yang diikuti oleh perkembangan keadaan pasar (model
muamalah) membuat umat Islam juga harus berada dalam wilayah kesimbangan,
yaitu suatu keadaan dimana umat Islam harus bisa menjadikan perkembangan
zaman tersebut sebagai peluang , dan disisi lain menuntut umat Islam harus tetap
berpegang teguh dengan prinsip Islam  yang dijadikan sebagai tuntunan
hidup.Kemudian ada juga ayat al qur’an yang menyatakan bahwa Islam adalah

agama yang sempurnasebagaimana yang terdapat pada firman Allah SWT :

190 ghohih Muslim. Jilid 4. Damaskus : Maktabah Daarul fiiha; : 221
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Arinya : “pada hari Ini telah Aku sempurnakan agamamu untukmu , dan telah
Aku cukupkan kepada nikmat-Ku bagimu, dan telah Aku ridai Islam sebagai

agamamu’*®

Kesempurnaan agama Islam tersebut menuntut Islam sebagai agama dalam
hal inisebagai tuntunan dalam berbisnis atau muamalahuntuk dapat menjawab
persoalan yang berkembang seiring berkembangnya zaman. Jika umat islam
hanya mengandalkan figh yang notabenya sebagai hasil ijtihad ulama klasik
sebagai pedoman dalam kehidupan khususnya bisnis di abad modern ini, maka
akan kelihatan sangat kaku sekali, hal ini bukan tanpa alasan, karena salah satu
yang menjadi pertimbangan para ulama terdahulu dalam berijtihad adalah kondisi
dan situasi di zaman tersebut. Sehingga tidak memungkinkan bagi para ulama
terdahulu untuk menuliskan secara lengkap mengenai hukum permasalahan yang
bakal dihadapi oleh para generasi berikutnya.Sebagai suatu contoh pada masa
mujtahid mutlak seperti Imam Syafi’l, isu tentang taflis sempat beliau bahas
dalam kitabnya yakni al-umm, namun pada zaman tersebut kondisi subjek hukum
hanya dikenal berupa individu, sedangkan untuk subjek hukum seperti badan
usaha yang berbentuk badan hukum belum ada. Oleh karena itu dalam menangani
masalah hukum dalam muamalah khususnya masalah taflis maka perlu adanya

suatu pedoman umum (asas)yang menjadi pegangan bagi umat islam untuk tetap

101 s, Al-Maidah (5) : 3
192 Departemen Agama RI, Qur’an Tajwid, h.107
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eksis dalam merespon dan menciptakan hal yang baru dalam dunia muamalah
tanpa harus keluar dari jalur syariah. Pedoman umum tersebut dikenal dengan

istilah “asas kebolehan” yang lahir dari sebuah kaidahfigh'®® :
104lgay 2l Ao Juda Ja of Y1 daly) Aalaall B JuaY)

Dalam Islam, khususnya pada wilayah yuridis manusia diperintahkan taat
kepada tiga hal.pertama, taat kepada Allah, kedua taat kepada Rasul dan ketiga
taat kepada ulil amri. Hal ini sebagaimana yang terdapat dalam firman Allah

berikut ini :

£

1998w AT U315 U T pmably A7 1 ndol Tt il €20

Artinya : “ wahai orang-orang yang beriman ! Taatilah Allah dan taatilah Rasul

(Muhammad), dan ulil amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu*®

Sehingga bagi umat islam ada pihak yang berwenang mewujudkan peraturan
yang terkait dengan orang banyak/muamalah yaitu ulil amri, karena ulil amri
pihak yang memiliki kewenagan dalam mengatur urusan umat/urusan orang
banyak. Begitu juga di sisi ulil amri harus didampingi oleh para ulama yang
notebenya sebagai pihak yang memiliki kapasitas dalam masalah hukum islam.

Sehingga jika sudah terkumpul antara kapasitas dan legalitas maka tidak ada

103 Kaidah tersebut tentu diambil dari semangat yang ada dalam nash
194 Djazuli, Kaidah-Kaidah Fikih, h. 130

105 3S. An-Nisa’ (4) : 59

196 Departemen Agama RI, Qur’an Tajwid, h.87
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alasan lagi bagi umat untuk melanggar regulasi tentang muamalah tersebut,
khususnya regulasi tentang taflis.Namun bagi para ulama dan umaro’ tadi ada hal
yang harus diperhatikan dalam menetapkan suatu peraturan tentang kepailitan

yaitu unsurkemaslahatan yang terkandung dalam suatu peraturan tersebut.

Tentu kemaslahatan yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam.Dalam
kontek taflis, peraturan tentang taflis merupakan suatu upaya untuk memudahkan
dalam menyelesaikan perkara taflis di masyarakat dalam rangka menghindari
keributan antara kreditur dan debitur. sehingga ada kemaslahatan yang bisa

dipetik dari peraturan tersebut. Jika kita hubungkan urgensi peraturan tentang
taflis dengan salah satu teori magosid syariah, yakni menjaga harta (Jted) Jads),

maka peraturan kepailitan ini merupakan suatu sarana dalam menjaga harta
manusia (baik bagi debitur maupun bagi kreditur) dalam bermuamalah sehingga

tercipta suasana muamalah yang teduh dalam masyarakat.

Secara umum segalah sesuatu yang berguna dalam rangka mewujudkan
maqosid syariah merupakan kemaslahatan, termasuk suatu peraturan yang
disahkan oleh negara, dalam hal ini undang-undang tentang taflis.Sehingga pada
poin ini dapat disimpulakan bahwa asas kemaslahatan berperan penting dalam
setiap regulasi yang bersumber dari ajaran Islam. Asas kemaslahatan dalam Islam
juga harus disandingkan dengan asas yang lain dalam rangkah memastikan
kemurnian maslahah yang dilahirkan oleh asas tersebut. Terkait dengan asas yang

perlu bersanding dengan asas kemaslahatan, ada kaidah sebagai berikut :
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070 3 ol

Artinya : “ Kemudharatan harus dihilangkan”.

Kaidah di atas dikenal dengan istilah asas menolak mudhorot.Dalam istilah
yang terdapat pada ilmu hukum, asas menolak mudhorot ini sebenarnyalebih
mirip kepada fungsi hukum itu sendiri.Dimana salah satu fungsi hukum adalah

sebagai kontrol sosial.

Mengenai hal ini Prof Dr.H.Zainudin Ali, M.A mengggambarkan dalam
bukunya yang berjudul filsafat hukum, bahwa dalam setiap kelompok masyarakat
selalu ada permasalahan sebagai akibat perbedaan antara yang ideal dan
aktual,antara yang standar dan yang praktis,antara yang seharusnya atau yang

diharapkan untuk dilakukan dan apa yang dalam kenyataan dilakukan®.

Penyimpangan nilai-nilai ideal dalam masyarakat seperti ketidakmampuan
membayar hutang, sengaja tidak mau membayar hutang atau bahkan mengambil
manfaat dari proses hutang piutang dengan cara mendzholimi pihak yang
dihutangi.Semua bentuk penyimpangan tersebut harus ditolak melalui regulasi
yang disahkan oleh penguasa. Perlunya peran penguasa dalam masalah regulasi
kepailitan ini adalah untuk membuat hukum tersebut berwibawa dan memiliki

konsekwensi mengikat secara umum dan dapat dieksekusi.

97Djazuli, Kaidah-Kaidah Fikih, h. 33
108 Zainudin Ali, Filsafat Hukum, (Jakarta : Sinar Grafika, 2006), h. 90.
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Sehingga pada poin ini dapat disimpulkan bahwa asas menolak mudhorot
juga sangat diperlukan dalam setiap regulasi yang bersumber dari hukum Islam,

khususnya regulasi tentang kepailitan.

Jika kepailitan sebagai akibat dari adanya interkasi sosial dalam
bermuamalah, maka sebenarnya hal yang perlu diperhatikan dalam setiap interkasi
muamalah adalah keseimbangan antara hak dan kewajiban para pihak yang
terlibat dalam interaksi tersebut. Kesimbangan tersebut dapat dijamin jika adanya
unsur perlindungan terhadap hak setiap pelaku yang terlibat dalam
muamalah.Karena taflis merupakan akibat dari transaksi muamalah maka dalam
peraturan atau regulasi tentang taflis dalam islam mengacu kepada asas
perlindungan hak. Karaena islam menjamin hak setiap orang, hal ini sebagaimana

yang terdapat dalam firman Allah berikut ini :

Gy b el W ) 1 10585 Yl S5 ST50) KT Y3
09 4 galis 205 WSYG T Jrsal O

Artinya : “Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan
jalan yang bathil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu
kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan
sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu

mengetahui”.**°

Sehingga dalam kahazanah hukum Islam ada perhatian khusus terhadap
perlindungan harta ini, yang dalam maqosid syariah disebut dengan

istilahmenjaga harta. Dalam rangka menerapkan eksistensi magosid syariah

109 S, Al-Bagarah (2) : 188.
119 Departemen Agama RI, Qur’an Tajwid, h.29
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mengenai menjaga harta tersebut suapaya terbebas dari gangguan dari pihak lain,
maka perlu disusun suatu regulasi yang khusus yang mengatur tentang
taflis.Regulasi yang dimaksud bukan dalam bentuk figh yang mempunyai potensi
perbedaan, namun lebih kepada suatu ketentuan layaknya undang-undang yang
memiliki nilai mengikat, memaksa, dan harus ditaati, sehingga dalam penetapan
regulasi tersebut perlu legitimasi dari pihak yang berkompeten dan berwenang
atau yang memiliki kapasitas dan otoritas, dalam hal ini para ahli hukum dan

penguasa.

Dari uraian mengenai Asas-asas kepailitan dalam hukum Islam diatas dapat
diambil kesimpulan bahwa dalam hukum Islam setidaknya ada beberapa asas
yang perlu dijadikan pedoman dalam menetapkan suatu regulasi tentang taflis.
Asas-asas tersebut anatara lain : 1. Asas kebolehan, 2. Asas kemaslahatan, 3. Asas

menolak mudhorot dan 4. Asas perlindungan hak.

D. PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP KEPAILITAN DALAM HUKUM

ISLAM

Untuk melakukan penelitian mengenai bagaimana penerapan prinsip
kepailitan dalam hukum Islam, terlebih dahulu perlu penulis jelaskan apa itu
hukum, Islam. Karena terkadang untuk memberikan definisi yang pas dalam
rangka mendeskripsikan apa itu hukum Islam secara komprehensif bukanlah hal
yang mudah, sering kita terjebak dengan Istilah hukum Islam itu sendiri. Dalam

hukum Islam itu terdapat syariah, juga figh, sedangkan syariah dan figh memliki
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karakter yang tidak sama persisis, dalam hubungannya syariah sebagai sumber
dan landasan figh sedangkan figh merupakan pemahaman terhadap syariah yang
dinalar oleh para mujtahid.Syariah juga bisa diesebut dengan istilah Islamic law,

sedangkan figh lebih tepat disebut dengan Islamic jurisprudence.™!

Dari gambaran dia atas dapat diambil definisi bahwa yang disebut dengan
istilahhukum Islam adalah segalah macam bentuk regulasi yang sumbernya dari
ajaran Islam baik itu berbentuk figh,syariah ataupun berbentuk selain figh dan
syariah yang disahkan oleh pihak yang memiliki kewenangan dan kapasitas
menurut ajaran Islam yaitu ulil amri dan para ulama. Pada penulisan ini digunakan
salah satu aliran mazhab figh (yang mewakili hukum Islam) sebagai objek
penelitian dalam rangka untuk mengetahui bagaimana penerapan prinsip-prinsip
kepailitan dalam hukum Islam.Adapun mazhab figh yang digunakan sebagai

objek penelitian tersebut adalah figh syafi’l.

Dalam kitab al-umm, pembahasan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan
kepaiitan ini dikulifikasikan dalam 3 tema besar, yaitu iflas, hajr, dan sulh ,

namun pada penelitian ini hanya difokuskan pada masalah iflas (taflis) saja.

Pembahasan tentang taflis atau iflasdiawali oleh imam syafi’l dalam kitab al-
umm dengan mencantumkan beberapa hadis yang disertai dengan sanadnya,
dimana hadis tersebut berkaitan dengan taflis. Metode mendahulukan dalil naqli
semacamini merupakan ciri khas para ulama figh dalam menetapkan hukum yang

diambil dari dalil yang terperinci.

1 zainudin, Filsafat Hukum, h. 64
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Adapun redaksi hadis-hadis yang dikemukakan iman syafi’l dalam kitab al-

ummtersebut antara lain seperti :**?

4 Al sgd adimy alla Ja ) & ald Guld] eyl

Artinya : “siapapun yang jatuh iflas, lalu orang mendapatkan hartanya sendiri

pada orang itu, maka dia lebih berhak dengan harta itu”
) sgd udd) 8 Ja ) dis Al Al &) (a

Arinya : “ Barang siapa mendapati hartanya itu sendiri pada seseorang yang

telah jatuh pailit, maka dia lebih berhak dengan harta itu”.

Dari hadis-hadis tersebut Imam Syafi’l mengeluarkan beberapa ketentuan

figh, yang substansinya kurang lebih sebagai berikut :
1. Kepailitan yang berhubungan dengan jual

Dalam kitab al-umm Imam syafi’l membahas masalah taflis dalam beberapa
kaitan, namun yang pertama beliau kaitkan masalah taflis ini dengan jual beli,
berikut ini ada beberapa substansi ketentuan mengenai hubungan taflis dengan
jual beli yang penulis anggap perlu untuk dicantumkan dalam penulisan ini, antara

lain

a. Apabila terjadi jual beli yang tidak tunai antara penjual dan pembeli,

kemudian pembeli jatuh taflisdan pada saat yang sama pembeli

112° Al Imam Muhammad bin Idris as-syafi’I ,Al-Umm (Pdf jilid ke 4), (Al-Mankurah : Percetakan
Daarul wafaai’, 2001) h. 414.
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tersebut justru belum membayar harga barang yang ia beli tadi,
kemudian penjual barang tersebut menemukan bahwa barang
jualannya tadi masih ada pada pembeli, maka penjual lebih berhak
untuk mendapatkan barangnya itu tadi dibandingkan dengan kreditur
yang lainnya. Menurut imam Syafi’l dasar kewenangan penjual
tersebut untuk lebih berhak mengambil hartanya pada orang yang pailit
tadi  adalah karena penjual tersebut berhak merombak atau

membatalkan akad jual beli tadi jika ia kehendaki.*"*

Dari substansi ketentuan tersebut ada poin penting yang perlu digaris
bawahi yaitu hukum Islam dengan tegas menyatakan perbedaan mendasar
antara hutang dengan jual beli yang tidak tunai.Perbedaan tersebut
berimplikasi pada tingkat prioritas kreditur yang perlu didahulukan pada saat
debitur jatuh pailit. Dari penjelasan tersebut juga nampak jelas bahwa asas
menolak mudharat diterapkan, yaitu lebih baik membatalkan pejualan jika
barang jualan tadi masih ada pada orang yang iflas, daripada melanjutkan

penjualan yang berpotensi menimbulkan mudharat.

b. Apabila terjadi penjualan budak yang tidak tunai antara penjual dan
pembeli, dimana pada saat penjualan, budak tersebut masih kecil,
belum berilmu (belum memiliki skill khusus), kemudian setelah di
tangan pembeli budak tersebut tumbuh besar, berilmu sehingga

memiliki nilai jual yang lebih tinggi dari sebelumnya, kemudian

13 Al imam abi Abdullah Muhammad bin Idris as-syafi’I, Al Umm (Kitab Induk) jilid V, terj.
Ismail Yakub, (Kuala Lumpur : victory Agencie) h. 37
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pembeli tadi jatuh iflas, sedangkan harga budak tesebut belum dibayar,
maka penjual tersebut lebih berhak mengambil kembali budak tersebut
dibanding kreditur yang lain, karena itu merupakan hartanya.
Sedangkan dalam hal budak tersebut mengenakan pakaian yang bagus
atau perhiasan yang berharga maka pakaian dan perhiasan yang
berharga tersebut adalah termasuk harta pailit yang menjadi hak para

kreditur (selain penjual budak)."**

Disini juga nampak bahwa sudah diterapkannya asas perlindungan hak, di
satu sisi hak penjual tadi belum dipenuhi oleh pembeli, dan disisi lain pembeli tadi
sudah bertindak terhadap objek jual beli (mengajarkan budak). Maka ketika terjadi
pembatalan yang dilakukan oleh penjual maka pembeli tidak boleh mengambil
hasil dari jerih payahnya tadi mengajarkan budak itu, dengan cara melukai atau
menyakiti budak tersebut. Hal ini dikarenakan budak tersebut adalah hak penjual

yang harus dilindungi.

Dari gambaran tersebut, Imam syafi’l telah berfikir lebih maju tentang
ketentuan iflas, namun model penalaran beliau tersebut tetap berpegang teguh
pada prinsip Islam yaitu unsur kejelasan akad, dalam hal ini hubungan antara
penjual budak dengan si muflis adalah jual beli, sehingga ketika pembayaran tidak
dilakukan oleh pembeli sedangkan objek jual beli tersebut sudah diserahkan oleh
penjual, maka ketika objek tersebut masih ada penjual berhak melakukan
pembatalan akad jual beli tersebut sekaligus menarik kembali objek jual beli tadi

menjadi harta miliknya. Selain itu juga Imam syafi’l menggambarkan ada

14 As-syafi’T,al umm, h. 39
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kemungkinan bertambahnya nilai objek jual beli tersebut ketika sudah sampai
pada tangan pembeli yang jatuh muflis tadi, sehingga menurut beliau sesuatu
tambahan yang sifatnya memiliki nilai ekonomis tapi sifatnya masih menyatu
dengan objek jual beli tadi (seperti budak yang sudah memiliki skill) maka itu
tetap dianggap milik penjual, sedangkan nilai ekonomis yang terpisah dari objek
jual beli tadi (seperti hiasan, pakaian yang dipakai oleh budak) maka itu bukan
hak penjual tadi tapi sudah menjadi hak pembeli, karena menurut beliau bahwa
tambahan yang terpisah pada objek jual beli tadi adalah hasil perbuatan manusia.
Imam syafi’l mempertegas pendapatnya dengan mencontohkan seorang budak
perempuan sebagai objek jual beli, ketika terjadi jual beli budak perempuan
kemudian si pembeli jatuh taflis, sedangkan budak perempuan tersebut sudah
melahirkan beberapa anak, maka yang boleh diambil oleh penjual tadi hanya
budak perempuan (objek jual beli) karena itu adalah haknya, sedangkan anak-anak
dari budak perempuan tadi sudah menjadi hak pembeli. Karena ketika penjual
melakukan pembatalan akad maka dikembalikan pada asal akad tersebut yaitu
objek akad hanya pada budak perempuan tadi, sedangkan anak-anak budak

perempuan tadi tidak masuk dalam asal objek akad.'*

Kemudian belaiu juga menyinggung jika objek jual beli tersebut adalah dalam
partai yang terpisah.'®Partai yang terpisah yang beliau maksud kemungkinan
besar seperti contoh misalnya onta 12 ekor yang dibeli oleh muflis kepada penjual
dengan cara tidak tunai, dan yang masih ada hanya 10 ekor, maka penjual berhak

mengambil 10 ekor tersebut karena itu hartanya sendiri, dan sisanya yang 2 ekor

15 As-syafi’l, Al-umm,h. 40
18 As-syafi’T Al-umm, h. 41
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lagi diambil harganya dari harta pailit.Dari ketentuan tersebutdapat disimpulkan
bahwa, Imam syafi’l sudah menerapkan asas keadilan, yaitu beliau
mengutamakan mana yang diutamakan oleh nash dan beliau juga memberi apa
yang seharusnya diberi. Dalam hal ini yang diutamakan oleh nash adalah barang
yang masih ada ditangan muflis, yang paling berhak adalah yang punya barang
sehingga ia patut diutamakan, sedangkan ketika barangnya tersebut ada yang
kurang maka yang punya barang juga berhak meminta penggatian dari harta
muflis. Dari gambaran ketentuan tersebutjelas bahwa mengambil kembali barang
objek jual beli yang masih ada bagi pembeli hanyalah sebagai hak, bukan

kewajiban atau keharusan.

Pada masalah ini juga sudah diterapkan asas keadilan dan menghilangkan
mudharat. Mengambil kembali onta yang yang masih ada tersebut demi menolak
mudhorat yang lebih jauh lagi yaitu tidak dibayar semua. Sedangkan mengambil
harga dari harta pailit terhadap sisa onta tadi merupakan bentuk keadilan

sekaligus perlindungan hak bagi penjual.

2. Pailit dan pengonsian (perserikatan)

Dalam kitab al-umm ada disinggung mengenai hubungan iflas dan
perserikatan, pada al-umm tersebut imam syafi’l menyatakan (secara substansi)
pada saat anggota dari orang yang berserikat jatuh taflis, maka anggota yang lain

tidak menanggung atau tidak ikut taflis juga, kemudian beliau mengecualikan jika
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pada saat berhutang orang yang taflis tadi mengatasnamakan hutang bersama

dengan kongsinya.**’

Dalam masalah ini juga diterapkan asas keadilan, karena jika rekan kongsi
tersebut mengizinkan berarti ridho sedangkan jika ridho dengan sesuatu harus

ridho juga dengan akibatnya sebagaimana yang terdapat dalam kaidah figh:

18450 A gidlay Ly ;i Lia )

Dari tulisan beliau dalam kitab al-umm tersebut juga dapat kita ambil
kesimpulan bahwa konsep badan hukum sudah mulai muncul dalam konsep imam
syafi’l namun dalam bentuk yang masih sederhana, dalam artian belum ada
pemisahan secara jelas antara harta anggota perserikatan dengan harta bersama
perikatan. Tapi kendatipun demikian konsep akibat perizinan dengan anggota
serikat dalam hal berhutang dengan pihak ke tiga sudah mulai muncul dalam kitab
al-umm.Menurut penulis karena perizinan berkaitan dengan pengawasan dan
tanggung jawab maka secara tidak langsung Imam syafi’l sudah mulai
mengemukakan secara lebih maju tentang konsep perserikatan yang meliputi

beberapa dimensi (pailit, akibat tindakan ekonomi, tanggung jawab, pengawasan).
3. Pailit dan Etika eksekusi Utang

Mengenai etika eksekusi hutang ini Imam Syafi’l menyertakan dengan

beberapa dalil diantaranya :

W As-syafi’T,Al-umm, h. 44-45
118 Adib Bisri, Risalah gawaid figh, (kudus : Menara kudus,1977) , h. 47
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Artinya : “Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah
tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedakahkan ( sebagian atas semua

utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui’*?°

Kemudian beliau Imam Syafi’l Menyertakan sebuah hadis Rasulullah SAW

tentang kezholiman orang kaya yang menunda hutang.

Dari dua dalil tersebut seolah-olah beliau melakukan kompromi, dimana pada
satu sisi kita perlu memberi kelapangan pada orang yang berhutang ketika mereka
dalam kesempitan, kemudian disisi lain kita tidak boleh menunda membayar
hutang ketika kita sudah mampu. Beliau menyatakan bahwa orang yang jatuh
pailit itu tidak termasuk dalam katagori yang orang yang sengaja menunda hutang.
Maka menurut beliau tidak boleh memaksa orang muflis untuk membayar
hutangnya dengan memperkerjakan tubuhnya, karena yang pailit adalah hartanya,
kemudian Imam Syafi’l juga mengemukakan bahwa dalam hal mengeksekusi

harta muflis, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan : ***

a. harus disisahkan harta tersebut bagi si muflis seukuran kebutuhan makan

dan minumnya pada hari eksekusi tersebut.

119 S, Al-Bagarah (2) : 280.
120 Aplikasi Al-Qur’an Android H.47
121 As-syafi’T,Al-umm, h. 45-46
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b. Dalam hal pembagian harta tersebut memerlukan pada penahanan si
muflis, maka harus diberikan kepada muflis sandang, pangan dan papan

dari hartanya sampai selesai pemberesan harta taflis tersebut.

Pada poin ini juga terlihat bahwa asas menolak mudharat tersebut tidak hanya
ditujuhkan pada orang yang menghutangkan, namun pada orang muflis juga perlu

diperhatikan juga agar tidak sampai menimbulkan mudharat bagi muflis juga.
4. Dimensi Harta Pailit yang dieksekusi

Dalam kitab al-umm Imam Syafi’l juga menyinggung masalah ruanglingkup

harta taflis yang dapat dieksekusi termasuk :*??

a. Diat yang diterima muflis
b. Hibah yang diterima oleh muflis
c. Tawathu’ yang diberikan padanya

d. Piutang yang dimiliki oleh muflis

Pada poin mengenai ruang lingkup harta muflis yang dapat dieksekusi ini

menurut penulis tidak ada yang bertentangan dengan asas-asas kepailitan.
5. Akibat perbuatan muflis setelah jatuh taflis

Dalam kitab al umm imam syafi’l juga sempat membahas masalah akibat
perbuatan seseorang setelah jatuh taflis, akibat tersebut meliputi berpotensi
berkurangnya harta pailit, seperti aniaya yang dilakukan oleh muflis (yang

dianiayah jadi anggota kreditur jika harta pailit tersebut belum dibagi-bagikan),

122 As-syafi’l, Al-umm, h. 46
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namun menurut beliau mengenai akibat dari harta muflis ketika kena hajr maka

bukan tanggung jawab muflis.*?®

Kesimpulannya pada masalah ini juga diterapkan asas keadilan, karena
perbuatan yang dilakukan harus dipertanggung jawabkan, sedangkan orang yang
dirugikan berhak meminta haknya, maka jika haknya tersebut tidak bisa discover
oleh harta pailit, maka tidak adil bagi orang dianiayah tersebut. Sedangkan akibat
harta pailit yang kena hajr juga bukan tanggung jawab muflis karena secara
kewenagan ia tidak mempunyai kewenagan lagi, bagaimana ia harus

menganggung kewenagan yang tidak ia miliki.
6. Hubungan harta taflis dengan ijaroh

Dalam kitab al-umm ini Imam Syafi’l menyinggung masalah hak orang-orang
yang notabenya para penjual jasa seperti orang menumbukkan gandum muflis,
orang yang mengguntingkan kain muflis, orang yang mencelupkan warna kain
muflis, maka Imam syafi’l memberi 2 alternatif, pertama beliau menetapkan hak
khusus untuk diutamakan bagi para penjual jasa tersebut, ketika dijual apa harta
yang dijahit tadi misalnya, maka hak penjahit adalah seharga nilai tambah ketika
kain tesebut dijahit, dalam artian harga sebelum dijahit dikurangi harga ketika
sudah dijahit dan dari tambahan tersebut sama dengan hak penjahit, Sehingga kain
tersebut milik bersama antara penjahit dengan pemilik yang jatuh taflis tadi, hanya
saja persentase bagian penjahit lebih sedikit (sesuai dengan upah jahit) dibanding

pemilik. Kemudian alternative yang kedua beliau menjadikan para penjual jasa

128 ps-syafi’TAl-umm, h. 47
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tersebut sebagai anggota kreditur pailit.Dalam kitab al umm, Imam Syafi’l juga
mengistimewakan hak pemegang gadai untuk didahulukan pada harta pailit.
Keistimewaan terhadap para penjual jasa diatas pada orang yang jatuh taflis

digiaskan oleh Imam Syafi’l dengan orang yang memegang gadai.**
7. Hubungan muflis dan karyawan

Dalam kitab al-Umm Imam Syafi’l juga menyenyinggung masalah pekerja
yang bekerja pada muflis, menurut beliau bahwa pekerja tersebut disamakan
dengan kreditur lain, atau dengan kata lain haknya tidak diutamakan sebagaimana
ijaroh. Beliau berargumen bahwa pada karyawan itu berbeda dengan ijaroh,
perbedaannya terletak pada sisi tanggung jawab dan modal. Jika karyawan yang
melakukan kesalahan maka akibat kesalahan tersebut ditanggung oleh yang
memperkerjakannya, sedangkan jika ijaroh misalnya tukang jahit, melakukan
kesalahan maka ia tidak dibayar oleh yang menyuruh menjahit tadi. Begitu juga
unsur modal, tukan jahit bermodal benang yang, tukan celup bermodalkan bahan
warna, sedangkan karayawan dalam mengerjakan tugas dari muflis tidak
bermodalkan harta, hanya tenaga saja.Dari sini terlihat unsur keseimbangan antara
hak dan tanggung jawab, semakin besar tanggung jawab maka semakin besar pula

haknya.'?
8. Pembelian salaf dan taflis

Dalam kitab al umm imam syafi’l juga menjelaskan mengenai kemungkinan

yang jatuh iflas justru penjual, beliau menjelaskan bahwa jika ada pembelian salaf

124 As-syafi’l, Al-umm,h. 49-51
125 As-syafi’T,Al-umm, h. 52-53
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dengan menyerahkan uang perak yang ditempa, emas atau dinar tertentu terlebih
dahulu . Lalu penjual jatuh iflas, kemudian mata uang pembeli tadi masih ada,
yang diakui oleh kreditur lain atau diakui oleh penjual bahwa itu adalah mata uang
pembeli tadi, maka menurut imam Syafi’l pembeli lebih berhak terhadap mata
uang tersebut dibandingkan dengan kreditur lain.Lain halnya kalau mata uang
tersebut sudah tidak ada lagi atau berkurang maka pembeli tadi menjadi bagian
dari kreditur lainnya.Atau ketika objek jual beli salaf tadi sudah ada namun
sebelum sempat diserahkan penjual jatuh iflas, maka objek jual beli tadi lebih

berhak bagi pembeli dibanding kreditur lainnya.*?®

Dalam hal ini terlihat sekali unsur kemaslahatan yang beliau bangun dalam
kitab al-umm pada masalah ini, namun kemaslahatan tersebut tetap disandarkan
pada nash terutama hadis mengenai taflis dikemukakan Imam Syafi’l di kitab al-

umm.
9. Sewa-menyewa dan taflis

Dalam kitab al umm Imam Syafi’l menyatakan bahwa jika terjadi penyewaan,
kemudian yang menyewa jatuh pailit , maka pihak yang mempersewakan tersebut
ikut kepada orang yang memperhutangkan (termasuk kreditur) begitu juga

127

sebaliknya™".Sejauh ini dalam kitab al-umm tersebut secara konsisten diterapkan

prinsip perlindungan hak.

10. Konsep kurator dalam figh Syafi’i

126 As-syafi’T,Al-umm, h. 56
127 As-syafi’l, Al-umm,h. 56-59
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Pada kitab al-umm khususnya mengenai bab prosedur penjualan harta pailit,
imam Syafi’l menyatakan bahwa bagi hakim yang menangani perkara tersebut
selayaknya mengangkat orang yang amanah untuk menjual harta pailit
tersebut.Orang yang amanah yang beliau maksud tersebut merupakan bentuk lain
dari kurator di masa sekarang. Dalam kitab al-umm juga disebutkan bahwa pada
saat penjualan tersebut harus dihadiri oleh pihak debitur pailit, para kreditur serta
orang yang amanah dari hakim tadi (kurator).Imam Syafi’l juga memperhatikan
cara dalam penetapan harga barang milik debitur pailit tadi, dimana dalam
penetapan tersebut harus disetujui oleh tiga pihak, yaitu kurator yang diberikan

hakim kuasa, kreditur, dan debitur serta pembeli tentunya.*?®

Dalam hal ini terlihat diterapkannya asas kesimbangan, yaitu pada saat
penjualan harta pailit yang diwajibkan untuk hadir meliputi semua pihak yang
terlibat. Kemudian juga dalam hal ini nampak bahwa Imam Syafi’l menerapkan
asas kebolehan, dengan makna pernyataannya yang memberi kewenangan kepada
hakim untuk mengutus orang yang amanah dalam menyelesaikan penjualan harta
pailit.

11. Panitia kreditur dalam figh Syafi’l

Imam syafi’l juga sudah berpikir tentang panitia kreditur, hal ini tercermin

dalam tulisan beliau dalam kitab al-umm mengenai cara antisipasi masalah

penetapan harga.*?® Hal ini sangat logis menurut penulis karena kreditur lebih dari

satu jika meminta persetujuan pada mereka mengenai penetapan harga penjualan

128 As-syafi’l, Al-umm, h. 63
129 As-syafi’T,Al-umm, h. 65
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harta pailit memungkinkan terjadi beda pendapat (bercerai-berai).Dalam
penetapan panitia kreditur ini yang berwenang adalah hakim.Dalam hal ini juga

terlihat bagaimana asas kebolehan diterapkan dalam oleh Imam Syafi’i.

12. Jenis barang yang dieksekusi menurut figh Syafi’l

Imam syafi’l juga menyebutkan bahwa ada dua kategori barang pailit yang
dijual tersebut oleh orang kepercayaan hakim untuk mengurusi harta pailit,
pertama barang yang tergadai, dan yang kedua barang bukan gadai.Namun

pemegang gadai tetap termasuk yang perlu di dahulukan (diutamakan). %

13. Upah bagi pengurus harta pailit

Imam syafi’l juga sudah berbicara mengenai gagasan upah bagi pengurus
kepailitan, baik kurator atau penitia kreditur, namun menurut beliau bahwa upah

mereka diambil dari baitul maal.***

Pada gagasan beliau ini juga secara tidak langsung sudah menerapkan asas
kebolehan dan kemaslahatan, karena bagaimana pun juga mereka yang mengurusi
harta pailit tersebut juga butuh upah, namun di sisi lain mereka juga butuh netral.
Sehingga agar yang mengurus harta pailit tersebut tetap fokus dan netral atau
tidak berpihak pada pihak manapun maka mereka diberi upah atas kerja mereka
dari sumber baitul maal.Dari sini juga seolah-olah Imam Syafi’l mengatakan
bahwa perlindungan hak itu tugas negara maka dari kas negaralah upah

pengurusan perkara tersebut diambil.

130 As-syafi’T,Al-umm, h. 63
131 As-syafi’l, Al-umm,h. 66
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14. Masa eksekusi

Dalam kitab al-umm imam syafi’l juga sudah mempunyai gagasan tentang
masa eksekusi, menurut beliau eksekusi harta pailit harus secepat mungkin, jika
harta tersebut berada dalam satu negeri maka penjualannya dalam 3 hari
saja.Sehingga menurut beliau hewan ternak merupakan sesuatu yang harus
didahulukan untuk dijual dalam rangka melunasi hutang muflis. Namun boleh
dilambatkan harta-harta tertentu muflis tadi jika ada kemungkinan harga harta
pailit tersebut bertambah nilai jualnya, bukan dilambatkan karena dalam rangka
ingin merugikan muflis, namun kemungkinan bertambahnya harga harta pailit

yang ingin dijual tadi harus berdasarkan prediksi para ahli.'*?

Pada masalah ini terlihat sekali konsep waktu ini semata-mata agar tidak
adanya mudharat, sehingga semua kreditur mendapatkan hak mereka.Kemudian
pada masalah ini juga terdapat asas kemaslahatan karena jika menunda penjualan
menyebabkan bertambahnya harta pailit, sehingga dapat memungkinkan
menyelesaikan hutang muflis secara sempurna, maka kebolehan menunda

penjualan harta muflis tersebut mengandung asas kemaslahatan bagi semua pihak.

15. Akibat kepailitan bagi debitur pailit menurut figh Syafi’l

Dalam kitab al-umm disebutkan bahwa orang yang iflas tidak boleh bertindak
hukum terhadap hartanya seperti menjual, menghibhakan dan memusnakan
hartanya, memerdekakan budak.dalam hal ini imam syafi’l sudah berpedoman

pada asas legalitas dengan pernyataannya, bahwa orang iflas yang tidak boleh

132 As-syafi’T,Al-umm, h. 68
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bertindak hukum terhadap hartanya adalah orang iflas yang dilaporkan oleh para

kreditur kepada hakim, dan ditetapakan hakim sebagai muflis™.

16. Taflis dan penanahan muflis

Dalam al-umm Imam Syafi’l membolehkan menahan si muflis jika terbukti
melakukan perbuatan yang merugikan pihak kreditur pailit. Atau dengan kata lain
muflis tidak koperatif dalam menyelesaikan perkara kepailitan yang menimpa
dirinya. Sedangkan jika muflis tidak memiliki harta sama sekali maka tidak ada
kemaslahatan dan tidak sepantasnya ia ditahan karena ini bertentangan dengan

semangat QS. Al-Bagaroh (2) : 280 .***

Dalam hal ini terdapat prinsip kemaslahatan dan menghindari mudharat yang
diterapkan sekaligus oleh Imam syafi’l pada persoalan diatas. Dengan menahan
muflis yang tidak koperatif tersebut dapat meminimalkan potensi konflik dalam
penyelesaian suatu perkara kepailitan , sedangkan menahan muflis yang tidak

memiliki harta tidak mendatangkan kemanfaatan.

133 As-syafi’T Al-umm, h. 69
134 As-syafi’T,Al-umm, h. 76
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E. TITIK TEMUANTARA PRINSIP TAFLIS MENURUT UNDANG-
UNDANG NO 37 TAHUN 2004 DAN PRINSIP TAFLIS DALAM

HUKUM ISLAM

Untuk menentukan titik temu antara Prinsip-prinsip kepailitan yang ada dalam
Undang-Undang No 37 tahun 2004 dengan prinsip-prinsip kepailitan dalamhukum
Islam yang diangkat."**Maka diperlukan klasifikasi secara jelas terlebih dahulu

berdasarkan beberapa poin berikut ini, yaitu :
a. Tujuan prinsip (asas) masing-masing perspektif

Tujuan dari prinsip-prinsip (asas-asas) yang terdapat dalam Undang-Undang
No 37 Tahun 2004 dapat dilihat dari bagian penjelasan undang-undang tersebut,
di sana disebutkan bahwa tujuan dari prinsip-prinsip kepailitan yang terdapat
dalam Undang-Undang No 37 Tahun 2004 adalah untuk membentuk produk
hukum nasional yang menjamin kepastian, ketertiban, penegakan dan
perlindungan hukum, sedangkan produk hukum yang demikian itu bertujuan
untuk mendukung pembangunan perekonomian nasional,sedangkan tujuan dari
pembangunan perekonomian nasional tersebut adalah dalam rangka mewujudkan

masyarakat adil dan makmur.**

Sedangkan tujuan dari prinsip-prinsip (asas-asas) hukum Islam perlu diperinci

satu persatu.Pada penulisan ini asas kebolehan dianggap sebagai asas yang

35 Prinsip-prinsip kepailitan menurut Undang-Undang No 37 Tahun 2004 terdiri dari asas
kebolehan, asas kemaslahatan, asas menolak mudharat, asas perlindungan hak, sedangkan Prinsip-
prinsip kepailitan dalam hukum Islam yang diangkat meliputi asas kesimbangan, asas keadilan,
asas kelangsungan usaha dan asas integrasi

138 Undang-Undang No 37 Tahun 2004 versi pdf (bagian penjelasan)
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digunakan dalam kepailitan. Sebenarnya asas kebolehan ini bertujuan mendorong
umat islam untuk menggali potensi yang ada di alam ini dalam rangka

meningkatkan taraf hidup mereka. Hal inidiindikasikan oleh kaidah berikut ini :
197gay Al Ao Juda Ja o W1 daly) dldlaall & JuaY)
kaidah tersebut bersumber dari sabda Nabi Muhammad SAW
138“51:‘34 JAL\ f‘k;‘ ?:""
Artinya : “kalian lebih tahu tentang urusan dunia kalian”

Sedangkan tujuan diutusnya Nabi ke alam ini sebagai rahmat bagi alam,
khususnya bagi manusia.Dengan demikian asas kebolehan dalam hukum Islam
sebenarnya bertujuan mewujudkan eksistensi rohmat tersebut bagi manusia,

Khususnya umat Islam.

Asas kemaslahatan bertujuan untuk mengontrol seluruh regulasi yang terkait
dengan taflis.Karena asas kebolehan memberikan ruang pada manusia untuk
bertindak bebas dalam bermuamalah termasuk dalam menetapkan regulasi tentang
taflis, maka agar rahmat tadi tidak ternodai oleh kepentingan-kepentingan pihak
tertentu, asas kemaslahatan berfungsi mengawasi penerapan asas kebolehan tadi,
dalam rangka menjaga eksistensi rahmat Allah tadi. Demikian juga dengan asas

menolak mudhorot berfungsi untuk mengontrol penerapan asas kemaslahatan dan

37 Djazuli, Kaidah-Kaidah Fikih, h. 130
138 |mam Muslim, Shohih Muslim (Riyadh : Baitul Afkar,1998), h. 962
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asas kebolehan tadi sekaligus bertujuan untuk menertibkan sisi yuridis dari dunia

mauamalah .

Asas menolak mudhorot yang bersumber dari suatu kaidah :

1291 3 sl

sebenarnya juga bertujuan untuk menjaga eksistensi rahmat Allah itu tadi
terhadap manusia agar tidak di dzholimi oleh manusia itu sendiri maupun oleh
pihak lain. Adapun asas perlindungan hak dalam hukum Islam berfungsi untuk
memberi rasa aman pada manusia terhadap rahmat yang Allah anugerahkan

kepada mereka.

Dari uraian mengenai tujuan masing-masing asas dari kedua perspektif
tersebut dapat disimpulkan bahwa ada kesamaan anatara tujuan pada asas-asas
kepailitan menurut Undang-Undang No 37 Tahun 2004 dengan asas-asas
kepailitan dalam hukum Islam.Kesamaan tersebut khususnya dari sisi,

perlindungan, ketertiban dan rasa aman.
b. Sumber penyandaran masing-masing prinsip (asas)

Prinsip-prinsip (asas-asas) kepailitan pada Undang-Undang No 37 Tahun

2004 disandarkan kepadanilai tujuan asas-asas tersebut.'*

sedangkan tujuan asas-
asas tersebut juga disandarkan pada cita-cita luhur bangsa Indonesia yang terdapat

dalam substansi UUD 1945 dan filosofi luhur pancasila yaitu mewujudkan

139 4 A. Djazuli, Kaidah-Kaidah Fikih... h. 33
140 kepastian, ketertiban, penegakan dan perlindungan hukum
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masyarakat adil dan makmur. Jadi nilai-nilai pancasila dan UUD 1945 menjadi
sumber pokok dari asas-asas kepailitan yang terdapat dalam Undang-Undang No
37 Tahun 2004.Sedangkan seluruh tatanan yuridis dalam hukum Islam
disandarkan kepada Allah SWT. Hal ini tercermin dari karya-karya para mujtahid
yang mendahulukan dalil nagli (Al-qur’an dan Hadis) sebagai bentuk
penyandaran mereka kepada Allah sebelum melakukan penalaran, istimbat
mengenai hukum tertentu . Adapun asas-asas kepailitan dalam hukum Islam
disandarkan kepada Allah SWT secara tidak langsung.Karena sebelum menjadi
nilai yang baku asas-asas tersebut melalui beberapa proses terlebih dahulu oleh

para ulama,sebagaimana terbentuknya suatu kaidah dalam hukum Islam.

¢. Hubungan masing masing prinsip dalam kedua perseptif tersebut.

Maka Pada keduanya (baik asas-asas pada Undang-Undang No 37 Tahun
2004 maupun asas-asas pada hukum Islam) terdapat jenis hubungan yang saling
melengkapi karena pada dasarnya keseimbangan yang di inginkan oleh asas
keseimbangan tersebut adalah dalam rangka menimbulkan kemaslahatan, begitu
juga keadilan yang diinginkan oleh asas keadilan tersebut juga dalam rangka
menolak mudharat.Sama halnya dalam asas kebolehan yang ada dalam hukum
islam juga meliputi didalamnya integrasi. Sedangkan kesimpulan semua asas
tersebut kembali pada satu titik yaitu perlindungan hak. Karena dalam
perlindungan hak ada unsur-unsur  substantif (dhoruriyah) yang harus
direalisasikan yaitu unsur keseimbangan,unsur keadilan,unsur menolak
mudharat,unsur kemaslahatan. Jika unsur-unsur tersebut tidak terpenuhi maka

mustahil keseimbangan akan dicapai. Kemudian ada unsur (hajjiyat) yang juga
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diperlukan dalam perlindungan hak tersebut yaitu asas kebolehan yang menjadi
dasar bagi perkembangan hukum Islam khususnya dalam menegakkan
perlindungan hak. Berikutnya juga diperlukan unsur pelengkap (tahsiniyat)
seperti unsur integrasi dan asas kelangsungan usaha.Dari sini dapat penulis
simpulkan bahwa baik prinsip-prinsip kepailitan yang dianut oleh Undang-
Undang No 37 Tahun 2004 maupun Prinsip kepailitan dalam hukum Islam, dari
sisi  fungsinya sama Vyaitu sebagai fasilitas/wasilah dalam menegakkan
perlindungan hak. Namun, letak perbedaannya pada prinsip-prinsip kepailitan
dalam hukum Islam, bermuara pada maqgoshid syariah.Sedangkan pada prinsip-
prinsip kepailitan dalam Undang-Undang No 37 Tahun 2004 bermuara pada tata

hukum Indonesia.

Dari sisi konsep memang Undang-Undang No 37 Tahun 2004, sudah jauh
lebih sistematis dibandingkan dengan konsep kepailitan yang terdapat dalam Kitab
al-umm karya imam syafi’l, namun dari sisi substansi bahwa substansi hukum
kepailitan dalam Islam, khususnya dalam al-umm tentu lebih kaya denngan
kemaslahatanyang hakiki. Karena para fugoha khususnya Imam syafi’l dalam
menetapkan ketentuan-ketentuan hukum termasuk tentang taflis tidak lepas dari
nash (Al-qur’an dan Sunnah) atau dengan kata lain setiap ketentuan yang
berkaitan hukum setidaknya masih disandarkan dengan nash dengan berbagai
metode yang terdapat dalam Ushl figh. Sehingga prinsip-prinsip kepailitan yang
ditawarkan oleh hukum Islam otomatis tidak bertentangan dengan nash.
Sedangkan dalam penerapan prinsip-prinsip kepailitan yang dianut oleh Undang-

Undang No 37 Tahun 2004, memungkinkan untuk bertentangan dengan nash. Hal
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ini dikarenakan ketentuan-ketentuan yang dibuat tidak diharuskan sesuai dengan

nash (al-qur’an dan Sunnah) Misalnya pada definisi utang , yaitu :

“kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik
dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung
maupun yang akan timbul dikemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena
perjanjian atau Undang-Undang dan wajib dipenuhi oleh debitor dan bila tidak
dipenuhi memberi hak kepada kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta

kekayaan debitor™**!

Dari cakupan definisi utang yang terdapat dalam Undang-Undang No 37
Tahun 2004 tersebut, bisa memberi peluang bahwa bunga dari hutang merupakan
hal yang juga dapat ditagih dan diambil dari harta pailit. Sehingga jika kita
kaitkan dengan prinsip-prinsip kepailitan yang dianut oleh Undang-Undang No 37
Tahun 2004, misalnya asas keadilan, maka memungkinkan dianggap adil jika
seseorang kreditur mendapatkan piutang beserta bunganya dari harta debitur pailit
tersebut, karena utang tersebut adalah haknya dan bunga tersebut juga hak yang

lahir dari perjanjian utang tersebut.

Namun jika kita lihat dari sudut pandang hukum islam, bahwa bunga itu
sendiri hukumnya haram karena termasuk dalam kategori riba, disamping itu juga
ada adab dalam menagih hutang pada hukum Islam sebagaimana terdapat dalam
QS. Al-Bagoroh (2) :280, yaitu memberi keringanan pada orang yang berhutang,

sehingga mengambil bunga dari hutang yang diberikan pada orang yang jatuh

“Ipasal 1 butir 6 Undang-Undang No 37 Tahun 2004 versi pdf
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taflis melanggar ketentuan 2 prinsip sekaligus, yaitu mengambil riba yang
dilarang oleh Allah, dan menambah penderitaan kepada muflistersebut . Sehingga
penalaran konsep keadilan dan nilai-nilai universal lainnya pada hukum Islam

adalah harus disandarkan pada Allah melalui nash (Al-qur’an dan Hadis).
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BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari penelitian yang dilakukan dapat diambil beberapa kesimpulan yang

dijadikan sebagai jawaban dari rumusan masalah :

1. Prinsip-prinsip yang dianut oleh Undang-Undang No 37 Tahun 2004, yaitu
asas keadilan, asas kesimbangan, asas kelangsungan usaha dan asas integrasi.
Ada beberapa hal yang dititik beratkan oleh asas-asas tersebut, pada asas
keseimbangan misalnya hal yang dititik beratkan adalah meliputi keseimbangan
manfaat, kesimbangan perlindungan bagi pihak-pihak yang terlibat khususnya

kreditur, debitur, kemudian pada asas kelangsungan usaha lebih memfokuskan
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usaha yang dilakukan oleh pihak debitur saja. Sedangkan asas keadilan pada
Undang-Undang No 37 tahun 2004 tersebut dapat dikatakan sebagai keadilan
yang orientasinya adalah perdamaian, dan standarnya adalah legalitas atau dengan
kata lain keadilan yang dikaitkan dengan perdamaian dan legalitas. Sedangkan
karakter asas integritas pada Undang-Undang No 37 tahun 2004 lebih mengarah
kepada efisiensi regulasif, karena adanya pengagabungan anatara hukum materil

dan hukum formil.

Pada ranah penerapan asas-asas tersebut pada Undang-Undang No 37 Tahun
2004 ada beberapa indikasi inkonsistensi penerapan, diantaranya bisa terlihat

pada muatan pasal 2, pasal 7 butir 2, pasal 16, pasal 41 butir 3, pasal 61.

Prinsip-prinsip taflis dalam hukum islam berasal dari nilai-nilai universal yang
terdapat pada kaidah kaidah figh islam seperti asas kebolehan, asas kemanfaatan,

asas menolak mudhorot, dan asas perlindungan hak.

Pada ranah penerapan prinsip-prinsip (nilai-nilai universal) tersebut dalam kitab
al-umm karya imam Syafi’i khususnya bab tentang taflis tidak terdapat hal yang
bertentangan dengan prinsip asas-asas tersebut . Imam syafi’i dalam menuliskan
tentang taflis terdapat beberapa hal yang menjadi ciri khas karya beliau, yaitu :
mendahulukan nash sebelum bernalar, kejelasan akad menjadi standar bernalar

dan adanya upaya mengkompromikan dalil-dalil nagli.

2. Titik temu antara prinsip kepailitan menurut Undang-Undang No. 37 tahun

2004 dengan prinsip taflis menurut hukum Islam.
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Prinsip-prinsip yang digunakan oleh Undang-Undang No 37 tahun 2004 yang
meliputi, keseimbangan, keadilan, kelansungan usaha, dan integrasi sebenarnya
juga terdapat dalam hukum islam. Namun titik perbedaannya terletak pada
penyandaran prinsip tersebut. Semua prinsip-prinsip (asas-asas) dalam hukum

Islam harus disandarkan pada Alqur’an dan hadist.

B. SARAN

Setelah melakukan penelitian terhadap penulisan ini, ada beberapa saran

penulis yang tertuju pada berbagai pihak , antara lain :

A. Pihak akademisi

Khusus kepada para akademisi, penulis menyarankan agar menghidupkan
budaya penelitian dan pengembangan keilmuan, karena kejayaan peradaban ada
ditangan kalian, hindari berpokus pada yang bukan seharusnya kalian habiskan
energi, seperti masalah politik, menghabiskan waktu berjam-jam diwarung kopi
dengan obrolan yang tidak menambah keluasan dan ketangguhan kualitas
keilmuan yang anda geluti. Karena indonesia saat ini lebih membutuhkan para
profesional dibandingkan dengan para politisi. Jadilah diri anda bebas dari
pengangguran baik dalam dimenensi pengangguran spiritual, yang membuat umur
menjadi sia-sia tiada manfaat untuk akhirat kalian dan bebaskan juga diri kalian
dari menganggur secara lahiriyah. Serta ciptakanlah di lingkungan kalian sikap
menjunjung tinggi budaya akademik dan pengembangan keilmuan. Penulis

berharap yang demikian ini karena nanti diakhirat setiap orang akan dimintai
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pertanggung jawabannya, dan kalian para akademisi bertangung jawab atas

perkembangan keilmuan yang kalian tekuni.

B. Pihak praktisi

Kepada para praktisi penulis berharap agar pengalaman yang anda miliki
dalam bidang apapun yang anda tekuni berdasarkan keilmuan yang anda milik
menjadi pembelajaran dan kesadaran kalian bagi tentang pentingnya arti sebuah
keilmuan yang diamalkan, dan didasarkanpada ketulusan, kebersihan dan
kebenaran dalam melakukan dan menjalani profesi apapun yang anda jalani.
Luangkan waktu kalian untuk berbagi kepada para akademisi tentang pengalaman
yang perlu anda ceritakan dan bermanfaat bagi mereka. Karena dengan sedikit
waktu yang anda berikan kepada mereka akan merangsang mereka dalam

mengembangkan keilmuan.

C. Paraulama

Kepada para ulama penulis berharap keistigomaannya dalam menyebarakan
ilmu, mengurusi bibit-bibit ilmuan yang ada pada pesantren atau majelis yang
dibina dengan setulus dan sepenuh hati serta bersungguh-sungguh. Karena
kesungguhan dan ketulusan para ulama dalam mengurusi santri-santrinya akan
membuahkan kebarokahan bagi bangsa Indonsesia ini. Karena bangsa ini
merindukan para generasi yang memiliki kecerdasan spiritual beserta kesolehan
spiritualnya, keagungan akhlak yang diterapkan dalam setiap detik umurnya,

keluasaan ilmu yang digunakan dan dajarkan demi kemaslahatan bangsanya, dan
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kematangan profesional yang disertai dengan kesadaran akan potensi yang
diberikan padanya. Wahai para ulama hanya dengan doa dan perjuangan kalian

generasi yang seperti itu bisa hadir dalam pentas kehidupan bangsa ini.
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